
Dipindai dengan CamScanner 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pernberitukan Daernh-dacrab Tingkal II Dalam Wilayab 

Dacrah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa1 6 ayat (2), 

Pasal 20 ayat (2), Pusal 37 ayat {3), Pasal 39 ayat (3), 

Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Daerah 

Nornor 12 Tahun 2017 tentang Taca Cara Pernilihan, 

Pengangkatan dan Pemberhcntian Perbekel, pcrlu 

menetapkan Pcraturan Pclaksanaan Peraiuran Daerah 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, 

Pengangkaran dan Pcrnberhentian Perbekel; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dirnaksud huruf a pcrlu menetapkan Peraturan Bupaii 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, 

Pcngangkatan dan Pernberhentian Perbekel; 
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PEMBERHENTIAN PERBEKEL 
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Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lernbaran 

Ncg..ira Rc.:publik Indonesia Numor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Numor 3495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah bcberapa kali, tcrakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20i4 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undacg-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nom~r 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Pcraturan Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2014 
Tentang Peraturan Pdaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 N omor 41, Tam bah an Lem bar an 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 
6. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pernilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), scbagaimana telah 
diubah beberapa kali ierakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua Alas Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor I L 
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1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 
2. Bupati adalah Bupati Klungkung. 
3. Desa adalah Desa di 'Kabupaten Klungkung. 

4. Perangkat Dae rah adalah Perangkat Daerah pada 

Pernerintah Daerah Kabupaten Klungkung. 
s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dcsa, Pengen<lalian 

Pcnduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya 

d.isingkal DPMDPPKB, adalah Dinas Pemberdayaan 

I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
Pasal 1 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 

2017 TENTANG TATA CARA PEMlLIHAN, PENGANGKATAN 

DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN TENT ANG BUPATI PERATURAN 

MEMUTUSKAN: 

Tahun 2014 tcntang Pemilihan Kepala Desa (Bcrila 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 1409); 

7. Peraturan Mcnteri Dcsa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Tata Tcrtib dan Mekanisme Pcngambilan Keputusan 

Musyawarah Dcsa (Bcrita Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 159); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 

tcntang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 

[Beritu Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) 

scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 ten tang Perubahan 

Atas Peraturan Mcnteri DaJam Negeri Nomor 82 Tahun 

2015 tcntang Pengangkatan dan Pemberbentian Perbekel 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1222); 

9. Pcraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian 

Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 

2017 Nomor 12); 

Menetapkan 
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pe1 uilil ra n. 

14. Pcrnilihan Perbekel antarwaktu adalah pemilihan Perbeke! 

yung dilaksanakan akibat adanya pcmbethentian Pcrbek«! 
l 

12. Pclaksana Harian Perbekel, yang selanjutnya disebut Plh 

Perbekei, adalah perangkat Desa yang diangkat dengan 
I<eputusan Camat untuk melaksanakan tugas rutin dari 

Perbekel yang berhalangan sementara. 

13. Pemilihan Perbekel secara serentak adalah pemilihan 
Perbekel yang dilaksanakan pada hari yang sarna dengan 
mcmpertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya 

1 1. Pelaksana Tugas Perbekel, yang selanjutnya disebut Plt. 
Perbekei, adalah perangkat Desa untuk melaksanakan 

tugas Petbekel, karcna Perbekel berhalangan tetap 

dari/utau cuti karena mencalonkan did sebagai calon 

Perbekel. 

10. Pcrangkat Desa adalah sckretariat Desa, pela.ksana 

kcwilayahan dan pelaksana teknis. 

9. Perbekel adalah Pejabat Pcmerintah Dcsa yang mempunyai 

wcwcnang, tugas dan kcwajiban untuk mcnyelcnggarakan 

rurnah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 

Pcrnerinurh dan Pernerintah Daerah. 

8. Pcrncrintuh Dcsa adaluh Perbekel dibantu Perangkat Desa 

sL·b:1gc1i uusur pcnyclcnggaruau pcrncrintahan Desa. 

7. Pcmcrintahan Deso adalah pcnyelenggaraan urusan 

Pcmcrintuhan dau kepcntingan masyarakat seternpat 

dalarn sistcrn Pcrncrintahan Negara Kcsatuan Republik 

I udoncsiu. 

tugns umum pcmcriritahan 

Mnsynralrnt dnn Dcsn, Pcngcndalian Pcnduduk 

h:dw11 g,1 I krcncmw f(,,lJupalcn Klungkung. 

(). Cc1111:1l adnlah pcrnimpin dan koordinator pcnyclcnggaraan 
pvmcr intnhnn di wilayah kcrja kccarnatan yang dalarn 

pclaksanaan tugasnya memperoleh pclimpahan 

kt\\ <'rl:111g.rn pcrncrinlahan dari Bupati ~ntuk mcnangani 

scbagian urusan otonomi dacrah dan menyelenggarakan 
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20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang 

selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang 

dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan 

pem ungutan suara di Ternpat Pemungutan Suara. 

21. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat 

TPS, adalah ternpat dilaksanakannya pemungutan dan 

pcnghitungan suara. 

Sakal calon Perbekel adalah Warga Negara Indonesia yang 22. 
iuk di . untuk dicalonkan menjadi Perbekel. mengaj an m 

Perbekel ada]ah bakal calon Perbekel yang telah 23. Ca]on 
<litetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang 

berhak dipilih menjadi Perbekel . 

. lib dalah calon Perbekel yang 
24. Calon Perbekel terpi a 

19. Panitia Pcmilihan Perbekel Tingkat Kabupaten yang 

selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah 

panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam 
mendukung pelaksanaan pemilihan Perbekel. 

Perbekel. 

17. 

Musyawarah adaJah musyawarah yang diselenggarakan 
oleh Badan Pcrmusyawaratan Desa untuk membentuk 
Panitia Pemilihan PerbekelTingkat Desa. 

Badan p crmusyawaratan Desa, yang sclanjutnya 
di . •singkat BPD, adalah lcmbaga yang mclaksanakan fungsi 
pemcrintahan yan~ anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditelapkan secara demokratis. 

18. Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Desa :yang selanjutnya 
disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk 

oleh BPD unruk : menyelenggarakan proses Pemilihan 

16. 

scbclum b k . . era hir masa jabatan b dengan sisa 
ja at;in lcl>ih dari 1 (satu) tahun. masa 

15. Musyawarah o esa, yang sclanJ·utnya ...i: b orse ut M usdes 
adalah musyawar h . • a yang d1sclcnggarakan I h p o e Badan 

ermusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Perbekel 
,ullarwaktu. 
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kareua berdasarkan usulan dari pemilih bersangkutan 

yang 
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 

Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut 

DJYJ'ambahan, adalah daftar pemilih yang disusun 
32. 

data Daftar Penduduk Potensial Pemi\ih umum terakhir 

tclah dipcrbaharui dan eek kembali atas 

29. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan 

telah memenuhi persyaratan untuk m'enggunakan hak 

pilih dalam Pemi.lihan Perbekel. 

30. Daftar Penduduk Potensial Pemilih adalah data yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah berisikan data 

penduduk potensial pemilih baru yang diarnbil dari 

database kependudukan. 

31. Daftar Pemilih Scmentara, yang selanjutnya disingkat 

DPS adalah daftar pernilih yang disusun bcrdasarkan 

28. Tokoh masyarakat Desa, yang selanjutnya disebut tokoh 

masyarakat, adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh 

pendidikan dan Lokoh masyarakaL lainnya. 
. I 

! 

27. Unsur masyarakat Desa adalah tokoh masyarakat, 
perwakilan kelompok tani, perwakilan kelornpok 
pengrajin, perwakilan kclompok perernpuan, dan 

perwakilan ke1ompok lainnya sesuai kondisi Desa yang 
bersangkutan. 

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang discbut dengan 
narna lain, yang selanjulnya discbut lembaga 

kemasyarakatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat sesuai dengan kcbutuhan dan merupakan 

mitra Pemerintah Desa dalam mcmberdayakan 
rnasyarakat. 

lcrbanyak dalam pelaksanaan mcrn perolch suara 
Pcmiiih:rn Perbekel. 

Pcnjabat Perbekel yang selanjutnya disebut Pj. Perbekel 

acJal,1h Pcgawai Ncgeri Sipri di lingkungan Pcmcrintah 

Dacrah yang diangka1 olch pejabat yang bcrwcnang untuk 
mclaksanakan tugus, hak dan wcwenang serta kcwajiban 
Perbekel dalarn kurun waktu tertcntu. 

25. 
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Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut 

COVlD-19 adalah penyakit rnenular yang disebabkan oleh 

Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 

(SARSCov-2); 
Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya 

42. adalah KTP yang memiLiki 
disebut KTP Elektruni.k " 

41. 

40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa, yang selanjutnya 

disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan desa Jang dibahas dan clisecujui bersarna 

oleh Perbekel dengan BPD, yang di~etapkan dengan 

Peraturan Desa. 

39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 

selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Daerah yang dibabas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan OPRD, 

dan clitetapkan dengan Peraturan Daerah. 

35. Pcnelitian kelengkapan administrasi bakal calon 

Perbekel adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh 

Panitia Pernilihan untuk mendapalkan calon Perbekel. 

36. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

Calon Perbekel untuk meyakinkan para pemilih dalam 

rangka mendapatkan dukungan. 

37. Seleksi tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh 

Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan Kabupaten 

terhadap bakal calon Perbekel apabila jumlah bakal calon 

Perbekel lebih dari 5 (lima) orang. 

38. Hari adalah hari kalender. 

Daftar Pemilih T t . c ap, yang sclanjutnya disingkat DPT 
adalah da.ftar ilih perru i ' yang Lelah ditetapkan oleh Panilia 
Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih 

chm jumiah pernilih dularn pernilihan Perbekel. 

34 · PendafLaran bakal calon Perbekel adalah tahapan 

kegiatan y.mg dilakukan oleh panitia pemilihan Perbekel 

untuk mendapatkan bakal calon Perbekel. 

33. 

yang bcrsangkutan bclum tcrdaftar dalam D f .. 
S , , a tar Pcm1l1h t:mt:ntarn. 
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I 

(1) Pemilihan Perbekel secara serentak: sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 huruf a dilakukan .secara serentak 
satu kali atau dapat bergelombang. 

(2} Pemilihan Perbekel. secara serentak bergelombang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 
(tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. 

(3) Pemilihan Perbekel secara serentak bergelombang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada: 
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan 

Perbekel; 

b. kemampuan keuangan daerah; dan/ atau 
c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan 
sebagai Penjabat Perbekel. 

(4) Pemilihan Perbekel secara serentak bergelombang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 
interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. 

(5) Pembagian gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal3 

Pemilihan Perbekel meliputi: 
a. pcmilihan Perbekel secara serentak; dan 
b. pemilihan Perbekel antarwaktu. 

Bagian Kedua 
Pemilihan Perbekel Secara Serentak 

Umum 
Pasal 2 

Bagian Kesatu 

INTERVAL WAKTU PEM[LrHAN PERBEKEL 
SGCARA BERGELOMBANG 

spesifikasi dan format KTP nasional dengan system 

pengarnanan khusus yong berlaku scbagai idcntitas rcsmi 

yang ditcrbitkan oleh Dinas Kcpcndudukan dan 
Pcncatatan Sipil kabupaten/kota. 

BAB Ir 
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Bagian Kedua 

Tahap Persiapan 

Pasal 7 

T,dldpati pcrsiapai1 pelaksanaan pernilihart Perbekel secant 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal6 

Tahapan Pelaksanaan pemilihan Perbekel secara screntak 

:;el,c1g.~1 berikut: 

a. tahapan persiapan; 

b. tuhupun pcncalonan; 

c. tahapan pemungutan suara; dan 

d. tahapan penetapan. 

BAB Ill 

PANITJA PEMJLlHAN 

Pasal4 

Pcmilihan Perbekel secara sercntak bergelombang 

sebagairnana dimaksud daJam Pasal 3, Perbekel dipilih 

langsung oleh pcnduduk Dcsa yang mcmenuhi pcrsyaratan 

dan bersifat langsung, umum, be bas, rahasia, jujur, dan adil. 

Bagian ~ctiga 

Pemilihan Perbekel An tar Waktu 

Pasal 5 

( l) Pemilihan Perbekel antarwaktu sebagaimana dimaksud 

tl,tiam Pasal 2 huruf iJ, dilakSat1akw1 dalwu hi:(} Perbekel 

berhenti dengan sisa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun 

sebelum masa jabatannya berakhir terhitung pada saat 

tanggaJ penetapan pemberhentian dengan Keputusan 

Bupati. 

(2) Pcmilihan Perbekel. antarwaktu scbagaimana dimaksud 
I 

pada ayat (1), dilaksanakan mclalui Musyawarah Desa. 

(3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan paling lama 6 [enam) bulan sejak Perbekel 

diberhentikan. 

(4) Masa jabatan Pcrbekel yang ditetapkan melaJui 

musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan 

sampai dengan berakhir mas" jabatan perbekel Jang 

diberhentikan. 

J 
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Bagian Ketiga 
Pcmbentukan Panitia Pemilihan 

Ka bu paten 
Pasal9 

(1) Panitia Pernilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibenruk oleh Bupati 
dengan Keputusan Bupati. 

(2} Panitia Pemilihan Kabupaten dinyacakan selesai 
melaksanakan tugas bersamaan dengan pelaksanaan 
pelantikan dan pcngarnbilan sumpah/janji Perbekel 

tcrpilih oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 
Pasal 10 

(1) Panitia Pernilihan Kabupaten sebagaimana dirnaksud 

dalam Pasal 8 ayal ( 1) huruf a terdiri dari: 
a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten 

yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kcpolisian, 

Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Teritorial Tcntara 

Nasional Indonesia di daerah; 
b. sat uan rugas penanganan COVID-19 kabupaten; dan 

a. pcmbcnlukan Paniua Pemilihan, yang melipuli: 

I. pcnyusunan jadwal dan tahapan pcmilihan Perbekel· 
' 

2. pcnyusunan tata tertib tahapan pemilihan Perbekel; dan 

3. sosialisasi. 

b. pclantikan/pcngambil .. m sumpah/janji Panitia Pemilihan· 
' c. pcnctapan TPS; dan 

d. pcndafwran dan pcndataan pcmilih. 

Pasal 8 

(1) ?embcnrukan Panitia Pemilihan Perbekel sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 7 huruf a, terdiri dari: 

a. Panitia Pcmilihan Kabupaten, dan 
b. Panitia Pcmilihan. 

(2) Dalarn hat kondisi Bcncana Non Alam COVID-2019 bupati 
membcntuk sub kepanitiaan di Kecamatan. 

M·n·111ak scl>agaimana cJimaksud dalarn Pasal 6 h f 
I uru a tcrd,n 

l .. , • r , 
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Kcmasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat Desa. 

(5) Unsur Paniua Pernilihan yang berasal dari lernbaga 
kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat Desa 

sebagairnana dima.ksud pada ayat (4) yaitu penduduk 

Desa setempat. 
(6) Hasil musyawarah sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) 

dituangkan dalam Serita Acara Musyawarah. 

(7) Berdasarkan Serita Acara Musyawarah sebagaimana 
dimaksud pada ayal (6) BPD menetapkan Susunan 
Panitia Pcmilihan dengan Kepurusan BPD d11r1 

Lembaga Desa, perangkat unsur dari terdiri 

mempenimbangkan keterwakilan wilayah yang bersifat 
netral serta tidak memibak pada salah satu bakal calon 

atau calon Perbekel. 

(4) Panitia Pemilihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pemilihan Panitia pengisian (3) Penentuan 

c. unsur terkait lainnya. 

(2) Sub 1{<:panitiaan di i{ecamacan sebagairnana dimaksud 
dalarn Pasal 8 ayat (2) terdiri dari: 

a. unsur forum ko~rdinasi pimpinan kecamatan yaitu 
Carnal, Pimpinan Kepolisian Tingkat Kecamatan, 

Pirnpinan Terirorial Kewilayahan Tent:a.ra Nasional 
Indonesia tingkat Kecamatan; 

b. saiuan iugas penanganan COVID-2019 kecamatan; dan 

c. unsur terkait lainnya, 

Bagian Keernpat 
Pembentukan Panitia Pcmilihan 

Pasal 11 
(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat {1) huruf b dibentuk dan ditetapkan meJaJui 

musyawarah. 
(2) Musyawarah scbagairnana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan oleh SPD dan dihadiri oleh Perbekel, 

Perangkat Desa, pengurus 1embaga kemasyarakatan, 
unsur tokoh masyarakat, sesuai dengan jadwaJ dan 
tahapan pemilihan Perbekel yang ditetapkan oleh Panitia 

Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 huruf a angka 1. 
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Bagian Kelirna 
Pclantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji 

Panitia Pemilihan 
Pasal 12 

(1) Berdasarkan Keputusan BPD tcntang Susunan Panitia 
Pcmilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), 

BPD melaksanakan pelantikan dan pengambilan 
sumpah/janji Paniua Pcrnilihan. 

(2) Pelantikan dan pengarnbilan sumpah/janji sebagaimana 
dirnaksud pada aj at (l) dilaksanakan pada saat 
musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11. 

(3) Pelantikan dan pcngambilan sumpah/janji Panitia 
Pernilihan scbagaimana dirnaksud pada ayat (}) dan ayac 

(2), dilakukan oleh Ketua BPD, dengan bunyi sumpah/janji 
sebagai berikut: 

"Om Atah Parama wisesa/Demi Allah/Tuhan saya 
bcrsumpah/berjanji, bahwa saya akan rnernenuhi 
kcwajiban saya sebagai Panitia Pcmilihan dengan scbaik 
baiknya, scjujur-jujumya, dan seadil-adilnya; bahwa saya 

akan selalu taat dalam mcngamalkan dan 
mcrnpertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan 

bahwa saya akan mencgakkan kehidupan demokrasi dan 
Un<lang-Undang Dasur 1945 scrta melaksanakan segala 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan 
selurus-Jurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan 

orang. 

(9) Susunan Panitia Pernilihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) bcrjumlah paling banyak 21 (dua puluh satu] 

a. kctua; 

b. \\ .,kil kctua: 
c. sckrctaris; 
<l. bendahara; dan 
c. scksi-scksi. 

disarnpaikan sccara tcrtulis olch BPD kepada Bupati 

rnel.rlui Carnat. 

(8) Susunan Panitia Pcmilihan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (4) terdiri dari: 
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Pernilihan Panitia Anggola (2) Pemberhentian 

Pasal 13 

Pembentukan dan pcngambilan sumpfi/janji Panitia 

Pcmilihan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 
12 disarnpaikan secara tertulis oleh BP~ kepada Panitia 

Pemilihan Kabupaten dan Camat. 
Pasal 14 

(1) Selain mcmbentuk, menetapkan dan melantik Panitia 

Pemilihan dalam musyawarah, tugas BPD dalam 

pelaksanaan pemilihan Perbekel yaitu sebagai berikut: 
a. pemantauan dan monitoring dalam pelaksanaan 

tahapan pemilihan- Perbekel; 

b, mclakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pcmilihan Perbekel; 

c. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Panitia 
Pemilihan; 

d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan 
Perbekcl bersama Panitia Pemilihan Kabupaten; dan 

e. mengusulkan hasil calon Perbekel terpilih secara 
tertulis kepada Bupati melalui Ca.mat. 

(2) Dalam pelaksanaan pembentukan, penetapan dan 
pelantikan Panitia Pemilihan dalam musyawarah clan 
melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayal ( l) 
BPD wajib bersikap netral clan tidak mem.ihak kepada 
salah satu bakal calon atau calon Perbekei yang 

dituangkan dalam surat pemyataan. 
(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditandatangani saat pelaksanaan musyawarah 

pembcnlukan Panitia Pemilihan. 
Pasal 15 

( 1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti, karena: 

a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri; dan 

c. dibcrhentikan. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia" 

(4) Pelantikan dan pcngarnbilan sumpah/janji scbagaimarw 

dimaksud pada ayat (2) clan ayat (3) dituangkan dalam 
bcrita acara. 
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(4) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan 

diberhcntikan scbagairnana c.limaksud pada ayat (1), maka 

anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan diganti. 

(5) Pcnggantian Panitia Pernilihan yang diberhentikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari unsur yang 

sama dan dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah 

BPD dengan pertimbangan Panitia Pemilihan yang 

ditetapkan dengan Keputusan BPD. 

(6) Berdasarkan Kcputusan BPD sebagaimana dimaksud pada 

ayal (5) Ketua BPD melaksanakan pelantikan dan 

pengambilan sumpah/janji sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 

(2), ayat (3), ayat (4) dan disampaikan sccara tertulis oleh 

BPD kcpada Panitia Pemilihan Kabupaten dan Camat. 

Pasal 16 

(1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati 

atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelantikan dan 
pengambilan sumpa~/ janji Perbekel terpilih. 

(2) Pembubaran Panitia Pernilihan sebagaimana dimaksud 

ayat (1), dapat dilakukan oleh BPD bersamaan dengan 

kegiatan scrah terima jabatan Perbekel. 

BAB IV 
PENUGASAN PELAKSANAAN TUGAS PANITIA PEM1LIHAN 

KABUPATEN KEPADA PANITIA PEMIL1HAN 
Bagian Kesatu 

Tugas Panjtia Pemilihan Kabupaten 
I 

Pasal 17 : 
ilih e bupaten sebao::iimana dirnaksud ( I) Pan ilia Perm I an na o- 

diberhenlikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c, dilakukan dalam hal: 

a. tidak bersikap netral dan memihak kepada salah satu 

bakal calon Perbekel aiau calon Perbekel· . ' 
b. tidak melaksanakan tugas dan ~ewajiban secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap;' 

c. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan 

d. mendaftarkan diri scbagai bakal calo~ Perbekel. 

(3) Pernbcrhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana 

dirnaksud pada ayal (2), dilaksanakan rnelalui 

musyawarah BPD yang hasilnya dituangkan dalarn Serita 

Acara. 
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pernilihan di kabupaten. 

(4) Panitia Pemilihan s~bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) mernpunyai tugas sebagai berikut: 

Pcmilihan tingknt, Kabupatcn; 

b. rnclakukan bimbingan teknis pclaksanaan pernilihan 

P<irbckel terhadap panitia pemilihan perbekel di Desa; 
c. mcnctapkan jumlah surat suara dan kotak suara; 

d. mcmfasilitasl pcncctakan surat suara dan pcmbuatan 

kotak suara serta p~rlcngkapan pernilihan lainnya; 

c. rncnyampaikan surat suara dan kotak suara dan 

perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia 

pemilihan; 

f. mcmfasilitasi penyelesaian perrnasalahan Pemilihan 

Perbekel di Kabupaien: 

g. mclakukan pengawasan penyelenggaraan pernilihan 

Perbekel dan melaporkan serta rnembuat rekomendasi 

kepada Bupati; dan 

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

Pemili.han Perbekel. 

(2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e , dan 

huruf f pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Panitia 

Pemilihan di Desa. 

(3) Sub Panitia Pernilihan di kecamatan sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas 

scbagai bcrikut: 

a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol keschatan 

dalarn pelaksanaan pernilihan Perbekel kepada panitia 

pemilihan di Desa, calon Perbekel, rnasyarakat desa dan 

satuan tugas penanganan COV/D-2019 Desa serta 
unsur terkait lainnya; 

b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalarn 

pemilihan Perbekel; dan 

c. ruenyarnpaikan hasil pengawasan penerapan protokol 

kesehatan dalarn pernilihan Perbekel kepada panitia 
I 

mcngoordinasikan dan 

scmua tahapan pclaksanaan 

a. mcrcncanakan, 

rncnyclcnggarakan 

' 
dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas scbagai berikut: 
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1. melaksanakan pernungutan suara; 

J. mcnandatangani B0crita Acara Pemungutan Suara; 

k. melaksanakan penghttungan suara; 
I. mcnandatangani Serita Acara Penghitungan Suara; 

rn. menetapkan dan mengumurnkan hasil rekapitulasi 

pelaksanaan karnpanye; 
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, ~rlengkapan dan 

TPS; 

cara tata mensosialisasikan dan g. menctapkan 

cara tata f. mcnetapkan dan rnensosiaiisasikan 

pelaksanaan pemilihan; 

pcnyclenggaraan pemilihan 

b. mcrencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada 

Bupati melalui Carnat dengan diketahui Perbekel; 

c. mclakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; 

d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon 

yang meliputi: 

1. mengumumkan pendaftaran bakal calon Perbekel; 

2. menerima berkas pendaftaran bakaJ caJon; 

3. rneneliti persyaratan bakal calon; 

4. meneliti keabsahan, kcaslian dan/atau asal usu! 

persyaratan adrninistrasi bakaJ ca!on; dao 

5. mcnyelenggarakan seleksi bakal calon. 

c. menetapkan dan mengurnumkan calon yang telah 

memenuhi persyaratan; 

pennasalahan pcnyclcsaian 7. fasilitasi 

5. rnengurnumkan jadwaJ pelaksanaan kegiatan 

pemilihan; 

6. pengawasan sctiap tahapan penyelenggaraan 

pcmilihan; dan 

4. 

penetapan tata tertib pemilihan; 

tata cara penjaringan dan penyaringan bakal 

Calon Perbekel; 

taia cara pcndaftaran pernilih; 

2. 
3. 

a. mcrcncanakan, mcngoordinasikan, menyelenggarakan, 

mcngmrnsi dan mengendalikan scmua tahapan 

pelaksanaan pernilihan, dalam haJ: 

1. penetapan wilayah pcmilihan; 
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. Bagian Kedua 
Penetapan Tata Tertib, Tempat Pemungutan Suara dan 

Kelornpok Penyelenggara Pemungutan Suara 
Pasal 19 

(1) Setelah Panitia Pernilihan dibentuk dan dilantik, Panitia 
Pernilihan menyclenggarakan rapat untuk mernbahas : 

a. penetapan tata tertib; dan 

b. penetapan TPS. · 
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnengundang 

unsur BPD, PerbeJ...el/Pj. Perbekel, Perangkat Desa, 
pengurus lembaga kernasyarakatan dan unsur tokoh 

masyarakat Desa. 
(3) Hasil rapat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam Berita Acara. 
Pasal 20 

( l) Tata tertib tahapan pemilihan Perbekel sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasa! 19 ayat (1) huruf a terdiri dari: 
a.musyawarnh pernbentukan Panitia Pemilihan; 

pcnghitungan suara dan mcngumumkan hasil pemilihan; 

11. rnenetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan 
mengumumkan calon Perbekel terpilih; 

o. rnelaksanakan tugas yang dirugaskan oleh panitia 
pemilihan kabupatcn sebagaimana dimaksud dalarn 
pada ayat (2); dan 

p. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan 
pcmilihan kepada BPD. 

Pasal 18 

( l) Perencanaan tahapan pelaksanaan pemilihan Perbekel 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruJ a, 
berupa jadwal tahapan pemilihan Perbekel paling sedikit 
memuat: 

a. rincian kegiatan tahapan pernilihan Perbekel; 

b. lamanya kegiatan (dalam hari]; dan 

c. rentang waktu tanggal pelaksanaan kegiatan. 
(2) Jadwal tahapan pemilihan Perbekel sebagairnana 

dirnaksud pada ayat (1) clijadikan pedoman tata certib dan 
tahapan pemilihan Perbekel oleh BPD dan Panitia 
Pemilihan. 



Dipindai dengan CamScanner 

disabilitas. 
(3J Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit 2 [dua] TPS dengan mempertimbangkan kondisi 

geografis Desa, perkir aan pernera taan jumlah pernilih dan 

durasi/waktu pemungutan dan penghitungan suara. 
(4) Lokuxi, bentuk dan iata letak TPS disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

p<:11yandang 
(1) harus ayat 

bagi mcmberrkan kernudahan akses 

j. surat suara dan tempat penghitungan suara; 

k. pemungutan suara dan penghirungan suara; dan 

I. penyelesaian pcrselisihan. 

(21 Dalam hc:ti terdapat law lcrliJ yar1g belum diatur dalam 

pedoman scbagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 

Panitia Pernilihan dapat menyusun dan meneiapkan tata 

tertib sesuai dengan kondisi Desa setempat. 
Pasal 21 

{1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan 
Perundangan-undangan. 

(2) Tata tcrtib sebagairnana dirnaksud pada ayar { 1) 

ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan setelah 

rnendapat persctujuan BPD. 

Pasal 22 

(l} TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal- 19 ayat (lj huruf 

b, dibuat untuk pelaksanaan pcmungutan dan 

penghitungan suara. 
(2) TPS sebagaimana · dimaksud pada 

1. musyawarah pcnetapan waktu, tempat pcmungutan 

g. kampanyc; 

b.pendaftaran dan pcndataan pcmilih; 

l I c11gumumu.n d..u1 l cndaftaran bakal calon Peroeket, 

d. pcnclitian kelcngkapan persyaratan administrasi bakal 
calun Perbekel, 

c. pcnetapan calon Perbekel; 

f. pcrigw1di,1t1 r1u11wr .. trul, 
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pcnydenggaraan pernungutan dan penghitungan suara. 

PasaJ 2.; 

Untuk rnenjaga ketentraman, ketcrtiban dan kearnanan di 

lok-rsi TPS, Panitia Perrulihan menugaskan paling sedikit 2 

(dua) orang pctugas kearnanan untuk setiap TPS. 

dengan berkaitan yang Pernilihan Pan ilia 

f. menyerahkan hasil perhitungan suara kepada Panitia 

Pernilihan; 

g. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara 

kepada Panitia Pemilihan: dan 
h. mclaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh 

su«ra, 

c. rnenindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan 

yang disampaikan oleh calon Perbekel pada hari 

pcmungutan suara. 

d. menjaga kearnanan dan keuruhan kotak suara saat 

pemungutan suara dan pada saat p~rhitungan suara 

serta selanjutnya kotak suara disegel; 

c. membual berita acara pernungutan dan perhitungan 

Pasal 23 

{JJ Untuk mernoantu Pelvksanaan Pernungutan suara dr TPS 

Panitia Pemilihan menctapkan Petugas KPPS yang bcrasal 
uan w arga Dcsa scicmpai. 

(2) Pctugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 

d.tetapkan dengan Kerurusan P,mlLia Pernilihan. 
(3) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diteiapkan dengan jurnlah paling sedikit 5 (Lima) orang 

dengan susunan scbagai berikut: 

a. 1 (::.atu) orang Ketua rnerangkap anggota; 

b. l (satu) orang wakil kctua merangkap anggota; dan 

c. paling sedikii 3 (tiga] orang anggota. 

(4) Tugas pokok Petugas KPPS scbagairnana dimaksud pada 

ayar (3) yaitu sebagai berikut: 

a. memfasilitasi penyediaan peralatan, perleogkapan dan 

ternpat pernungutan suara; 

b. melaksanakan pcmungutan dan perhitungan suara di 
TPS. 
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Pasal 25 
{l) Pcrnilih yang rnenggunakan hak pilih harus terdaftar 

sebagai pernilih. 

(2) Pcmilih sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan 

sebagai bcrikut: 

a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara 

pemilihan Perbeket sudah berumur 17 (tujuh belas) 

tahun atau sudah/ pernah menikah; 

b. tidak terganggu jiwa/ ingatannya; 

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pcngadilan yang Lelah mempunyai kekuatan hukum 

tetap; dan 
d. berdornisili di De~a sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan 

sebelum DPS disahkan menjadi DPT; yang dibuktikan 

dengan Kartu Tanda Penduduk atau .surat keterangan 
I 
' 

penduduk. 
(3) Seorang pemilih hanya terdaltar 1 (satu) kali dalam daftar 

pemilih. 
(4) Pemilih yang telah ter<laftar dalam DPT ternyata tidak lagi 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak dapat menggunakan hak pilihnya. 
Paragraf 2 

Daftar Pemilih Sementara 

Pasal 26 

(1) Dalarn mener1tukan pernilih yang memenuhi persyaratru1 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Panitia 

Pernilihan menggunakan Daftar Penduduk Potensial 

Pemilih yang berasal dari data base kependudukan pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau DPT 
Pemilihan Umum atau Pemilukada terakhir pada KPU 

Kabupaten Klungkung. 
(2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih sebagaimana dimaksud 

Bagian Ketiga 

Pendaftaran dan Pcndataan Pernilih 

Paragraf l 

Persyaratan Pcmilih 
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Pasal 28 

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 

27 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapnt 

mencantumkan Nomor Induk Kependudukan. 

(2) DPS sebagairnana dimaksud pada ayal ( l) ditetapkan dan 

dilru1dalangani oleh Kctua dan Sekretaris Panitia 

Pemilihan. 
(3) Sctclah ditetapkan dan ditandatangani sebagairnana 

dimaksud pada ayal (2), DPS diumumkan di kantor 

Perbekel dan di ternpat sirategis lainnya dalam jangka 

waktu 3 (tiga) hari. 

dengan Keluarga Kartu berdasarkan disusun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan 
melak:ukan validasi dan pemutakhiran. 

{4) Vulidasi dan pernutakhiran sebagairnana dimaksud pada 

ayat (3), dilakukan karcna: 

a. mernenuhi syarat- usia pemilih, yang sampai dengan hari 
dan tanggal pcmungutan suara pemilihan sudah 

berumur 17 (tujuh belas) Lahun; 

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/ 

pernan menikah; 
c. telah mcninggal dunia; 

d. pindah ke Desa/kelurahan lain dan telah terdaftar 

secara sah pada Desa/kelurahan tersebut; atau 

e. belum terdaftar. 

(5) Dalam melakukan validasi dan pemut~an sebagaimana 

clirnaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan dapat dibantu . 
oleh petugas yang berasal dari unsur Lembaga 

Kcmasyarakatan dan/ a tau masyarakat Desa. 

(6) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (3) hasilnya ditetapkan dalam DPS. 

Pasal 27 

(1) DPS sebagaimana di.:naksud dalam Pasal 26 ayat (6) 

Pernilih Potensial Penduduk Daftar 

pada ayat (1) diserahkan olch Dinas Kependudukan dan 

Pcncatatan Sipil atau Kctua KPU Kabupaten Klungkung 
kepada Panitia Pemilihan melalui Panitia Pemilihan 
Kabupaicn. 

(3) Bcrdasarkan 
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d,w1 'lctll idt:ntiw.!, ,wnnJa i,.c;pc1cJc.1 ?anitia Pc.:miii}w11 

melalui Kelihan Banjar Dinas. 

(2) Sclain usul pc:rbaikan sebagaimana dirnaksud dalarn ayai 

(1), pcmilih atau anggota kcluarga dapat memberikan 
inforrnasi 5aug mdipuli: 

a. pemilih yang tcrdaftar sudah meninggal dunia; 

b. pcmilih sudah tidak bcrdomisili di Desa tersebui atau 
pindah ke Desa/kclurahan lain; 

c. pt:mliih Jang sudah CT1l:t1i}Q,h dibawah usia 17 tahun, 

d. pernilih terdaftar ganda; dan 

c. pcmilih yang tcrdaftar ictapi tidak memcnuhi syarat 
sebagai pemilih. 

(3) Dalam hal usul pcrbaikan dan info~asi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) · diterima, Panitia 

Pernilihan melakukan perbaikan DPS. 

Pasal29 
(1) Dalarn ha} pada ' jangka « akru pengurnuman DPS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdapat 

pernilih yang belum ierdaftar, maka pemilih yang belum 

terdaftar atau anggota keluarganya secara aktif melaporkan 
kepada Parritia Pernilihan rnelalui Kelihan Banjar Dinas. 

(2) Pcrnilih yang. belum tcrdaftar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dicatat dan diteiapkan dalam DPTambahan oleh 

Panitia Pemilihan. 
(3) Pencaiatan dan penetapan DPTarnbahan sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) 

hari terhitung sejak pcngumuman DPS bcrakhir. 

(4) DPTambahan scbagaimana dimaksud pada ayat (3}, 

diurnumkan oleh Pc:ir1ilia Pcrnihlran di tempat-tcmpat yang 

mudah dijangkau oleh masyarakat seperti kantor Dcsa dan 

iernpat strategis lainnya selarna 3 (tiga) hari terhitung 
scjak ditetapkan DPTambahan untuk mendapat tanggapan 

dari masyarakat. 
(5) Dalam hal tanggapan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dapal diLcrima, maka da1am jangka waktu paling lama 3 
(tiga) hari Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan 

DPTamuahau. 

mcngajukan pcrbaikan mcngcnai penulisan 
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(1) Dalam hal terjadi perubahan wakru pclaksanaan 

pernungutan suara dan/atau kondisi iainnya, Panitia 

Pemilihan dapat melakukan pemutahiran DPT. 

(2) Pernutahiran DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mcliputi: 

a. pernilih yang sudah rnencapai usia 17 (tujuh belas} 

tahun pada hari pelaksanaan pemungutan suara; 

b. pcrnilih yang terdaftar suda.h meninggal dunia; 

c. pcmilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut atau 

pindah kc Desa/kelurahan lain; 

d. pcmilih yang sudah menikah dibawah usia 17 tahun: 

dan 

Paragraf ~ 

Pernutahiran Daftar Pemilih Tetap 

Pasal32 

' {l) Uruuk keperluan pcrnunguian suara : di TPS, Panitia 

Pemilihan mcnyusun salinan DPT untuk TPS. 

{2j DPT yang tclah ditelapkan sebagairnana ciimaksud dalarn 

Pasal 30 ayat (2) digunakan sebagai dasar pembuatan surat 

undangan, surat suara dan kelengkapan lainnya. 
(3) DPT yang sudah disahkan olch Panitia Pemilihan tidak 

dapat dilakukan perubahan, kecuali terdapat pernilih yang 

meninggal dunia. 

(4) Dalam hal terjadi perubahan karena sebab sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pemilihan 

rncrnbubuhkan catatan "Meninggal Dunia" pada kolorn 

keterangan dalam DPT. 

( 1) Panitia pernilihan me netapkan dan mengumumkan DPS 
yang sudah dipcrbaiki dan DPTambahan sebagai DPT. 

i2J Penctapun DPT sebagaimana dirnaksud pada aj at (lj 

dituangkan dalam Kcputusan Panitia Pemilihan. 

(3) DPT scbagaimana dimaksud pada ayat {l) diumumkan oleh 

Panitia Pemilihan di kantor Perbekel dan tempat strategis 

lainnj a sclarna 3 (liga) hari tcrhitung sejak ditcrapkan. 

Pasal 31 

Paragraf 3 
Duft.rr Pernilih Tetap 

Pasal 30 
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Bagi an Ked ua 

Pengurnurnan dan Pcndaftaran Baka! Calon Perbekel 

Paragraf 1 
Pcngumuman 

Pasal 34 

(l) Pengurnurnan dan pendaftaran bakal calon Perbekel 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 33 huruf a 

dilaksanakan sccara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat 
belas) hari. 

(2) Pengumumarr dan pendaftaran bakal calon Perbekel 

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 
ditempat/lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh 
masyarakat luas. 

(3) Pengumuman sebagairnana dimaksud pada ayat (2), paling 
sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan 
bakal calon Perbekel; persyaratan administrasi bakal calon 
Perbekel, dan tahapan jadwal pernilihan. 

(4) Balas waktu pcnyerahan persyaratan adrninistrasi bakal 

Pasal 33 

Tahapan pencalonan -pernilihan Perbekel secara serentak 
tcrdiri dari kcgiatan: 
a. pengumurnau dan pendaftaran Lakal calon Perbekel; 

b. penelitian kclcngkapan persyaratan administrasi, verifikasi 
dan klarifikasi serta penetapan dan pengumurnan calon 

Perbekel; 

c. pcngundian nornor urut calon Perbekel; 

d. pelaksanaan karnpanyc; dan 

e. rnasa tenang. 

Um urn 

Bagian Kesatu 

KRITERIA SELEKSI TAMBAHAN 
I 
I 

BAB V 

e. pcmilih yang tcrdaftar tctapi tidak memenuhi syarat 
seb.rgai pernilih. 

(3) Pernutahiran DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan scsuai dcngan tahapan pelaksanaan 
pcmilihan perbekel yang ditetapkan oleh Panitia Pcmilihan 
Kabupaten. 



I 
• 
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melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun l ~45, serta mcmpertahankan dan 

mernelihara kcutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan Bhinneka Tunggal lka; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah 

pertama atau sederajat; 

e. berusia paling rcndah 25 (dua puluh lima} tahun pada saat 

rnendaftar; 

f. berscdia dicalonkan mcnjadi Perbekel; 

g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 

h. tidak pcrnah dijatuhi pidana pcnjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kckuatan hukum tetap 

karena rnelakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana pcnjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lcbih, 

kecuali 5 (lima) tahun sctclah selesai rnenjalani pidana 

penjara dan mcngumumkan secara jujur dan terbuka 

kepada publik bahwa jang bersangkutan pernah dipidana 

scrta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 

i. tidak sedang dicabu~ hak pilihnya sesuai dengan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

J. berbadan sehat; 
k. tidak pernah menjabat scbagai Perbekel daJam 3 (tiga) kali 

masa jabaian, baik bcrturut-turut maupun tidak berturut 
turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

terrnasuk rnasa jabatan Perbekel antarwaktu, dan 

Pancasila, c. mcmcgang tcguh dan mengamalkan 

. 
Persyararan bakal calon Perbekel adalah sebagai berikut: 

a. warga Negara Republik Indonesia; 

b. bcrtakwa kcpada Tuhan Yang Maha Esa; 

Paragraf 2 
Pcrsyaratan Baka! Calon Perbekel 

Pasal 35 

calon Perbekel kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada 

saat penurupan pendafraran. 

(5) Penutupan pcndaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) jatuh pada pukul 24 .00 WITA yang dituangkan dalam 
bcrita acara. 
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I. bersedia tinggal menctap di Desa setempat; 
Paragraf 3 

Pcrsyaratan Adrninistrasi Sakal CaJoh Perbekel 

Pasal36 

( 1) Persyaratan administrasi bakal calon Perbekel adalah 
sebagai berikut: 

a. surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di 
aias kertas bermeterai yang ditujukan kepada Panitia 

Pemilihan; 

IJ. surat pcrnyataan Lertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa di atas kertas bcrmeterai; 
c. fotokopi Kartu Tanda Pcnduduk Elektronik atau Surat 

Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih 
berlaku serta dilegalisir oleh pcjabat yang berwenang di 
instansi/dinas, dengan menunjukan bukti asli; 

d. surat pemyataan memcgang teguh dan mengamalkan 
Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 
1945, mernpertahankan dan memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka 
Tunggal Ika yang dibuat diatas kertas berrneterai; 

c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir 
oleh pejabat yang berwenang di instansi/ dinas, dengan 
menunjukan bukti ijazah asli; 

f. Iotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang 

bcrwenang dari instansi/dinas, dengan menunjukan 
dokumen aslinya; 

g. surat pemyataan bersedia dicalonkan menjadi Perbekel 

yang dibuat diatas kertas bermeterai; 
h. surat pernyataan, tidak pemah dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukurn tetap karcna melakukan lindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (Iima) tahun setelah 
sclesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan 
secara jujur clan tcrbuka kepada publik bahwa yang 
bersangkutan pernah dipidana sert~ bukan sebagai 
pelaku kejahatan berulang-ulang; 

1. strrat keterangan dari Ketua Pengadilan .\ ang 
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melakukan tindak pidana yang diancam dcngan 

pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau 

lebih, kecuali _yang bersangkutan telah selesai 

mcnjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 

mengumurnkan secara jujur dan terbuka kepada 

masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah 

dipidana serta bukan sebagai pelaku kejabatan 

berulang-ulang; dan 

2. bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai 

dengan putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukurn tetap. 

J. surat keterangan sehat dari Puskesmas atau rumah 

sakit Pcmerintah; 

k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang 

dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah 

kabupaten/kota dimana yang bersangkutan bertempat 

tinggal; 

I. surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat 

Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja; 

m. Izin cuti { bagi Perbekel dan Perangkat Desa ); 

n. surat izin/perseiujuan tcrtulis bagi anggota Tentara 

Nasional Indonesia, Pcgawai Negeri Sipil Tentara 

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik 

Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik 

Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang 

o. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan 

background Merah Putih sebanyak 4 (empat) lernbar; 

p. surat pemyataan tidak pernah rnenjadi Perbekel selama 

3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun 
I 

Lidak berturut-turut, baik di Desa yang sama maupun di 

Desa yang berbed~, dibuat diatas kertas bermeterai; 

q. surar keterangan tidak pernah menjadi Perbekel selarna 

karena 

penjara 

Lelah 

dijatuhi pidana 

pengadilan yang 

hukum tetap 

1. bahwa tidak· pernah 

berdasarkan putusan 

rnernpunyai kekuatan 

' 
dikeluarkan dari Kantor Pengadilan yang bersangkutan 

tinggal/berdomisili dengan isi kcterangan sebagai 
bcrikut: 
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I 

(3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Perbekel dilarang menggunakan fasilitas, Pemerintah Desa 

untuk kepentingan sebagai calon Perbekel. 

(4) Sclama Perbekel menjalankan cuti sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Sekrctaris Desa menjadi Pit. Perbekel yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(5) Dalam hal Sekretaris Desa berhaJangan dan/ a tau 

mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perbekel, maka Pit. 

(2) Berkas persyaratan adrninistrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, masing 

masing untuk Panitia Pemiliban, BPD dan Panitia 

Pernilihan Kabupaten. 

(3) Fotokopi legaJisasi ijazah sebagairnana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e, merupakan legalisasi ijazah terakhir dari 

instansi yang berwenang. 

Pasal 37 

(1) Perbekel yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon 

Perbekel harus mengajukan permohonan cuti secara 

tertulis kcpada Bupati. 

(2) Bcrdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bupati memberikan ijin cuti terhitung sejak 

ditetapkan rnenjadi calon Perbekel sampai dengan 

ditetapkannya calon Perbekel terpilih dengan Keputusan 

Panitia Pemilihan. 

3 (Liga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun 

tidak berturut-rurut, daJam wilayah Negara Kesatuan 

Rcpublik Indonesia khusus bagi calon Perbekel yang 

sudah pcrnah a ta 11 scdang mcnjabat Perbekel, dari 

Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal; 

r. surat pernyataan ti.Iak akan mcngundurkan diri sebagai 

Calon Perbekel/Bakal CaJon Perbekel setelah penetapan 

calon Perbekel; 

s. surat pernyataan wajib bertempat tinggal di Desa 

setempat apabila terpilih mcnjadi Perbekel bagi bakal 

calon Perbekel yang bcrtempat tinggaJ di luar Desa yang 

bersangkutan;dan 

l. surat pengunduran diri bagi Pimpinan atau anggota 

BPD. 
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Pasal 38 

(I) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), Plt. 

Perbekel mcmpunyai kcwenangan yang sama dengan 
Pcrbekel, kccuali: 

a. mengangkat dan mcmbcrhcntikan perangkat Desa; 
b. pelepasan kekayaan milik Dcsa; dan 
c. rnelakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah 

ditetapkan. 
(2) Melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah 

ditetapkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1} huruf c, 

dikecualikan pada keadaan darurat sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

PasaJ 39 

(1) Pimpinan atau anggola BPD yang akan rnencalonkan diri 
scbagai bakal caJon Perbekel harus mengajukan 
pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati. 

(2) Dalam hal terdapat pimpinan atau anggota BPD yang 
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), ma.ka 
pengisian kekosongan pimpinan atau anggota dilakukan 
rnelalui pergantian antarwaktu. 

(3) Dalam pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), pirnpinan clan anggota BPD lainnya setelah 
menerima surat pengunduran diri paling lambat 3 (tiga) 

hari melaksanakan · musyawarah BPD ~ntuk membahas 
usulan pemberhentian clan usulan pengganti antarwaktu 

yang hasilnya diruangkan dalam berita acara dan 

dilaporkan kepada Bupati untuk mcndapatkan 

pengesahan. 
(4) Sctelah diterirnanya hasil musyawarah BPD sebagairnana 

dirnaksud ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan 
Pengcsahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan 

Pcnggant..i Antarwaktu Anggota BPD. 
Pasal40 

( 1) Pcrangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai baknl 

Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 
olch Kcpala Seksi atau Kepala Vrusan atau Kelihan Banjar 
Dinas. 
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ditandatangani oleh bakal calon Perbekel. · 
I 

(5) Surat lamaran dan format pernyataan sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (4) beserta berkas persyaratan 

administrasi scbagairnana ctimaksud dalarn Pasal 36 
diserahkan kembali oleh bakal calon Perbekel kepada 

Panitia Pemilihan. 
(6) Batas waktu penyerahan surat larnaran dan format 

pernyataan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 
pcrsyaratan adrninistrasi lainnya sebelum penutupan 

pcndaftaran. 

pernyataan 

dibuat dan 

(4) Surat lamaran dart pengisian format 

sebagaimana dimaksud pada ayat '.(2) 

calon Perbeket harus rnengajukan cuti kcpada Perbeket 

ll:rhitung sejak yang lJc:r:-;angkutan terdaftar sebagai bakal 
calon Perbekel sarnpai dcngan sclesainya pelaksanaan 
pcnciapan calon Perbekel terpilih oleh Panitia Pcmilihan. 

(2) Tugas Perangkat Deso scbagaimana dimaksud pada ayat 

( 1), dirangkap olch pc. dl1gkat Dcsa Jainnya yang ditctapkan 
dengan Keputusan Perbekel. 

Pasal 41 

( 1) Pada saat dibukanya pcncrimaan pendaftaran bakal ca.Jon 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Panitia Pemilihan 
mempcrsiapkan: 

a. format/contoh surat lamaran dan format pemyataan 
yang dibutuhkan oleh bakal calon Perbekel scbagai 
kelengkapan persyaratan administrasi; dan 

b. format tanda terima persyaratan kelengkapan 
adrninistrasi bakal calon Perbekel yang wajib 
dilarnpirkan pada saat mendaftar. 

(2) Format contoh surat larnaran dan format pemyataan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diberikan di 

Sekretariat Panitia Pernilihan kepada bakal calon Perbekel. 

(3) Pada saat Panitia Pemilihan menyerahkan format 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pernilihan 
mcmberitahukan batas waktu penutupan pendaftaran dan 
batas wakiu penyerahan berkas kelengkapan administrasi 

bakal calon. 
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Pasal 43 

(1) Dalam hal bakal calon Perbekel yang mendaftarkan diri 
tidak rnencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat 
penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat (5), maka pendaftaran diperpanjang kernbali 

Pasal 42 

(1) Pada saat Panitia Pemilihan rnenerirna pendaftaran bakai 

calon Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 
(5). rnaka Panitia Pci.iilihan sccara langsung memeriksa 
kclcngkapan bcrkas pcrsyaratan dcngan mcnyerahkan 
tanda terirna pendaf taran sesuai format sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b. 
(2) Dalam hal terdapat kckurangan berkas persyaratan pada 

saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikareriakan sedang/ masih dalarn proses penyeJesaian 
pada instansi/pejabat yang berwcnang, maka bakal calon 
Perbekei dapal mclarnpirkan tanda terima/ bukti 

pemrosesan berkas persyaratan. 
(3) Tanda terima atau bukti pemrosesan berkas persyaratan 

sebagaimana dimak.sud pada ayat (2) bukan termasuk 
dalam persyaratan bakal calon Perbekel. 

(4) Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayac (2), maka bakal calon 
Perbekel rnernbuat pernyataan secara tertulis di atas 
meterai yang berisi: 

a. kesediaan untuk memenuhi kekurangan berkas, 
kelengkapan persyaratan; dan 

b. kesediaan untuk mengundurkan diri ; dari bakal calon 
Perbekel apabila tidak memenuhi kekurangan 
persyaratan berdasarkan pernyataan yang telah dibuat 

oleh yang bersangkutan. 

(5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) turut 
diketahui dan ditandalangani oleh Kctua Panitia Pemilihan. 

(6) Batas waktu penyerahan kekurangan berkas persyaratan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan sebelum ditutupnya waktu pelaksanaan tahapan 
penclitian, verifikasi dan klarifikasi keabsahan berkas 

pcrsyaratan. 



Dipindai dengan CamScanner 

Bagian Ketiga 

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan 

Penetapan Calon Perbekel 

.Paragraf 1 

Pcnelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi 

Pasal 44 

(1) Penelitian persyaratan administrasi bakal calon Perbekel 

dilaksanakan mulai sejak pendaftaran sampai dengan 7 

[tujuh] hari setelah pendaftaran ditutup. 

(2) Penelitian persyaratan adrninistrasi sebagaimana climaksud 

ayat (1) meliputi: 

a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi; 

b. verifikasi; dan 

c. klarifikasi. 

(2) Dalarn hal perpanjangan pendaftaran sebagaimana 

dirnaksud pad a ayat (I) masih ictap tidak mencapai jumlah 

2 (dua) orang pendaftar pada saal berakhimya 

pcrpanjangan pendaftaran, rnaka pendaftaran dinyalakan 

ditutup olch Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam 

bcrita acara dan selanjuinya ditetapkan dengan keputusan. 

(3) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilaporkan oleh Panitia Pcmilihan kepada BPD paling 

larnbat 3 (tiga) hari setelah penutupan. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya 

dilaporkan oleh BPD kepada Carnat paling lambat 3 (tiga) 

hari setelah laporan penutupan pendaftaran diterima. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya 

dilaporkan oleb Carnal kepada Bupati paling lam.bat 3 (tiga) 

hari setelah laporan diterima. 

(6) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Perbekel 
I 

sampai dengan pemilihan Perbekel :secara serentak 

gelombang berikutnya. 

(7) Penundaaan pelaksanaan pemilihan Perbekel sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

paling lama 20 (dua puluh) hari yang dituangkan dalarn 

berita acara. 
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(3) Pcnclilian kclengkapan persyaratan admini!-;lr;p,j 

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diJakukan 
untuk mengctahui kelcngkapan persyaratan administrasi. 

(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap 
keabsahan kelengkapan pcrsyaratan administrasi antara 
salinan/fotokopi dengan aslinya. 

(5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) terdapat persyaratan bakal calon Perbekel yang 
mcragukan keabsahannya, maka Panitia Pemi1ihan 
melakukan klarifikasi kepada instansi dan/atau dinas 

bcrwenang yang mencrbitkan dan/ atau menandatangani 
dokumen pcrsyaratan administrasi dengan meminta surat 
keterangan secara terrulis yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pasal 45 

(1) Dalam hal hasil penelitian persyara'tan administrasi 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasa1 44 · ayat (2) terdapat 

kekurangan atau keabsahan berkas persyaratan, maka 
Panitia Pemilihan meminta untuk melengkapi berkas 

kelengkapan secara tertulis kepada baka1 calon Perbekel. 

(2) Perrnintaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus dilengkapi dengan pemyataan kesediaan 

memcnuhi kekurangan berkas persyaratan dari bakal calon 
Perbekel pada saat sebelum berakhimya waktu penelitian. 

(3) Dalam hal permintaan kelengkapaan berkas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi oleh bakal calon 
Perbekel, maka Panitia Pemilihan menyatakan ba.kal calon 

Perbekel tcrsebut tidak lolos adrninistrasi yang dituangkan 

dalam berita acara. 
(4) Dalam hal jumlah bakal calon Perbekel berdasarkan hasil 

penelitian persyaratan adrninistrasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 ayat ( 1) tidak mencapai jumlah paling 

sedikit 2 (dua) orang pcndaftar yang mernenuhi 
persyaratan, panitia pemilihan melakukan proses 

perpanjangan pendaftaran bakal calon Perbekel 

sebagaimana ketentuan Pasal 43. 
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PasaJ 46 

(li Sctelah perrelitian persyaratan adrninistrasi sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Panitia Pemilihan 

rncngadakan perternuan dcngan para bakal calon Perbekel 

untuk membahas dan menyepakati hasil penelitian. 

(2) Pertemuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dihadiri 

oleh BPD. 

(3) Hasil pcrtcrnuan scbagairnana dirnaksud pada ayat (2) 

dituangkan dalam Serita Acara. 

(4) Setclah hasil perternuan sebagairnana dimaksud pada ayat 

(3), Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian 

pcrsyaratan administrasi bakal calon Perbekel kepada 

masyarakat untuk mendapat masukan secara tertulis 
' 

dalarn jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka 

waktu penelitian. 

(5) Masukan masyarakat sebagairnana dimaksud pada ayat (4) 

diproses dan ditindaklanjuti oleh Paniti~ Pemilihan yang 

hasilnya dituangkan dalam berita acara. 

(6) Panitia Pemilihan · · tidak memproses dan tidak 

menindaklanjuti masukan masyarakat yang melewati batas 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

Pasal 47 

{ l ] Dal am hal jumlah bakal cal on Perbekel berdasarkan hasil 

perielitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 ayat (1) rnencapai jumlah lebih dari 5 (lima) 

orang pcndaftar yang mernenuhi persyaratan, maka Panitia 

Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan dengan 

menggunakan kriteria sebagai berikut: 

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan; 

b. tingkat pendidikan: 

c. usia; dan 
d. selcksi Les tulis 

{2) Pengalarnan bekerja di lernbaga pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayal (1) huruf a yaitu Pernerintahan Pusat, 

Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa/Kclurahan, dibuktikan dengan surat 

keputusan pengangkatan, baik secara terus menerus 

maupun cidak terus mcnerus diakui keseluruhan, kecuuli 
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(4) Usia calon Perbekel'sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

huruf c diberikan nilai 50. 
(5) Seleksi tes tulis scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf 

d dengan materi sebagai berikut: 
a. wawasan kebangsaan; 
b. Pancasila dan UUD .1945; 

c. pemerintahan dan pembangunan Oesa; dan 
d. pengetahuan umum. 

(6) Seleksi tes tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dengan jurnlah 100 (seratus) soal, dan jawaban benar 
seliap soal diberi nilai I dan jawaban salah atau tidak 

dijawab diberi nilai nol. 
(7) Bobot skor masing-rnasing kritcria sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) adalah: 
a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bobot 

skor 5% [lima persen]; 
b. tingkat pendidikan bobot skor 10 % (sepuluh persen); 

c. usia bobot skor 5 % (lirna persen]; dan 
d. tes tulis bobot skor 80 o/o (delapan puluh persen). 

(8) Penilaian dihitung dcngan cara mengalikan nilai yang 
diperoleh dengan bobot skor masing-masing kriteria. 

(9) Penilaian akhir dihitung dengan menjwnlahkan nilai yang 

diperoleh masing-masing kriteria. 
(10) Oalam hal lebih dari satu peserta ujian seleksi 

:8 
: 10 

d. D 4/Sl 
e. s 2 / s 3 

dalam tahun yang bersamaan merangkap lebih dari satu 

jabatan di Lembaga Perncrintahan, maka masa jabatan 

dalam tahun yang bersamaan dihitung salah satunya, dan 

larnanya pcngalarnan bekerja/ menjabat di Lembaga 

Pemerintahan pertahun nilainya dikalikan 1 (satu). 

(3) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dihitung berdasarkan Ijazah yang dimiliki pada 
saat pendaftaran kepada Panitia Pernilihan Perbekel, 

dengan nilai sebagai berikut: 
a. SMP / SLTP atau scderajat : 2 
b. SMA / SLTA atau·scderajat: 4 

c. D 1/ D 2/ D 3 : 6 
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memperoleh nilai yang sama, maka pencntuan 
berdasarkan nilai Les tulis. 

(11) Sclcksi tambahan scbagairnana dimaksud pada ayat (l) 

dilaksanakan pada waktu penelitian kelcngkapan 

pcrsyaratan adrninistrasi bakal calon Perbekel, verifikasi 
clan klarifikasi sel.mgc.LJmana dirnaksud dalarn Pasal 44 
ayat (2). 

(12) Pcnetapan baka1 calon Perbekel melalui ,scleksi tarnbahan 
I 

berdasarkan perolehan nilai 5 (lima) tertihggi. 

( 13) Dalam ba1 Panitia Pcrnilihan tidak dapat rnelaksanakan 

sclcksi tarnbahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Panitia Pemilihan dapat meminta Iasilitasi kepada Panitia 

Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan seleksi 

tarnbahan. 

( 14) Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan seleksi 

tarnbahan sebagairnana dirnaksud pad.a ayat (1) 

dibebankan pada APB Desa. 

Pasal 48 

( l) Dalarn ha! pelaksanaan seleksi tarnbahan difasilitasi oleh 

Panitia Pemilihan Kabupatcn sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 ayat (13), Panitia Pemilihan Kabupaten 

rnelaksanakan Lugas dun kegiatan sebagai berikuc 

a. menetapkan waktu dan ternpat pelaksanaan seleksi 

tarn bah an; 

b. menyusun tata tertib sclcksi tambahan; 

c. rnenyusun jadwal pelaksanaan seleksi tambahan; 

d. mcmpersiapkan pcrlcngkapan kebutuhan seleksi; 

c. mempersiapkan dan rnernfasilitasi pelaksanaan seleksi 

tcrtulis; 

[. mernfasilitasi perneriksaan lernbar jawaban, 

g. merekapitulasi penilaian hasil seleksi; dan 

h. mcngumurnkan peringkaL nilai bakal calon Perbekel. 

(2) Dalam pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana 

dirnaksud pada ayal (1), Panitia Pemilihan Kabupaten 
menghadirkan bakal calon Perbekel dan unsur BPD. 

(3) Pada hari pelaksanaan seleksi tarnbahan, Panitia Pemilihan 

Kabupaten dapat meminta bantuan pengamanan kepada 

Kcpolisian dan TNJ seternpat dengan jurnlah personil sesuni 
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Paragraf 2 

Penetapan Baka! Caton Perbekel 

Menjadi Calon Perbekel 

Pasal 50 

(1) Bakal calon Perbekel yang memenuhi persyaratan 

ditetapkan mcnjadi calon Perbekel dengan jumlah paling 

sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. 

(2) Penetapan calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan 

dihadapan para calon Perbekei yang disaksikan oleh 
Perbekel atau Pj. Perbekel/Plt. Perbekel dan BPD paling 

larnbal 3 (Liga) hari setelah berakhir pengumuman hasil 

penelitian persyaratan administrasi bakal calon Perbekel. 

(3) Calon Perbekel yang telah ditetapkan sebagaimana 

(2) Dalarn haJ terdapat baka1 calon Perbekel yang 

mengundurkan diri setelah menandatangani surat 

pemyataan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l), maka 

pelaksana seleksi tambahan tidak dapat rnerubah peringkat 

hasil seleksi tambahan. 

kcbutuhan. 

(4) Hasil selcksi tambahan dituangkan daJam berita acara yang 

memuat nilai dan peringkat atau urutan rangking masing 

masing bakal calon PerbekeL 

(5) Serita acara sebc!:gaimana dimaksud pada ayat (4) 
I 

disampaikan kepada Panitia Pernilihan paling larnbat l 

(satu) hari setelah pelaksanaan seleksi. 

(6) Dalam hat pelaksanaan seleksi tambahan dilakukan oleh 

Panitia Pemilihan, .maka tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan berita acara sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten 

paling lambat l (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi. 

Pasal 49 

(1) Bakal calon Per/Jekel yang memperoleh nilai dengan 

peringkat 1 (satu) sampai peringkat ke 5 (lima) berdasarkan 

hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

48 ayat (4), dilarang mengundurkan diri yang dituangkan 

dalam surat pernyataan yang dibuat diatas kertas 

bermeterai. 
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Bagian Keempat 

Pcngundian Nomor Urut Calon Perbekel 

Pasal 51 

( 1) Panitia Pcrnilihan paling lambal 3 [tiga] hari scbelum 

pclaksanaan kegiatan karnpanye melaksanakan 

pcngundian nomor urut calon Perbekel secara rerbuka 

dihadapan para calon Perbekel serta disaksikan olch 

Perbt1kel/ Pj Perbekel dan BPD. 

(2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: 

a. pengundian nomor urut pengambilan; dan 

b. pengundian nornor urut calon Perbekel. 

(3) Hasil pengundian nomor urut calon Perbekel sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, diiuangkan dalam bcrita 

acara dan ditctapkan dalam Kepurusan Panitia Pernilihan. 

(4J PaniLia Pernilihan mengurnurnkan narna calon Perbekel 

bcserta nomor urut yang telah ditetapkan paling lambat 1 

(satu) hari setelah pengundian nomor urut Perbekel dan 

dipasang di tempat umum agar dapat diketahui oleh 

rnasyarakat, 

(5) Setelah ditetapkannya basil pengundian nomor urut 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) calon Perbekel 

melaksanakan dan menandatangani deklarasi damai. 

(6) Penandatangan deklarasi darnai sebagaimana c:timaksud 

pada ayat (5) dapat dilakukan di rnasing-masing Desa atau 

dilakukan secara bersamaan dengan difasilitasi oleh 

Panitia Pemilihan Kabupaten. 

(7) Dalam hal Calon Perbekel yang diretapkan sebagairnana 

dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) meninggal sebelum atau 

setelah pengundian nomor urut calon yang 

mengakibatkan Calon Perbekel yang tersisa untuk 

mcngikuti tahapan berikutnya kurang dari 2 (dua) orang, 

maka penyelenggaraan pemilihan ditunda dan mengikuti 

gclornbang berikutriya. 
(8) Dalam hal Calon Perbekel yang diteta~kan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 50 ayat (J J meninggal dunia sebclum 

dimaksud pada ayat (l) tidak dapat mcngundurkan diri. 
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Pasal 54 

(1) Kampanyc dapat dilaksanakan melalui: , 
a. perternuan terbatas; 
b. tatap muka dan dialog; 
c. penyebaran bahan kampanye kepada umum; 

Bagian Kelirna 

Pelaksanaan Kampanyc 

Pasal52 
( l) Calon Perbekel dapat melakukan karnpanye sesuai dengan 

kondisi sosial budaya masyarakat seternpat. 
(2) Maten kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

rneliputi Visi dan Misi bila terpilih sebagai Perbekel. 
(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu 

masa jabatan Perbekel. 

{4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program 
yang akan dilaksanakan dalam rangka rnewujudkan Visi. 

(5) Dalarn melakukan karnpanye sebagaimana dimaksud pada 
ayat (lJ calon Perbekel dapat menunjuk pelaksana 
kampanye dan dilaporkan kepada Panitia pemilihan. 

Pasal 53 

( 1) Tahapan kampanye pcmilihan Perbekel dilak:sanakan paling 
Iambat 6 {enam) hari sebelum hari pemunguta.n suara dan 

penghitungan suara. 
(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) daJam jangka waktu 3 (tiga) hari. 

{3) Penentuan wakru, . tata cam, dan tempat pelaksanaan 
kampanye dilakukan melalui musyawarah antara Panitia 
Pcrnilihan dengan para calon Pcrbekel dengan dihadiri oleh 
Perbekel atau Pj. Perbekel/Plt. Perbekel dan BPD serta 
hasilnya dituangkan dalarn berita acara. 

(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan prinsip jujur, ierbuka, dialogis serta bertanggung 

jawab. 

dilanjutkan. 

atau setelah pcngundian nomor urut calon dengan jumlah 

calon yang tersisa 2 {dua) orang atau lebih, rnaka 
pelaksanaan tahapan Pcmilihan Perbekel berikutnya tetap 

I 



Dipindai dengan CamScanner 

Pasal 55 

(1) Calon Perbekel dan pel.rksana kampanye dilarang. 

a. mempcrsoaJkan dasar ncgara Pancasila, Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, clan 

bentuk Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia; 

b. melakukan kegiaran yang membahnyakan keutuhan 

Negara Kcsatuan Republik Indonesia; 

c. rncnghina seseorang, agama, suku, ras, golongan 

dan/ atau calon Perbekel yang lain; 

d. rnenghasut dan mcngadu-dornba perorangan atau 

masyarakat; 

c. mengganggu ketcrtiban umum; 

f. rnengancarn untuk melakukan kekcrasan atau 

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada 

seseorang, sekelompok anggota rnasyarakat, dan/ atau 

calon Perbekel yang lain; 

g. merusak dari/atau menghilangkan alal peraga 

kampanye calon Perbekel lainnya, 
I 

h. menggunakan tempal ibadah dan tem~at pendidikan; 

1. mcmbawa atau rnenggunakan gambar; dnn/alau atribut 

calon Perbekel lain selain dari gumbnr dan/ atau atribut 

calon Pcrbekel yang bersangkutan: 
J. menjanjikan atau mcmbcrikan uang atau rnateri lainnya 

kepada pescrta kampanyc; dan 
k. Dalarn kegiatan kampanye, calon Perbekel dan 

pclaksana karnpanj c dilarang m~ngikutserrakan: 

' 
d. pcmasangan alat peraga di ternpat kampanyc dan di 

lcmµ,H lain yang ditcntukan oleh Panitia Pemilihrui; dan 

e. kegiatan lain yang Lidak mclanggar ketentuan Peraturan 
P~rundang-unclang.,n. 

(2) Pcmasangan alat pcraga sebagairnana dimaksud pada ayat 

{1) huruf d, dilarw1g· dipasang di tempat-tempat umum, 
antara lain: 

a. Iasilitas pelayanan kesehatan (Puskcsmas/rumah sakit, 
klinik/ sejenisnya); 

b. sekolah, 

c. kantor-kantor perncrintah; dan 

d. tempat pcribadatan 
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l. Pcgawai Negcri Sipil; 
2. anggota Tcntara Nasional Indonesia dan Kepolismn 

Negara Republik.fndonesia; 
3. Perbekel; 

4. perangkat Desa; 
5. anggota DPD; dan 
6. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak 

pilih. 
(2) Setiap orang scbagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf k 

dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye. 
Pasal 56 

( I) Dalarn hal terjadi pclanggaran sebagaimana dirnaksud 
dalarn Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 55 berdasarkan temuan 
dan/atau pcngaduan masyarakat, maka Panicia Pernilihan 
melakukan musyawarah penyelesaian pelanggaran yang 
melibatkan para pihak yang hasilnya dituangkan dalam 
berita acara. 

(2) Dalam hal hasil musyawarah sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka Panitia Pemilihan 
memberikan sanksi kepada calon Perbekel dan pelaksana 
kampanye. 

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 
a. peringatan tertulis, apabila pelaksana kampanye 

melanggar larangan walaupun belurn terjadi gangguan; 
dan/atau 

b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjaclinya 
pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat 
mengakibalkan gangguan terhadap : keamanan yang 
berpotensi menycbar ke wilayah lain. 

Bagian Keenarn 

Masa tenang 
Pasal 57 

( 1) Masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari 
sebdum pernungutan suara. 

(2) Pada masa tenang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dapat dilaksanakan kegiatan berupa: 
a. pembersihan alat peraga kampanye oleh Panitia 

Pernilihan, calon Perbekell pelaksana kampanye dan 



Dipindai dengan CamScanner 

BAB VI 
PEMUNGUTAN SUAP..A DAN PENGHITUNGAN SUARA 

Bagian Kesatu 
Umum 

. 
tentang waktu dan tempat pemungutan dan penghitungan 

I 

suara yang hasiJnya dituangkan dalam : berita acara dan 
ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan. 

' 
(5) Perubahan waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), dapat dilakukan sebelurn Panitia Pernilihan 

mendistribusikan surat undangan kepada pemilih. 

(3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 

{2) Panitia Pernilihan menetapkan waktu, tempat 
pemungutan dan penghitungan suara dengan keputusan 
Panitia Pemilihan. 

(4) Dalam hal terjadi perubahan Keputusan Bupati tentang 
hari dan tanggal serra waktu pelaksanaan pemungutan 
suara secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Panitia Pemilihan mengadak.an musyawarah untuk 

' 
melakukan pcrubahan atas Keputusan 'Panitia Pemilihan 

acara. 

anggota Satuan Perlindungan Masyarakat serta 

masyarakat; dan 

b. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan persiapan 
pemungutan suara. 

Bagian Ketuju.h 
Penetapan Waktu, Ternpat Pcmungutan Suara dan 

Penghitungan Suara 
Pasal 58 

(1) Bupati menetapkan Hari dan tanggal serta waktu 
pelaksanaan pernunguian suara secara screntak dengan 
Kcputusan Bupati. 

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Panitia pernilihan mengadakan musyawarah 
untuk Penetapan waktu, tempat pemungut.an dan 
penghitungan suara yang hasilnya dituangkan dalam berita 
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' e. kelcngkapan peralatan lainnya. 
d. TPS; dan 

Pasal 59 

(l) Pcrnungutan suara dilakukan secara te~sebar dibeberapa 

TPS. 

(2) Pcnghitungan suara dapat dilakukan: 
a. di TPS masing-rnasing: atau 

b. terpusat di l [satu] tempat. 
Bagian Kedua 

Pcmungutan Suara Secara Tersebar dan Penghitungan Suara 
DiTPS 

Pasal60 
(I) Pemungutan suara dilakukan sccara tersebar sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dilakukan paling sedikit 

pada 2 (dua) TPS. 
(2) Dalam rnenetapkan jumlah TPS sebagairnana dimaksud 

pada ayat (1), Panitia Pemilihan harus mempertimbangkan: 
a. demografis dan geografis Desa (jarak tempuh pemilih); 
b. penetapan banyaknya jumlah pemilih; dan 
c. konclisi dan jaminan kearnanan dan ketertiban. 

(3) Penetapan jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b paling banyak 500 (lima ratus) pemilih 
untuk satu TPS. 

(4) Untuk pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara 
tersebar di beberapa TPS sebagaimana climaksud pada ayat 
(1), Panitia Pernilihan rnelakukan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
a. penetapan KPPS; dan 
b. penetapan tempat/lokasi TPS. 

Bagian Ketiga 

Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara 
Pasal 61 

Sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Panitia Pemilihan 
terlebih dahulu mempersiapkan: 

a. surat undangan; 
b. surat suara; 
c. kotak suara; 
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{l) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf 

b dapat bcrbcntuk pcrsegi panjang atau persegi empat 
dengan warna dasar putih yang dicetak 2 (dua) sisi (bolak 

balik) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. bagian depan/muka memuat logo dan tanda tangan 
Panitia Pemilihan; dan 

Pasal63 

g. umur; 
h. tcrnpat pcmungutan suara; 
1. hari, tanggaJ clan waktu pemungutan suara; dan 

j. nama dan kolom tanda Langan Ketua Panitia Pemilihan. 
(3) Surat undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus sudah diterima- oleh pernilih atau ke1uarga pemilih 

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan 
pemungutan suara dcngan dibuktikan tanda terima. 

(4) Dalam hal pemilih meninggal dunia dan/atau pindah 
tempat tinggal ke Desa lain sebelum pemungulan suara, 
maka surat undangan dikembalikan oleh petugas atau 

keluarga pemilih yang meninggal dunia dan/atau pindah 
tempat tinggal ke Desa lain sebelum pemungutan suara 
kepada Panitia Pernilihan. 

(5) Berdasarkan surat undangan yang dikembalikan 

sebagaimana ctimaksud pada ayat (4), Panit..ia Pemilihan 
mencoret nama yang bersangkutan dalam DPT atau salinan 

DPT untuk TPS dengan mernbubuhkan paraf dan 
keterangan. 

b. nomor urut dalam OPT; 

c. nama pemilih; 

d. nornor NIK; 

e. alamat pemilih; 
f. jenis kclarnin; 

Pasal62 

( lJ Surat undangan scbagaima11a dirnaksud daJam PasaJ 6 l 

huruf a bcrbentuk pcrsegi panjang dengan wama dasar 

putih. 
(2) Surat undangan scbagaimana dimaksud pada ayat ( l), 

mencanturnkan kolom antara lain: 

a. narna Dcsa dan kecamatan; 
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b. tarnpak belakang memuat tanda gambar calon Perbekel 

yang tcrdiri dari nornor urut calon Perbekel, foto calon 

Perbekel berwarna dengan background berwama merah 

putih, dan nama calon Perbekel dengan posisi tanda 

gambar calon Perbekel sejajar ke samping (horizontal). 

c, Foto calon perbekel tidak memakai ornament, gambar 

atau tulisan selain yang mclckat pada pakaian yang 

dikenakan calon; 

d. tidak memakai ornamen gambar atau tulisan yang 

dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 
(2) Format surat suara. dibuat dcngan memperhatikan posisi 

lipatan yang tidak rnengenai nomor urut calon, foto calon 

dan nama calon yang dapat rnengakibatkan kerusakan 

surat suara. 

(3) Ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan jumlah ca Ion Perbekel. 

(4) Panitia Pemilihan mengadakan surat suara sebanyak 

jumlah pernilih yang terdaftar dalam QPf ditarnbah 5% 

(lima persen) sebagai cadangan. 

(5) Panitia Pemilihan mencetak surat '. suara setelah 

pengundian nomor urut calon Perbekel. 

(6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dan ayat 
(4) diperiksa pada masa tenang, paling lambat 1 (satu) hari 

sebelum pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan 

disaksikan oleh calon perbek.el atau yang diberikan kuasa 

oleh cal on Perbekel, BPD dan Pj Perbekel/ Plt. Perbekel dan 

dituangkan dalam berita acara. 

(7) Surat suara yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) dirnasukkan dalam arnplop, dalam kondisi 

disegel dan dirnasukan dalam kotak suara dan dikunci oleh 

Panitia Pemilihan serta disaksikan olch calon perbekel atau 

yang diberikan kuasa oleh calon Perbekel, BPD clan Pj 

Perbelcel / Pit Perbek.el. 

(8) Kegiatan sebagaimana dimaksutl pada ayat (6) dan ayat (7) 

dituangkan dalam bcrita acara. 

Pasal 64 
(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf 

c, berbentuk kotak persegi panjang terbuat dari bahan yang 
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Bagian Kesatu 

Tcmpat Pemungutan Suara 

Pasal 65 

(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dapat 

berupa ternpat rerbuka atau ternpat rerturup yang 

ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. 
I 

(2) TPS di tempat terbuka sebagairnana dimaksud pada ayat 

(1) menggunakan pernbatas yang aman. ! 

(3) TPS di ternpat tertutup dapal menggunakan fasilitas 
umum, kecuali tempat ibadah. 

(4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan 

lokasinya di ternpat yang rnudah dijangkau, termasuk oleh 

penyandang disabilitas atau yang mempunyai haJangan 

fisik lain, serta menjarnin setiap pemilih dapat memberikan 

suaranya secara langsung, bcbas dan rahasia. 

(5) Di dalam TPS dilengkapi dengan: 

a. DPT; 

BAB VII 
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN 

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS 

(2) Kotak suara scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibuat dari bahan triplek/kayu, karton kedap air, 

aluminium, atau plastik. 

(3) Penyediaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) sesuai dengan kebutuhan atau paling sedikit 1 (satu) 

buah pada setiap TPS. 
(4] Penyediaan kotak suara sebagaimana dirnaksud pada ayat 

(1) dapat dilakukan dengan meminjam kepada Komisi 

Pernilihan Umum Daerah, dipcroleh dari hibah atau melalui 

pengadaan sesuai dcngan ketcntuan Peraruran Perundang 

undangan. 
(5) Sclama pelaksanaan pernungutan suara, kotak suara harus 

dalam keadaan terkunci dan anak kuncinya dipcgang oleh 

Ketua.KPPS. 

surat suara. 

tidak transparan dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 

cm, tinggi 60 cm, ~an mernakai kunci gembok dan 

diatasnya dilengkapi lubang/celah untuk memasukan 
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Bagian Kcdua 

Tempat Pernungutan Suara Khusus 
Pasal 68 

(1) Panitia pemilihan menyediakan TPS khusus. 
(2) TPS khusus sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 

dipergunakan bagi mereka yang sedang menjalani rawat 
inap di rumah sakit atau sejenisnya dan sedang 

menjalani hukuman penjara atau ditahan di Lembaga 
Pemasyarakatan atau rumah tahanan lainnya dan sudah . 
terdaftar dalam DPT. 

(3} Jumlah TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat { I) 

(2) Kertas penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan para saksi 
calon Perbekel. 

b. kartu suara; 

c. bilik suara; 
d. kertas penghitungan suara; 
e. berita acara rekapitulasi basil penghitungan suara; 
f. meja dan kursi petugas Panitia Pcmilihan /KPPS; 
g. tinta penanda kehadiran pemilih; 

h. papan pengumuman yang memuat jumlah pernilih, 
Landa gambar masing-rnasing caJon Perbekel, dan 

informasi tentang sah/tidak sahnya pencoblosan surat 

suara; dan 
1. alat-alat kelengkapan lainnya. 

PasaJ 66 
(1) Bilik suara sebagaimana dimaksud daJam Pasal 65 ayat (5) 

huruf c, dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan 

kondisi TPS. 
(2) Jwnlah bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan kebutuhan. 
(3) Di dalam bilik suara dilengkapi dengan paku dan bantalan. 

Pasal67 

(1) Kertas penghitungan suara scbagaimana dimaksud dalam 

Pasal 65 ayat (5) huruf d, terdiri dari kolom: 
a. nomor urut dan narna calon Perbekel; 

b. suara sah setiap calon Perbekel; dan 
c. suara tidak sah. 
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kuasa/ mandat secara tertulis kepada saksi calon Perbekel. 

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. saksi pemeriksaan surat suara; dan 
b, saksi pemungutan dan penghitungan suara. 

(3) Saksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemilih 
yang sudah terdaftar dalam DPT. 

(4) Penunjukan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) clisampaikan paling lambat 1 (satu) 
hari sebelum dilaksanakan pemeriksaan surat suara, 
pernungutan dan penghitungan suara. 

(5) Dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka calon Perbekel 
dapat menunjuk saksi pengganti paling lambat 1 (satu) jam 
sebdum perneriksaan surat suara, pemungutan dan 

penghitungan suara sesuai ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1). 
Bagian Keernpat 

Pcngarnanan Perlengkapan Pemungutan Suara dan 
Penghitungan suara 

Pasal 70 
(1) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara 

di TPS, disirnpan d.i kantor Perbekel dan/atau di Kantor 

pcnghitungan suara di TPS. 

Bagian Ketiga 
Saksi Calon Perbekel 

Pasal 69 
( l) Setiap calon Perbekel dapat rncnunjuk dan memberi 

discsuaikan dengan kcbutuhan. 

(4) Pcnycdiaan TPS Khusus sebagairnana dimaksud pada 

ayat [I] dapat difasilitasi oleh Panilia Pemilihan 
Kabupatcn. 

(5) Dalarn hal TPS Khusus difasilitasi oleh Panitia Pemilihan 
Kabupatcn scbagaimana dimaksud pada ayat (4), 

penetapan TPS Khusus dan KPPS di TPS Khusus 
ditctapkan dengan Keputusan Kctua PaniLia Pernilihan 

Kabupatcn. 

(6) Pclaksanan pemungutan dan penghitunga.n suara di TPS 

Khusus sama dengan Pelaksanaan pemungutan clan 



Dipindai dengan CamScanner 

Sckrctariat Panitia Pemilihan yang terjamin keamanannya. 

(2J Untuk menjamin ke.rmanan perlengkapan pernungutan 

suara dan pcnghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat 
( 1), Panitia Pemilihan dapat merninta bantuan pengarnanan 

dari unsur Kepolisian dan TNI. 

Bagian Kelirna 
Pelaksanaan Pemungutan Suara dan 

Penghitungan Suara 
Pasal 71 

(l} Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara 
pcmilihan Perbekel scbagai berikut: 
a. pembukaan; 
b. menyanyikan la~ Indonesia Raya; 
c. pembacaan doa; 
d. pembacaan laporan Ketua Panitia Pemilihan; 
e. pcmeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan 

kelengkapannya oleh KPPS yang didampingi oleh saksi 
calon Perbekel; 

f. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Ketua 
KPPS dan ditandatangani oleh saksi calon Perbekel; 

I 

g. penjelasan teknis tcntang tata cara pemungutan suara 
oleh Kerua KPPS; 

h. pcrcsmian pemungutan suara pemilihan Perbekel oleh 
Ketua KPPS; 

i. pelaksanaan pemungutan suara; 

J· penutupan pelaksariaan pemungutan suara oleh Ketua 
KPPS; 

k. penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS secara 
tcrbuka dan disaksikan oleh para saksi calon Perbekel, 

dan warga masyarukat; 

I. pcnandatanganan hasil penghirungan suara oleh Ketua 
KPPS yang turut ditandatangani oleh para calon saksi 

Perbekel; 

m. pembuatan dan penandatanganan bcrita acara 
pemungutan dan penghitungan suara oleh Ketua KPPS; 

dan 
n. pengumuman hasil penghitungan suara dan penutupan 

pc:nghirungan suar ..1 oleh Ketua KPPS. 
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d. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c diberikan kepada pemilih 
unruk ditukar dengan surat suara; 

e. surat undangan yang Lelah diberi paraf sebagaimana 

dirnaksud dalam huruf c clisimpan oleh petugas sebagai 
bahan kontrol kehadiran pemilih; 

f. setelah menerima surat suara sebagairnana dimaksud 

dalam huruf d, pemilih rnernasuki bilik suara untuk 
mernberikan suara; 

g. sebelum membe~ikan suara, pemilih wajib memeriksa 
dan rneneliti surat suara; 

h. pemberian suara clilakukan dengan mencoblos salah 
satu tanda gambar calon Perbekel dalam surat suara; 

1. pemilih yang telah menggunakan hak suara keluar dari 
bilik suara dengan rnembawa surat suara d,111 

atas; 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I] huruf e 

dilakukan dcngan earn: 

a. membuka kotak suara yang tersegel dan terkunci; 
IJ. mcngeluarkan seluruh isi kotak suara dan melakukan 

perneriksaan; 

c. mcngindcntifikasi jenis dokumcn dan peralatan; dan 

d. rnenghitung jumlah seliap jenis dokumen dan peralatan. 
Bagian Keenarn 

Pcmungutan Suara 
Pasal 72 

(1) Pelaksanaan pernungutan suara dilakukan dengan tahapan 
sebagai berikut: 

a. pemilih mendatangi TPS dengan membawa surat 
undangan dan KTP Elektronik atau Surat Keterangan 
Penduduk atau Kartu Keluarga; 

b. petugas menerima sural undangan dan rnencocokan 
dengan KTP Elektronik atau surat keterangan 
perekaman atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan memeriksa dalam DPT; 

c. dalam hal nama pemilih terdaftar dalam DPT, maka 
petugas memberikan tanda ../ (ceklis) dalam DPT dan 
memberikan paraf pada surat undangan di pojok kanan 
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memasukannya ke dalam kotak suara; 

J. pcrnilih menuju pintu keluar yang tclah disediakan 

Panilia Pemilihan; dan 
k. sebelum keluar pemilih wajib mcncelupkan atau 

mencteskan salah satu jari dengan tinta yang disiapkan . 
Panitia Pcmilihan Perbekel /KPPS sebagai tanda telah 

menggunakan hak mcmilih. 
(2) Dalam hal saal perneriksaan dan pcnelitian surat suara 

I 

sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf g terdapat surat 
suara dalarn keadaan cacat, rusak, sudah tercoblos dan 
tcrdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, maka 
pcmilih berhak meminta surat suara pengganti setelah 
menyerahkan surat suara kepada KPPS. 

(3) Bcrdasarkan permintaan penggantian surat suara 

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS memberikan 
surat suara pcngganti hanya 1 (satu) kali. 

Pasal 73 

(1) Pernilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai 
halangan fisik Jain pada saat membcrikan suaranya di TPS 

dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan 
pemilih sendiri. 

(2) Dalarn hal pemilih sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) 

mcminta dibantu oleh KPPS, ma.ka Ketua KPPS 
rnenugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk 
memberikan bantuan. 

(3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2). wajib merahasiakan 
pilihan pemilih yang bersangkutan. 

Pasal74 

( 1} Dalam hal calon Perbekel meninggal dunia sebelum a tau 
pada saal pelaksanaan pemungutan suara, maka 

pemungutan suara tetap dilaksanakan serta tanda garnbar 
calon Perbekel yang meninggal dunia diikutsertakan dan 
diumumkan oleh KPPS. 

(2) Dalam hal calon Perbekel yang meninggal dunia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcmperoleh suara 

terbanyak sedangkan calon Perbekel lcbih dari 2 (dua) 
orang, rnaka hasil pcrolehan suara ca{on Perbekel ) .111~ 

I 
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(2) Dalam ha! terdapat pcmungutan suara ditunda sementara 
sebagaimana dirnaksud ayat (1), maka KPPS mengamankan 
perlengkapan pemungutan suara yang disaksikan oleh 

calon Perbekel/ saksi calon Perbekel. 

(3) Dalam hal penundaan pemungutan suara sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dapal dilanjutkan, maka pemungutan 
suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dengan sisa waktu 
pemungulan suara setelah disepakatinya penundaan 
sernentara berdasarkan kesepakatan KPPS dengan para 
calon Perbekel] saksi calon Perbekel. 

Paragraf 3 
Perpanjangan Waklu clan Penundaan Se~ent.ara Waktu 

Pemungutan Suara 
PasaJ 75 

Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang dengan 
pertim bangan masih terdapatnya pernilih di lokasi TFS yang 

sedang melaksanakan hak suaranya. 
Pasal 76 

(1) Dalam hat pada saat pclaksanaan pemungutan suara 
terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban 
atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau 
scbab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan 
pernungutan suara, maka pemungutan suara ditunda 

sernentara. 

berikutnya. 

menunggu pelaksanaan pemilihan Perbe¥l secara serentak 
i 

meninggal tidak diperhitungkan dan yang ditetapkan 

scbagai calon Perbekel terpilih adalah calon Perbekel yang 

memperoleh suara terbanyak berikutnya. 
l3) Dalam hal calon Perbekel yang meninggal dunia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh suara 
tcrbanyak scdangkan calon Perbekel hanya 2 (dua) orang, 
maka hasil perolehan suara calon Perbekel yang meninggal 
<lipcrhitungkan dan hasil perolehan suara calon Perbekel 

yang memperoleh suara terbanyak berikutnya tidak 

ditetapkan sebagai calun Perbekel rerpilih. 
(4) Dalam hal terjadi perolchan suara sebagairnana dimaksud 

pada ayat (3), rnaka pemilihan Perbekel dilaksanakan 
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(4) Pcnundaan pcrnungutan suara, pengamanan perlengkapan 

pcrnungutan suara dan lanjutan pemungutan suara 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). ayat (2) dan ayat (3) 

clituangkan dalam beriia acara. 

Pasal 77 

(1} Dalarn hal pcmungutan suara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76 tidak dapat dilanjutkan, maka pelaksanaan 

pemungutan suara ditunda paling lama 1 (satu) hari untuk 

melanjutkan pelaksanaan pemungutan suara. 

(2} Dalarn hal terdapat pcrnungutan suara ditunda sementara 

sebagairnana dimaksud pada ayat (1), maka kotak suara 

yang berisi surat suara yang terpakai, anak kunci kotak 

suara, surat suara yang belum terpakai, surat undangan 

yang sudah masuk dan dokumen adrninistrasi lainnya 

disegel dan disimpan di kantor Perbekel, kantor Sekretariat 

Panitia Pemilihan atau tempat lain yang terjamin 

keamanannya. 

(3} Susunan acara pelaksanaan pemungutan suara lanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

tabapan sebagai berikut: 

a. pembukaan; 

b. pernbacaan doa; 

c. laporan Ketua Panitia Pemilihan; 

d. pcrneriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan 

kelengkapannya, dilakukan oleh calon Perbekel/saksi 

calon Perbekel didampingi oleh KPPS dan disaksikan 
oleh Pj. Perbekel/Plt. Perbekel; 

e. penandatanganan berita acara pcmeriksaan oleh Ketua 

KPPS dan dan ditandatangani oleh saksi calon Perbekel; 

f. pelaksanaan ~mungutan suara lanjutan; 

g. penutupan pelaksanaan lanjutan pemungutan suara 

olch Ketua KPPS, dilanjutkan dcngan pembacaan dan 

penandatanganan pernyataan para calon Perbekel/para 

saksi caJon Perbekel setelah pemungutan suara: 

h. pcnghitungan suara, dilaksanakan oleh KPPS secara 

lerbuka dan disaksikan oleh para calon Perbekel/para 

saksi calon Perbekel; BPD, Pj. Perbekel/Plt. Perbekel dan 

warga masyarakat; 
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d. jurnlah surat suara cadangan yang tidak dipergunakan; 

dan 

e. jumlah surat undangan yang hadir. 

(2) Setclah dilakukan pcnghitungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), KPPS menyimpan dokumen tersebut dcngan 

rapi. 

karcna rusak atau keliru dicoblos: 1 

1. penandatanganan hasil penghitungan suara: 
J· pcmbuatan dan pcnandatanganan berita acara 

pemungutan suara dan penghitungan suara; dan 
k. penutupan pcngh:Lungan suara ditandai dengan 

pengumuman hasil penghitungan suara. 
Pasal 78 

(1) Yang berhak memilih dalam pelaksanaan pemungutan 
suara lanjutan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 76 ayat 

(3) dan Pasal 77 ayat (1) yairu penduduk Desa yang 
terdaftar dalam DPT d.rn belum memberikan hak suaranya 

pada pelaksanaan pcmungutan suara sebelumnya. 
(2) Surat undangan pcmilih yang dapat dipergunakan dan 

diberlakukan oleh KPPS pada 'saat pelaksanaan 
pernungutan suara lanjul.a.Il sebagairnana dimaksud dalarn 

PasaJ 76 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (l} yaitu: 
a. surat undangan bagi pernilih yang telah diterima dari 

oleh Panitia Pemilihan; dan 

b. iden utas kependudukan berupa KTP Elektronik 
dan/atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan 
perekaman KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil yang dibawa pemilih. 
Pasal 79 

(1) Untuk mengetahui jumlah pemilih yang hadir pada 

pemungutan suara, KPPS dapat melakukan perhitungan 

berdasarkan: 
a. jurnlah pernilih yang memberikan suara berdasarkan 

salinan DPT untuk TPS; 

b. jumlah sisa sura~ suara yang tidak tcrpakai; 

c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pernilih . 
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Bagian Kesatu 

Pc~ghitungan suara 

Pasal 80 

Dalarn hal scluruh Pcrnilih telah rnelaksanakan hak pilihnya, 

KPPS atas persetujuan Panitia Pernilihan dapat mengakhiri 

pelaksanaan pcmungutan suara. 
Pasal 81 

(l) Penghitungan suara dilakukan oleh KPPS yang dihadiri 

oleh calon Perbekelf saksi ca Ion Perbekel dan warga 

masyarakat setelah pernungutan suara ditutup. 

(2) Penghitungan suara sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara yang mcmungkinkan calon 

Perbekelf saksi calon Perbekel dan penduduk Desa yang 

hadir menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. 

(3) Pada saat akan dilaksanakannya penghitungan suara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS terlebih dahulu 

memberikan penjelasan mengcnai sah atau tidak sah surat 

suara kepada yang hadir. 

(4) Surat suara yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), apabila: 

a. ditandatangani oleh Panitia Pemilihan; clan 

b. tanda coblos hanya terdapac pada 1 (satu) kotak scgi 

empat yang memuat tanda gambar calon Perbekel; atau 

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat 
yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah 

ditentukan; 

d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam 

kotak scgi ernpat yang mernuat nomor, foto dan narna 

calon; 

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda 

gambar; clan 

f. terdapat Landa coblos lain diluar tanda coblos 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c huruf d 

atau huruf d selama Lidak mcngenai kotak tanda 

gambar calon Perbekel lain. 

(5) Surat suara yang. dinyatakan tidak sah sebagairnana 

dimaksud pada ayat (3), apabila: 

BAB Vlll 
PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBlH LUAS 
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(2) Dalam hal terdapat penundaan penghitungan suara 
sebagaimana dimaksud ayat (1). rnaka KPPS mengarnankan 
perlengkapan penghitungan suara yang disaksikan oleh 

calon Perbekel/ saksi calon Perbekel. 

(3) Dalam hal penghitungan suara ditunda sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka penghitungan 

suara Ian ju tan dapat dilakukan di TPS dan/ atau 

dipindahkan ke tempat lain berdasarkan kesepakatan 
Panitia Pemilihan, KPPS dengan para calon Perbekel/ saksi 

calon Perbekel. 

(4) Penundaan penghitungan suara, pengamanan 

pcrlcngkapan pcnghitungan suara dan penghitungan suara 
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan 

ayat (3) dituangkan dalam berita acara. 

Pasal83 
{l) Saksi calon Perbekel yang hadir sebagaimana dirnaksud 

sernenrara. 

a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan; 

b. tidak ditandatangani oleh Panitia Pernilihan: 
c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang 

tclah ditetapkan; 
d. mcmuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas 

pcmilih; 
e. tanda coblos tcrdapat pada lebih dari l (satu) calon; 

L tanda coblos di luai kotak tanda gambar; 
g. mcnggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah 

discdiakan; dan/atau 
h. sobek/rusak atau Landa gambar hilang. 

(6) Dalam hal Lcrdapat surat suara yang tidak tcrdapat tanda 

coblos pada semua tanda gambar calon Perbekel, maka 

surat suara dinyatakan tidak sah. 

Pasal 82 

(1) Dalam hal pada saat pelaksanaan pcnghitungan suara 
sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) terjadi 
bencana alarn, gangguan keamanan dan ketertiban atau 
terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab 
lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan 
penghitungan suara, maka penghitungan suara ditunda 
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dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (3), dapat 

mcngajukan keberatan terhadap jalannya pcnghitungan 

suara yang dilaksanakan olch KPPS apabila temyata 

terdapat hal-hal yang tidak sesuai dcngan ketentuan, 

(2) Dalarn hal kcbcratan yang diajukan oleh saksi calon 

Per/Jekel sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat 

diterima, maka KPPS seketika itu juga mengadakan 

pcrnbctulan. 

(3) Dalarn hal tcrjadi perbcdaan pcndapat mengenai sah atau 

tidak sahnya surat suara di antara para saksi caJon 

Perbekel, rnaka keputusan ditentukan oleh KPPS. 

Bagian Kedua 

Penghitungan Ulang Surat Suara 

Pasal 84 

(1) Pcnghitungan ulang. surat suara dapat dilakukan, apabila 

berdasarkan hasil penelitian dan perneriksaan Panitia 

PemiUhan/KPPS terclapat penyimpangan sebagai berikut: 

a. pcnghitungan suara tidak dilakukan secara terbuka; 

b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang 

penerangan cahaya; 

c. saksi calon Perbekel, KPPS dan penduduk Desa tidak 

dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara 
jelas; 

d. penghitungan suara dilakukan di ternpat lain di luar 

tempat dan waktu yang tclah ditentukan; 

e. terjadi ketidak konsistenan dalarn rnenentukan surat 

suara yang sah clan surat suara yang tidak sah; dan 

I, terjadi ketidak sesuaian penyebutan dengan ketentuan 

surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. 

(2) Pcnghitungan ulang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

diaj ukan oleh saksi calon Perbekel] calon Perbekel secara 

tertulis atau lisan sebelum ditandatanganinya dan 

diumurnkannya hasil penghitungan suara. 

(3) Berdasarkan pengajuan penghitungan ulang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) KPPS bersama dengan para saksi 

ca Ion Perbekel] calon Perbekei rnclakukan musyawarah dan 

dihadiri Panitia Pernilihan dan hasilnya dituangkan dalam 

berita acara. 
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(4) Dalam hal berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) men} epakati penghitungan ulang, 

maka KPPS rnelakukan penghitungan ulang. 

(5) Dalarn hal ierjadinya perbcdaan jurnlah pcrolehan suara 

setelah hasil penghitungan suara ulang sebagaimana 

dimaksud ayat (4), rnaka hasil pcnghitungan suara yang 

sah adalah hasil penghitungan suara ulang. 

Pasal 85 

(I) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud daJam 

Pasal 81, dituangkan daJam kertas penghitungan suara dan 
daftar hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh 

KPPS dan para saksi calon Perbekel. 
(2) Kertas penghitungan suara dan daftar hasil penghitungan 

suara sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibuat unruk 

setiap TPS. 

(3) Daftar hasil perhitungan suara scbagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan dan diberikan 

salinannya kepada para saksi calon Perbekel, dan 

selanjutnya KPPS memasukkannya daJam sampul khusus 

yang pada bagian luar sarnpul ditempel label atau segel dan 

dilaporkan kepada Panitia Pemilihan. 

(4) Daftar hasil pcrhitungan suara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Panitia Pcmilihan untuk 

melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara 

yang bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan/tempat 

Jain, yang dihadiri oleh calon Perbekel/saksi calon Perbekel, 

BPD dan Pj. Perbekel/Plt. Perbekel. 

(5) Pclaksanaan rapat sebagairnana dimaksud pada ayat {4) 

dilaksanakan paling lambat satu hari setelah pemungutan 

suara, dan hasilnya Jituangkan dalam rekapitulasi hasil . 
pcnghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia . 
Pemilihan dan calon Perbekel] saksi ca:lon Pcrbekel dan 

I 

diumumkan oleh Panitia Pemilihan : serta diberikan 

salinannya kepada ~aion Perbekel/saksi calon Perbekel. 

(6) DaJarn hal hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tidak ditandatangani oleh saksi caJon Perbekel, maka hasil 

penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan 
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terbanyak. . 
(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

jumlah perolehan suru;a sah masih sama, penentuan calon 
Perbekel terpilih didasarkan pada perbandingan jumlah 
pcrolehan suara sah pada TPS terbanyak berikutnya. 

Pasal 87 
(I) Setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, 

Panitia Pemilihan menyusun Serita Acara Pelaksanaan 
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dengan 
ketenruan sebagai berikut: 
a. KPPS mcnyusun Serita Acara Pelaksanaan Pernungutan 

Suara dan Penghitungan Suara paling lama 1 (satu) hari 
setelah hasil rekapitulasi penghitungan suara 
dilaporkan kepada Panitia Pemilihan; dan 

b. Berdasakan Serita Acara Pelaksanaan Pernungutan 
Suara dan Penghitungan Suara dari KPPS sebagaimana 
dimaksud dalarn angka 1, Panitia Pemilihan menyusun 
Serita Acara Pelaksanaan Pernungutan Suara dan 
Penghitungan Suara paling lama 2 (dua) hari setelah 
diterirnanya Serita Acara Pelaksanaan Pemungutan 
Suara dan Penghitungan Suara dari KPPS. 

(2) Dalam ha! terdapat perbedaan jurnlah pernilih dalam hasil 
rekapitulasi surat suara dengan jumlah pemilih yang hadrr 

suara dinyatakan sah. 
Bagian Ketiga 

Perolehan Suara 
Pasal86 

(1) Caton Perbekel yang memperoleh suara sah terbanyak 
berdasarkan hasil pcnghitungan dan rekapitulasi 
perolehan suara secara keseluruhan dinyatakan sebagai 

calon Perbekel terpilih, 
(2) Dalam hal bcrdasarkan hasil pcnghitungan dan 

rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdapat lebih dari (satu) calon Perbekel yang 
memperoleh suara sah terbanyak dengan jurnlah 
perolehan suara sah yang sama, penetapan • calon 
Perbekel terpilih didasarkan pada perbandingan jurnlah 
perolehan suara sah pada TPS dengan suara sah . 
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huruf b, BPD 

menyarnpaikan laporan calon Perbekel terpilih kepada 
Bupati rnelalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari, dengan 

Pemilihan Panitia c. setclah diterimanya laporan dari 
sebagairnana dimaksud dalam 

2. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon 
Perbekel terpilih; 

3. seluruh dokumen yang berkaitan dengan pernilihan 
Perbekel dari mulai tahapan persiapan, tahapan 
pencalonan, tahapan pemungutan suara sarnpai 
dcngan tahapan penetapan; dan 

4. korak suara. 

PasaJ 88 

Tahapan pcnetapan calon Perbekel terpilih yaitu sebagai 

berikut: 
a. Panitia Pemilihan menerbitkan keputusan mengenai 

penetapan calon Perbekel terpilih paling lambat 3 (tiga) 
hari setelah pemuogutan suara dan pe!1ghitungan suara 
berdasarkan Serita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara 
dan Penghitungan 'suara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 87 ayat (3). 

b. setelah penetapan calon Perbekel terpilih sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a, Panitia Pcmilihan melaporkan 
penetapan calon Perbekel terpilih kepada BPD paling 
lambat 7 (tujuh) hari setetah pemungutan suara, dengan 
menyampaikan: 
I. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan 

Suara; 

pada pernungutan suara, maka pencantuman jumlah 

pernilih yang hadir dal..un berita acara berdasarkan jumlah 
pemilih daJam hasil rekapitulasi surat suara. 

(31 Bcrit.1 Acara Pclaksanaan Pcmungutan Suara dan 
Pcnghitungan Suara scbagaimana dimaksud pada ayal ( 1) 

dibuat dalarn rangkap 3 [tiga) masing-masing untuk Panitia 

Pemilihan, BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten. 
BAB ix 

TATA CARA PENVAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMILIHAN 
PERBEKEL KEPADA SADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN 

PENYAMPAIAN CALON PERBEKELTERPIUH OLEH BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA KEPADA BUPATI 
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2. Keputusan BPD: tentang Penetapan Calon Perbekel 
I 

Terpilih; ; 
3. Keputusan Panitia Pernilihan tentang Penetapan Calon 

Perbekel Terpilih; 

4. berkas persyarat.an calon Perbekel terpilih; 
5. laporan Panitia Pernilihan kepada BPD; 

6. Iaporan BPD kepada Bupati melalui Camat; dan 

7. berita acara verifikasi kelengkapan dokumen. 

g. Panitia Pemilihan Kabupaten mengusulkan kepada Bupati 
melalui DPMDPPKB untuk menerbitkan keputusan 
mengenai pengesahan dan pengangkatan Perbekel paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya 
laporan BPD oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam 
huruf c. 

Suara; 
4. berkas persyaratan calon Perbekel terpilih; dan 

5. laporan Panitia Pemilihan kcpada BPD. 
d. setelah menerirna laporan BPD sebagaimana dimaksud 

dalaru huruf c, Camat melakukan verifikasi kelengkapan 

dokumen yang hasilnya dituangkan dalarn berita acara. 
e. dalarn hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

huruf d terdapat dokumen tidak/kurang lengkap, maka 
Camat menyampaikan pemberitahuan kepada BPD untuk 

rnclengkapi dokumen tersebut. 
f. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

huruf d dokumen dinyatakan lengkap, Camat 
menyampaikan usuJan secara tertulis kepada Panitia 
Pemilihan Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 
diterimanya laporan dari BPD, dengan melampirkan: 
1. Berita Acara hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan 

Suara; 

melampirkan: 
. BPD tcnwng Pcnetapan Calon Perbekel 

l. Keputusan 
Terpilih; 

2. Keputusan Panitia Pemilihan lcntang Penctapan Calon 

Perbekel Terpilih; 
3. Berira Acara Hasil Pcmungutan Suara dan Penghitungan 
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BABX 
FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL 

PEMILIHAN PERBEKEL, 
I 

Pasal 90 · 

(1) Panitia Pemilihan mcngkaji setiap laporan yang diterirna 

dalam setiap proses pelaksaaan Pemilihan Perbekel. 

(2) Dalarn hal laporan yang diterima mengandung unsur 

tindak pidana, penyelcsaiannya diteruskan kepada aparat 

PasaJ 89 

( 1) Dalarn ha) Panitia Pernilihan tidak melaporkan hasil 

penetapan calon Perbekel tcrpilih sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 88 huruf b, maka BPD rncrnberikan tcguran. 

(2) Dalam ha! sctelah diberikan teguran sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) tetap tidak dilaksanakan, BPD 
melakukan pemanggilan terhadap Panitia Pernilihan untuk 
mcminta penjelasan . alas udak ditetapkannya calon 
Perbekel tcrpilih dan hasilnya dituangkan dalam berita 
acara dalarn jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 88 huruf b. 
(3) Dalam ha! BPD tidak melaporkan calon Perbekel terpilih 

kcpada Bupati melalui Camat sebagaimana dirnaksud 
dalarn Pasal 88 huruf c, maka Carnal memberikan teguran. 

(4) Dalam hal setelah diberikan tcguran sebagairnana 

dimaksud pada ayat (3} tctap tidak dilaksanakan, maka 
Camat melakukan pemanggilan terhadap BPD untuk 
rnerninta penjelasan atas tidak dilaporkannya calon 
Perbekel terpilih dan hasilnya dituangkan dalam berita 
acara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 88 huruf c. 

{5) Carnal menyampaikan laporan hasil sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Panitia 
Pernilihan Kabupaten. 

(6) Berdasarkan laporan Carnal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), Panitia 'Pernilihan Kabupaten melaksanakan 

pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. 

(7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

berupa pertimbangan kepada Bupati untuk pengesahan 
dan pengangkatan calon Perbekel terpilih. 
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Pasal 91 
I 

(i) Laporan pelanggaran dan/atau perselisihan hasil pemilihan 

perbekel disampaikan oleh calon perbek;el secara tertulis 

kepada Panitia Pemilihan. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

paling larnbat 3 (tiga} hari sejak ierjadinya pclanggaran 

atau sejak ditandatangani berita acara penghitungan 

perolehan suara hasil pernilihan Perbekel. 

(3) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi: 

a. nama dan alamat pelapor; 

b. waktu dan tempat kejadian; 

c. nama dan alarnat terlapor; 

d. nama dan alamat saksi-saksi: dan 

e. uraian kejadian. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur 

oleh Panitia Pemilihan dalam iata terrib pernilihan perbekel. 

Pasa192 

(1) Panitia Pemilihan menindak lanjuti laporan pelanggaran 

tahapan pelaksanan pemilihan Perbekel sebagaimana 

climaksud dalam Pasal 91 ayat (3), dilakukan melalui 
tahapan: 

a. memanggil pihak yang melakukan pelanggaran; 
b. meminta klarifikasi terhadap pelanggaran yang 

dilakukan; 

c. dalam hal terdapat bukti yang cukup telah terjadi 

pelanggaran terhadap tahapan pelaksanaan pemilihan 
perbekcl, panitia pemilihan dapat membcrikan sanksi 

administrasi berupa teguran Lisan dan/atau tertulis. 

(2) Penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan 
terjadinya pelanggaran. 

yang berwenang. 

(3) Dalam hal laporan yang diterima mengandung unsur 

pelanggaran tcrhadap tahapan pelaksanaan pernilihan 

Perbekel, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan. 

(4) Dalarn hal laporan yang diterima berupa perselisihan hasil 

pemilihan Perbekel, diselesaikan oleh Bupati. 
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BAB XI 
PELANTJKAN CALON PERBEKEL TERPILIH 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 94 

(1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik caJon 

Perbekel terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterbitkan keputusan rnengenai sah pcngc an dan 

pengangkatan Calon Perbekel terpilih. 

(2) Pejabat lain yang diiunjuk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yaitu Wakil Bupati atau Ca.mat. 

(3) Pelantikan Calon Perbekel terpilih sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (1) dapal dilaksanakan di Oesa yang 

bersangkutan atau secara bersamaan pada tempat dan 

tanggaJ yang telah ditentukan. 

Pasal 93 

( 1) Penj clesaian perselisihan hasil pernilihan Perbekel olch 
Bupati sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 90 ayat (4) 

dilakukan secara berjenjang scbagai berikut: 
a. Panitia Pemilihan dan BPD wajib menyelesaikan 

perselisihan hasil pemilihan Perbekel paling larnbat 7 

(tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari perbekel 

yang hasilnya duuangkan daJam berita acara dan 

dilaporkan kcpada Panitia Pemilihan Kabupaten; 

b. Dalarn hal Panitia Pemilihan dan BPD tidak dapat 

menyelesaikan perselisihan, Bupati wajib mcnyelesaikan 

perselisihan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari 

sejak diterimanya laporan pcrselisihan dari Panitia 

Pernilihan. 
c. Penyelcsaian perseJisihan basil pemilihan Perbekel oleh 

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dituangkan daJam berita acara dan ditetapkan dengan 
I 

Keputusan Bupati, dengan : memperbatikan 
pertimbangan dari Panitia Pernilihan :Kabupaten, BPD, 

dan Panitia Pemilihan. 
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c bersifal final dan mengikat. 
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dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun Ierakhir: 

sedang 

Bagian Kedua 
Serah Terima Jabacan 

Pasal 95 

(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon 
Perbekel terpilih. 

(2) Serah terima jabatan sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara 

serah terirna jabatan. 
(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan 

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada 
\ 

Acara pengambilan sumpah/janji dan ; pelantikan Calon 

Perbekel terpilih setelah penyernatan tanda jabatan 
bersamaan dengan menycrahkan mernori serah terima 

jabatan. 
(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) terdiri atas: 

a. pendahuluan; 
b. monografi Desa; 
c. pelaksanaan program kerja tahun lalu; 

d. rencana progra..m yang akan datang; 
e. kegiatan yang telah diselesaikan, 

sumpah/janji; 
d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang clitunjuk; 
e. penycmatan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat 

yang ditunjuk; 
f. pembacaan amanat Bupati; dan 
g. pcmbacaan doa. 

pengambilan acara berita c. penandatanganan 

(4) Dalam ha) pelantikan calon Perbekel terpilih dilakukan c..li 

Desa yang bersangkutan, maka BPD melakukan koordinasi 
dengan Kecamatan dan Pcmerintah Daerah. 

(5) Susunan acara pclantikan Perbekel scbagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah scbagai berikut: 
a. pcmbacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan 

pengangkatan Perbekel; 

b. pcngarnbilan Sumpah/Janji Jabat.an oleh Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk; 
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I 

g. dafrar inventarisasi dan kekayaan desa. 

Pasal 96 

(I) Dulurn hal terdapat dugaan tindak kccur~gan, pemalsuan 

ijazah, umur dan dokumen lainnya scrta permasalahan 

lainnj a ya(lg belurn dapat dibuktikan secara hukum, 

Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan 

pengangkaian calon Perbekel terpilih serta melaksanakan 

pclantikan Perbekel terpilih. 

{2) .Jika setelah pelantikan terdapat le,puran/gugatan tindakan 

kecurangan, pernalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya 

serta permasalahan Jainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) yang dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan 

yang Lelah mernpunyai kckuatan hukwn tctap, Bupati atas 
usul BPD melalui Camat memberhcntikan yang 

bersangkutan dan rnengangkat Penjabat Perbekel. 

Pasal 97 

Dalam hal Calon Perbekel terpilih rneninggal dunia sebelurn 

mcngucapkan sumpah/janji dan dilantik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 94, Bupati menetapkan Penjabat 

Perbekel sampai dilantiknya Perbekel terpilih hasil pemilihan 
Perbekel gelcmbang berikutnya. 

Bagian Ketiga 

Sumpah/ Janji dan Masa Jabatan Perbekel 

Pasal 98 

(1) Scbelum memangku jabatannya, Perbekel mengucapkan 
sumpah/janji. 

(2) Susunan kata-kata sumpah/janji Perbekel sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 

"Om Atah Parama wisesa/Demi Allah/Tuhan saya 

bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memcnuhi 

kewajiban saya selaku Perbekel dengan sebaik-baiknya, 

sejujur-jujurnya, dan scadi1-adilnya; bahwa saya akan 

selalu taar dalarn mengarnalkan dan mernpertahankan 

Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan 
I 

menegakan kehidupan demokrasi dan.' Undang-Undang 

Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan 

perundang-undangan dcngan selurus-lurusnya yang 

f. hambatan yang dihadapi.dan 
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(3) Dalam hal biaya pemilihan Perbekel diberikan dalam 

bentuk bantuan keuangan yang bersifat khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan 

dalarn APBDesa/ Perubahan APBDesa tahun berkenaan. 
(4) Biaya Pemilihan yang bersumber dari APBD diprioritaskan 

untuk: 

a. honorarium; dan 

b. kelengkapan lainnya sclarna proses pemilihan. 

(2) Pemilihan Perbekel antar waktu melalui musyawarah Desa 

dibebankan pada Anggaran Pcndapatan Dan Belanja Desa. 

(3) Biaya pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dalarn kondisi COVID-2019 dapat didukung dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sesuai 

kernarnpuan keuangan Desa. 

Pasal 101 

(1) Biaya pemilihan Perbekel secara serentak bergelombang 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dapat 

diberikan dalarn bentuk biaya jasa pernilihan Perbekel atau 

bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada 

Pemerinlah Dcsa, 

(2) Besaran biaya disesuaikan dcngan kemampuan keuangan 

Dae rah. 

BAB XII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 100 

(1) Biaya pemilihan Perbekel secara serentak bergelombang 

dan tugas Panitia Pernilihan Kabupaten yang 

pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada 

APBD. 

Pasal 99 
(I) Perbesel mernegang jabatan sclarna 6 (enam) tahun 

terhitung scjak tanggal pelantikan. 

(2) Perbekel scbagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat 

menjabat paling banyak 3 (tiga) kali rnasa jabatan secara 

berturut-turut atau tidak secara berturut-turut termasuk 

masa jabatan Perbekel antarwaktu dalam wilayah Negara 

Kcsatuan Republik Indonesia. 
I 

berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia" 
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Pasal 103 

Bakal calon Perbekel/ calon Perbekel dilarang memberikan 
bantuan biaya pemilihan Perbekel baik secara langsung atau 

tidak langsung. 

(5) Dalam hal terjadi pcnundaan pemungutan suara, maka 

penyesuaian biaya pemilihan Perbekel dibebankan kepada 

APBDesa. 

(6) Biaya pemilihan Perbekel dipergunakan dengan prinsip 

hernal dan wajar. 

d. kelengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan 
suara. 

dipergunakan untuk: 

a. pengadaan surat suara; 

b. peogadaan surat undangan: 
c. honorarium; dan , 

Pasal 102 

(l) Dalarn hal biaya pernilihan Perbekel secara sercntak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (J) tidak 

mcncukupi, kekurangan biaya dibebankan pada APBDesa. 

(2) Kekurangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l} 

dapat dialokasikan dcngan cara: 

a. mengalokasikan langsung dalam penyusunan rancangan 

APBDesa; clan 

b. melaksanakan perubahan APBDesa. 
(3) Pengalokasian kekurangan biaya pernilihan Perbekel pada 

perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, dapat dilaksanakan dengan cara melakukan 

pergeseran kegiatan dan anggaran. 
(4) Biaya pemilihan Perbekel secara serentak yang bersumber 

dari APB Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (lJ dapat 
\ 

(5) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pernerintah Daerah mc:ngalokasikan biaya pendukung 

kegiatan pcmilihan Perbekel pada instansi dan Perangkat 

Dacrah. 
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e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam 
maupun di luar ruangan; 

f. penyediaan tempat cuci tangan dcngan sabun dan air 
rnengalir serta hand sanitazer di tern pat 

penyelenggaraan; 
g. panitia dan pemil)h membawa alat tulis masing-rnasing; 
h. melakukan penyemprotan disinfektan pada ternpat 

pclaksanaan penyelenggaran sebelum dan setelah 
l 

pelaksanaan kegiatan; 

i. penyusunan tata .Ietak tern pat duduk dengan pcncrapan 
jarak; 

J. penyediaan surnber daya kesehatan sebagai antisipasi 
keadaan darurat berupa obat perbekalan kesehatan, dan 
atau personal yang merniliki kemampuan dibidang 
kesehatan atau tim dari kesatuan tugas penanganan 
COVID- 2019 Desa; dan 

meter; 

BABXfil 
PEMILlHAN PERBEKEL DALAM KONDISI BENCANA NON 

ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 

. Pasal l 04 

(l) Pclaksanaan tahapan pernilihan Perbekel sebagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 6 dalarn kondisi bencana Non Alam 

COVID-2019 dilakukan dengan pen era pan protokol 

kcsehatan. 
(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) rncliputi: 
a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur 

pelaksana paling tinggi 37 ,3C (tiga puluh tujuh koma 

tiga derajat selsius); 
b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang 

menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan atau 
dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali 
pakai bagi panitia pemilihan Perbekel dan pemilih; 

c. penyediaan tempat sampab di TPS untuk pembuangan 

sarung tangan sekali pakai; 
d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik sert.a 

menjaga jarak antara I (satu) sampai dengan 2 (dua) 
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3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan 
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat 
dilakukan dengan membatasi jurnlah peserta hadir 
paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap 

menerapkan protokol kesehatan; 
4. pembagian bahan kampanye harus dala.m keadaan 

bersih, dibungkus dengan bapan yang tahan 
tcrhadap zat cair, telah diseterilisasi dan dapat 

sosial; 

Pasal 106 
( 1) Tahap Pencalonan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambiJan 
nomor urut dan Karnpanyc wajib dilakukan dengan 
penerapan protokol kesehatan. 

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat {l) paling sedikit meliputi: 
a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut 

dan kampanye, calon Perbekel dilarang melakukan 
segala bentuk kcgiatan yang berpotensi menciptakan 
kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, 
iring-iringan, konvoi dan mengundang massa 
pendukung baik di dalam maupun diluar ruangan. 

b. pada kegiatan karnpanye, melakukan ketenruan 
meliputi: 

1. dilarang melakukan kegiatan bazar, konser, 
pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan 
berrnotor serta kegiatan lomba dan olah raga 
bersama; 

2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan 
media cetak dan media elcktronik dan/atau media 

Permusyawaratan Desa. 

dirnaksud dalarn Pasal 6 hurul a, dikhususkan dalam 

pernbentukan panitia pemilihan Perbekel oleh Badan . 

Pasal 105 
Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana 

I 

k. protokol kesehatan pencegahan COVID-2019 sesuai 
dcngan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan 
bupati. 
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disertai dengan identitas calon Perbekel berupa 

nama, gambar, nomor urut dan pesan calon 

Perbekel; 

5. bahan karnpanye diutamakan berupa masker, 

sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis 

alkohol 70%' (Lujuh puluh pcrsen) dan/atau klorin 

serta sarana cuci tangan; dan 
6. calon Perbekel pelaksana kampanye yang positif 

terpapar COVJD-19 dilarang terlibat dalarn kcgiatan 

kampanyc. 
(3) Kampanye sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

dilaksanakan dengan materi mcngenai penanganan 

COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di Besa. 
(4) Pengarnbilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dihadiri oleh: 

a. calon Perbekel; 
b. Panitia Pemilihan' Perbekcl yang terdiri dari ketua, wakil 

ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang; 

c. 1 {satu) orang perwakilan Panitia Pernilihan Kabupaten; 

d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di 

Kecamatan; 
e. 1 [sarul orang perwakilan yang memiliki ke:nampuan di 

bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas 

penanganan COVID-2019,dan 
f. 1 (satu) orang perwakilan rnasing-masing dari Lembaga 

Kernasyarakatan Desa dan Lernbaga Adat Desa, 

(5) Dalam ha) terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara. 

Pasal 107 

(1) Penerapan protokol kcsehatan untuk lahap pemungutan 

suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 
dcngan mekanisme rneliputi: 
a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap 

daftar pernilih tetap yang berdornisili dan beraktifitas di 

Iuar Desa; 

b. icrsedianya pernbatas trasparan pada meja panitia 

pcmilihan Perbekel untuk menghindari terjadinya 

kontak langsung antara panitia dengan pemilih; 
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\ 

e. 1 {satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di 

kccamatan; 

f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan 

di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas 

penanganan COVJD..19 di Desa; dan 

g. 1 (satu) orang perwakilan dari rnasing-rnasing dari 

Lcmbaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 

Desa, 

(3} Dalarn hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2), clibuat dalam berita acara. 

(4) Pelantikan Perbekel terpilih dilaksanakan secara langsung 

atau virtual/ elektronik. 

(5) Dalam hal pelantikan perbekel terpilih dilaksanakan secara 

langsung, proses pelantikan dihadiri oleh; 

a. calon perbekel ierpilih bersama 1 (satu) orang 

pen damping; 

I.J. forum kornunikasi pirnpinan daerah kabupaten; 

orang; 
d. 1 (satu) orang pcrwakilan Panitia Pemilihan 

Kabupaten; 

c. menerapkan waktu pemungucan suara disesuaikan 

dengan jumlah pernilih, jika pemilih tidak hadir sesuai 
waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan 

hak pilih diakhir waktu pemungutan suara; 

d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi 
dernografi Desa, zona penycbaran COVID-19 serta 

pcnyusunan tata letak tcmpat duduk dengan 

mempcrhatikan pencrapan jaga jarak; 

e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan 

tinta dengan menggunakan alat tetes; dan 

f. berkas dokumen dan/ atau perlengkapan secara fisik 

yang disampaikan, <libungkus dengan bahan yang tahan 

terhadap zat cair. 
(2) Saal proses penghitungan suara dihadiri oleh: 

a. calon Perbekel didampingi 1 (satu) orang saksi; 

b. panitia pemilihan di Desa; 
c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari 

ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 [tiga) 
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c. carnal; 

d. perangkal acara: da:1 
c. undangan lainnya. 

(6) Pclamikan sccara Jangsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas 
ruangan paling banyak dihadiri 50% (Jima puluh persen). 

Pasal 108 
( 1) CaJon Perbekel, Panitia Pernilihan, pendukung dan unsur 

Jain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 sarnpai Pasal 107 dil<enai 

sanksi. 
(2) Sanksi sebagirnana dirnaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis I; 
c. teguran tertulis ll; dan 
d. diskualifikasi. 

(3) Sanksi tcguran lisan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 

huruf a dikenakan kcpada calon Perbekel, pendukung dan 

unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan. 
(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan, oleh sub 

kepanitiaan di kecamatan. 
(5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b, dikenakan kepada calon Perbekel oleh sub 
kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia 

Pemilihan. 
(6) Sanksi teguran tertulis II scbagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c, dikcnakan kepada calon Perbekel o1eh Bupati 
berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pernilihan 

Kabupaten. 
(7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dim~sud pada ayat (2) 

huruf d dikenakan kepada calon Perbekel oleh Bupati 
I 

berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan 
Kabupaten atas lap~ran dari sub kepanitiaan di kecamatan 
dan satuan tugas penanganan COVID-19. 

Pasal 109 
Bupati selaku kctua satuan tugas penanganan Corona Virus 

Disease 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari 
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(4) Laporan BPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) memuat 

materi situasi yang terjadi terhadap Perbekel yang 
bersangku can. 

(5) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

Bupati melakukan kajian untuk proses sclanjutnya. 

(6) Pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat 

{3) diteiapkan dengan Kepurusan Bupati, 

BAB XIV 
KE'I'ENTUAN LAIN-LAlN 

Bagian Kesatu 

Pcmberhentian Perbekel 

Pasal 110 

[I] Perbckel dibcrhenlikan. karcna: 

a. meninggal dunia; 

b. perrnintaan sendiri; atau 

c. diberhentikan. 

12; Peroekel diberhentikan scbagaimana dimaksud pada ayat 

( l) huruf c, karena: 
a. berakhir masajabatannya~ 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan 

atau berhalangan tctap secara ucrturut-turut selama 6 

(enam) bulan; 
c. tidak lagi mernenuhi persyaratan sebagai Perbekel; 

d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perbekel; 

e. rnelanggar larangan sebagai Perbekel; 

f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap; atau 

g. adanya perubahar, status Desa menjadi kelurahan, 
penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) 

desa baru, atau penghapusan desa. 

(3) Dalam hal Perbekel berhenti sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), maka BPD rnelaporkan kepada Bupati rnelalui 

camat. 

Kabupaten dapat menunda pelaksanaan 
Pnnitia Pemilihan 

:.iwasi penanganan prowkol 
pcmilihan Pcrbekel ji_h-:.c. 

d Pengendalian COVID-19 tidak keschatan pcncegahan an 

dapat dikc:ntlalikan. 
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Pasal 112 
(1) Dalam hal terdapat Perbekel yang mengajukao 

pemberhentian atas pcnnintaan sendiri dari jabatan 

Perbekel, maka BPD melakukan musyawarah paling larnbat 

7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan 

pengunduran diri secara terculis dari Perbekel yang 
hasilnya dituangkan dalam berita acara. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis 

diatas kcrtas bermeterai disertai dengan alasan 
pengund uran diri. 

(3) Setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 

paling lama 3 (tiga) hari BPD melaporkan usulan 

pemberhenlian Perbekei kepada Bupati melalui Camat. 

{4) Camat melaporkan usulan pemberhentian Perbekel kepada 

Kepala DPMDPPKB paling lambat 3 (tiga) hari setelah 

diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana 
dimaksud ayat (3). 

(5) Berdasarkan Iaporan BPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Bupati 

inenerbitkan pengesahan pemberhentian Perbek.el. 

Pasal 111 

(1) Dalam hal terdapat Perbekel yang meninggal dunia, maka 

BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) hari 

setclah Perbek.el meninggal dunia yang hasilnya dituangkan 

dalarn bcrita acara. 

(2) Bcrdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1), 

BPD menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian 

Perbekel kepada Bupati rnelalui Carnat paling lambat 3 

(tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan. 

(3) Carnat rnelaporkan usulan pernberhentian Perbekel kepada 

Kepala DPMDPPKB paling Jambat 3 (tiga) hari setelah 

diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana 

dimaksud ayal (2). 
(4) Bcrdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), paling lambat 30 (tiga pu~uh) hari Bupati 

menerbitkan pcngesahan pembcrhcntian Perbekel. 
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Pasal 113 

( l) Dalarn ha! Perbekel cl1bcrhc.:nlikan karena berakhir masa 

jabalannya sebagaimana climaksud dalam Pasal 110 ayat 

(2) huruf a, sclambat-lambarnya 6 (enaro) bulan scbdum 

bcrakhirnya masa jabatan Perbekel, BPD memberitahukan 

secara tertulis kepada Pe,bekel akan berakhir masa 

jabatan. 
(2) BPD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya 

masa jabatan Perbekel melakukan musyawarab usulan 
pernberhcntian Pcrbekcl, yang hasilnya clituangkan dalam 

bcrita acara dan melaporkan usulan pemberhentian 

Peroeket kepac.la Bupati melalui Camat. 
(3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Carnat menyampaikan laporan usulan 

pembcrhentian Perbekel kepada Kepala DPMDPPKB. 
(4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai 

pengesahan pemberhentian Perbekel. 
Pasal 114 

( l) Dalam hal Perbekel diberhenl.ikan dengan alasan 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 110 ayat (2) huruf b 

sarnpai dengan huruf f, maka BPD melaporkan secara 
tertulis kepada Bup~ti melalui Camat. 

(2) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dima.ksud pada 

ayat (1), Camat menyampaikan ·1aporan usulan 
I 

pemberhentian Perbekei kepada Kepala DPMDPPKB. 

(3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai 

pengesahan pemberhentian PerbekeL 

Pasal 115 

Dalam hal Perbekel diberhentikan dengan alasan adanya 

perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 

(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau 

penghapusan Dcsa scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 O 

ayat (2) huruf g, bupati menerbitkan keputusan mengenai 

pengesahan pernberhentian Perbekel sctclah cliundangkannya 

Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi 

kelurahan, penggabungan 2 {dua) Desa atau lebih rnenjadi 1 
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terhadap keamanan Negara. 

(2) Perbekel yang diberhentikan sementara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 ), diberhentikan oleh Bupati setelah 

dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah rnempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pasal 117 

(1) Dalam hal Perbekel yang diberhentikan sementara 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan telah 

melalui proses peradilan temyata lerbukti tidak bersalah 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari 

sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh 

Perbekel, Bupati rnerehabilitasi dan mengaktilkan kembali 

Perbekel yang bersangkutan sebagai Perbekel sampai 

dengan akhir masa jabatannya dcngan Keputusan Bupati. 

(2) Dalam hal Perbekel yang diberhentikan sementara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa 

jabatannya, maka Bupati merehabilitasi nama baik 

Perbekel yang bersangkutan dcngan Keputusan Bupati. 
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) diumurnkan kepada masyarakat, 
I 

Pasal 118 

(l} Dalam hal Perbekel diberhentikan semeritara sebagaima.na 
' 

dimaksud dalam Pasal 116, Sekretaris Desa melaksanakan 

tugas dan kewajiban Perbekel sarnpai dengan adanya 

b. melanggar larangan scbagai perbekel; 

c. dinyatakan scbagai terdakwa yang diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) cahun 

berdasarkan register perkara di pengadilan; dan 

cl. ditetapkan sebagai tcrsangka dalam tindak pidana 

korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana 

(satu) Oesa baru. 
Bagian Kedua 

Pemberhenlian Sementara Perbekel 

Pasal 116 

(1) Perbekel dapat diberhentikan sementara oleh Bupati 

dengan Keputusan Bupati setelah Perbekel; 

a. tidak melaksanakan kewajiban scbagai perbekel; 
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Pasal 120 

(1) Dalam hal sisa masa jabalan Perbekel yang berhenti 

sebagaimana di maksud dalam Pasal 110 ayat (1) tidak 

lebih dari l [satu] tahun Bupati mengangkat Penjabat 

PasaJ 119 
(1) Dalam hal pemberhentian Perbekelyang disebabkan karcna 

meninggal dunia, roengundurkan diri atau karena sebab 

lain yang menyebabkan Perbekel yang bersangkutan tidak 

bisa melaksanakan tugasnya dengan optimal, maka dalam 

proses pemberhentian Perbekel, Camat menunjuk 

Sekrctaris Desa sebagai Pih. Perbekel dengan Keputusan 

Camat yang berlaku sampai dcngan ditetapkannya 

keputusan pemberheruian Perbekel oleh Bupati. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pih. Perbekel 

mempunyai kewenangan yang sarna dengan Perbekel, 
kecuali: 

a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; 

b. pelepasan kekayaan milik Desa; dan 

c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah 
ditctapkan. 

tugas dan kewajiban Perbekel (2) Dalarn mclaksanakan 
scbagalrnana dimaksud pada ayai (1) Sekretaris Desa 

mcmpunyai kewenangan yang sama dengan Perbekel, 

kecuali. 
a. mengangkat dan mcmberhentikan perangkat desa; 

b. pelepasan kekayaan milik desa; dan 
c. mclakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah 

ditetapkan. 
(3) Melakukan perubahan anggaran yang alokasinya teJah 

ditctapkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf c, 

tidak berlaku pada keadaan darurat scsuai dengan 

ketentuan Peraturan Pcrundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Pcngisian Kekosongan Jabatan Perbekel selama 

Pernrosesan Pemberhentian 

t )ah mempunyru kekuatan putusan pengadilan yang e 

bukum terap. 
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Pasal 121 
(1) Dalam ha! terjadi kcbijakan penundaan pelaksanaan 

pcmilihan Perbekel, maka Pcrbekel yang habis masa 
jabatannya tetap diberhentikan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Perbekel 

sebagoimana dimaksud pada ayat (]) sesuai ketcntuan 
Peraruran Perundang-undangan. 

Pasal 122 
(l} Dalam hal terjadi kckosongan jabatan Perbekel karena 

penyelenggaraan pemilihan Perbekel serentak sebagaimana 
dimaksud daJam Pasal 3 dan Pasal 4 atau pemilihan 
Perbekel melalui Muscles sebagaimana .dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) atau kebijakan penundaan pernilihan 
Perbekel sebagaimarla dimaksud dalarn Pasal 121, Bupati 
mengangkat Penjabat Perbekel yang berasal dari f'egawai 
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Penjabat Perbekel sebagaimana cJimaksud pada ayat (1) 
harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis 
pcrnerin tahan. 

(3) Masa jabatan Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sampai dilantiknya Perbekel hasil pcmilihan 
Perbekel secara serentak atau pernilihan perbekel antar 

waktu. 
(4) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

melaksanakan tugas, wcwenang, dan kewajiban serta 
memperoleh hak yang sama dengan Perbekel sesuai 

ketentuan Peraturan P1:rundang-u11dangan. 
Bagian Keernpat 

Pegawai Negeri Sipi1, Tentara Nasional Indonesia, dan 
Kepolisian Republik Indonesia 

Perbekel sarnpai terpilihnya Perbekel berdasarkan h asil 
pcmihhan Perbekel secara serentak, 

(2) Dalam hal sisa masa jabatan Perbekel yang bcrhcnti 

scbagaimana di rnaksud dalarn Pasal 110 ayat (1) lebih dari 

1 (satu) tahun Bupati mengangkat Penjabat Perbekel 
sarnpai terpiJihnya Perbekel Antar Waktu melalui hasil 
musyawarah. 
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Pasal 125 

Tenaga Pendamping , Profesional, Pengurus Lembaga 
Kemasyarakatan dan Sadan Usaha Milik Dcsa scrta Badan 

Usaha ~lilik Desa Bersarna yaug Ierpilih menjadi Perbekel 
wajib menzundurkan diri dari tugas b 

i:, se agai Tenaga 
Pendamping Profesional, Pengurus Lembaga Kcmasyarakatan 
dan Badan Usaha Milik Desa serta Sadan Usaha Milik Desa 
Bersarna. 

Bagian KeJima 

Tenaga Pendamping Profesional, Pengurus Lembaga 
Kemasyarakatan dan Badan Usaha Milik Desa serta Badan 

Usaha Milik Desa Bersams; . 

Pasal 123 

(1) Pq~.rn"i Negc:ri Sipil .,ang t<:rpilih dan diangkat mcnjadi 

Perbekel dibcbaskan sernentara dari jabatannya selama 
mcnjadi Perbekel ianpa kchilangan hak sebagai Pegawai 
Ncgeri Sipil scsuai kctentuan Peraturan Perundang 
undangan. 

(2) Dalam hal Perbekel yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 
bcrhcnti sebagai Perbckel, maka yang bersangkutan 
dikembalikan kepada inslansi induknya. 

(3) Dalarn hal Perbekel .} ang berstatus Pegawai Negeri Sipil 
telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri 
Sipil, rnaka yang bersangkutan diberhentikan dengan 
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dcngan mernperoleh 
hak sesuai ketcntuan Peraturan Pcrundang-undangan. 

Pasal 124 

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil 
Tcntara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik 
Indonesia dan Pegawai Negcd Sipil Kcpolisian Republik 

Indonesia yang terpilih · dan diangkat menjadi Perbekel, maka 

keanggotaannya diproses sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 



Dipindai dengan CamScanner 

Pada saat Pcraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Klungkung Nomor 42 Tahun 2018 tentang Peraturan 
Pdaksanaa11 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Tata Cara Pernilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Perbekel sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Bupati 
Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Peraruran Bupali Nomor 42 Tahun 2018 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan 'Daerah Nomor 12 Tabun 2017 Tentang 

I 

Tata Cara Pernilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Perbekel dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 129 

Ketentuan mengenai format dokumen administrasi setiap 

tahapan pclaksanaan pemilihan Perbekel tercantum dalam 

Lampiran yang rnerupakan bagian tidak rerpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Perbekel secara serentak 
yang telah dilaksanakan scbelurn ditetapkannya Peraruran 
Bupati ini tetap sah dan berlaku untuk selanjutnya dilakukan 
penyesuaian dengan berpedornan pada Peraturan Bupati ini. 

Pasal 128 

Pasal 127 

Pasal 126 
(1) DPMDPPKB, Panitia Pcmilihan Kabupatcn dan Carnal 

mclakukan tugas pernbinaan dan pengawasan berupa 

fasilitasi pelaksanaan pemilihan Perbekel. 
(2) Pcmbinaan dan fasilitasi oleh Panitia Pcmilihan Kabupatcn 

sebaguimana dirnaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas 

sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (1). 
i3j BPD mefaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan 

pelaksanaan tugas Panitia Pernilihan. 
BAB XV 

KETENTUAN PERALIHAN 

;Bagian Kecnam 
I 

Pc:mbinaw1 Dan Pc::ngawasao 
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f GEDE PUTU WINASTRA. 

Hci<l'lA DAENAH MBUI-A.TE1'.. h.LliivGKUNG TAHUN 2021 
NOMOR13 

pada tanggal 6 April 2021 

StKKETr\RiS DAERJ\H K.'..HUPATC:i'1 K.LUNGKUNG, 

Ditctapkan di Semarapura 
f,f / 'paI;u 't'anggal 6 April 2021 
'I 

11 ( BUP/\.TI KLUNGKUNG, {. 
I~ I I,. : 1 \ -~· \\ .: ,./;, / ·ijv ·. 

~\I<' , • v - . ":· ; . 
'¥ NYQjvlAN SUWlRTA 

Pcnguudaugan Pcraturai. Bupati ini dengan penernpatannya 
dalarn Berita Daerah Kabupatcn Klungkung. 

memerintahkan mengctahuinya, orang setiap /\gar 

Pasal 130 
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Tcmbusan disampaikan kepada yth: 
1. Carnal . 

(NAMA JELAS) 

Capstempe/ 

BAOAN PERMUSYAWARATAN DESA . 
KETUA, 

Demikian untuk menjadi maklum dan terirna kasih. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten 
Klungkung Nomor 12 tahun 2017 ten tang Tata Cara Pernilihan, Pengangkatan 
dan Pembcrhentian Perbekcl mengamanatkan bahwa BPD memberitahukan 
Perbekel mengenai akan berakhirnya masa jabaran Perbekel 6 (enarn) bu Ian 
sebelum berakhir masajabatannya. Schubungan dengan hal tersebut, maka 
cliberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan sebagai Perbekel 
Desa Kecamatan berakhir pada tanggal Untuk itu 
agar segera menyiapkan Pertanggung jawaban akhir masa jabatan. 

I 

Pen ting 
........ ( ) berkas 
Pemberitahuan berakhirnya 
Masa Jabatan Perbekel 

Kepada: 
Yth. Pcrbekel . Nomor 

Sifat 
Lampi ran 
Perihal 

.. .. . . . . .. . . . . . . . .. . . , . 

PEMERINTAH KAIJUPATEN KLUNGKUNG 
KECAMATAN . 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 
JI. . 

Form. 1 

A. CONTOH BENTUK FORMAT YANG DERKAJTAN DENGAN PELAKSANMN PEMILllll\il 
PERBEKEL 
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a. bahwa dcngan berakhimya rnasa jabatan Perbekcl dan untuk 
rnelaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah 
Kabupaten Klungkung Nomor 12 tahun 2017 ~entang Tata 
Cara Pernilihan, Pcngangkatan dan Pemberhenuan Perbekel, 
perlu membentuk Panitia Pemilihan Perbeke_l; . 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud 
pada huruf a, perlu rnenetapkan Keputusan Ba~~ 
Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia 
Pemilihan Perbekel Oesa Tahun . 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54951: 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lentang 
Peraturan Pelnksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana tclah diubah beberapa 
kali terakhir c!engan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 lentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraruran Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 ); 

3. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomo: 2092), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri 
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia 'flahun 2020 Nomor 1409); 

. I 
4. Peraturan Menten Desa, Pembangunan Dacrah Tcrtinggal dan 

Transrnigrasi Nomor 2 Tahun 20 l5 tentang Pedoman Tata 
Tertib dan Mekanisme Pengambilan, Keputusan Musyawarah 
Dcsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
159); 

5. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor82 Tahun 2015 tentang 
Pengangkafan dan Pemberhentian Perbekel (Berita Nezara 
Republik Indonesia Tahun 20 l6 Nomor 4) sebagaimana t;lah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 66 
Tahun 2017 tcntang Perubahan Atas Peraturan Mentcri Dalam 
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 
Pembcrhcntian Pcrbekcl (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1222); 

6. Peraturan Dnrrah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata cara 
Pernilihan, Pengangkatan dan Pemberbentian Perbekct 
(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 
12); 

RADAN PERMUSYAWARATAN DESA, 

PEMBENTUlv\N PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA . 

TENT ANG 

KEPUTUSAN 
BADAN PERMUSYAWARATAN OESA . 

NOMOR . 

Mengingat 

Mcnimbang 

PEMERlr-.'TAH KABUPATEN KLUNG~-UNG 
KECM,1AT AN . 

BADAN PERMUSYAWARATAN OESA . 

JI. ···································· 

Form. 2 
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Mcrnbentuk Panitia Pernilihan Perbekel 
Dcsa Kccamatan ; Tahun dengan 
susunan keanggoiaan scbagaimana tercanturn dalam Larnpiran 
yang merupaknn bagian tldak terplsahkan dari Keputusan ini. 
Panitia Pcmilihan Perbekcl scbagaimanadimaksud dalam diktum 
Kcsatu mcmpunyai tugas: 
a. rncrcncanakan, mcngoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengawasi dan mengcndalikan semua tahapan pelaksanaan 
pcmilihan, dalarn hal: 
I) penetapan wilayah pemilihan; 
2) penetapan tata tcrtib pcmillhan; 
3) tata cara penjaringan clan penyaringan 

Sakal Calon Perbekel; 
4) tata earn pendaftaran pemilih; 
5) mengumumkan jadwal pclaksanaan kegiatan pernilihan; 
6) pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan; 

dan 
7) fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan 

pemlllhan 
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada 

Bupati melalui Carnat dengan diketahui Perbekel; 
c. rnelakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; 
d. mcngadakan pcnjaringan dan penyaringan bakal calon yang 

meliputi: 
I) mengumurnkan pendaftaran bakal calon Perbekel; 
2) rncnerirna berkas pendaftaran bakal calon; 
3) meneliti persyaratan bakal calon; 
4) rneneliti keabsahan, keaslian dan/atau asal usu! 

persyaratan administrasi bakal calon; clan 
5) menyelenggarakan seleksi bakal calon. 

e. Menetapka.n dan rnengumumkan calon yang telah memenuhi 
persyaratan; 

f. Menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan 
pemilihan; 

g. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan 
kampanye; 

h. memfasilitasi penyedlaan peralatan, perlengkapan dan TPS; 
i. melaksanakan pernungutan suara; 
j. mcnandatangani Serita Acara Pemungutan Suara; 
k. rnelaksanakan penghitungan suara; 
I. menandatangani Serita Acara Penghitungan Suara; 
m. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi 

penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; 
n. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan 

rnengumumkan calon Perbekel terpilih; 
o. rnelaksanakan tugas yang ditugaskan olch panitia pemilihan 

kabupaten; dan 
p. melakukan evaluasi don melaporkan pelaksanaan pemilihan 

kepada BPD 
Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dirnaksud dalam 
Dil<tum Kesatu, tcrhitung sejak tanggal ditctapkan dan berakhir 
sctetah pelantikan dan pengambilan [sumpah/ janji Perbekt'I 
tcrpilih. 

MEMUTUSKAN; 

7. Pcrruuran Dacrah Nornor Tahun tentang Badan 
Pcrmu syawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupatcn 
Klungkung Tahun Nomor ); 

KETIGA 

KE DUA 

Mcnctapkan 
1-:ESATU 



Dipindai dengan CamScanner 

N/\MA JEI.AS 

Cap steripei 

Ditetapkan di . 
padn tanggaJ . 
UADAN PERMUSY/\WARATANA OESA . 

KETUJ\, 

Kcputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan. KEEMPAT 



Dipindai dengan CamScanner 

NAMA JELAS 

Cap stempel 

BADAN PERMUSYAWARATANA DESA . 
KETUA, 

dst 

11. ' 

10. I I I 
_ _J_ I 

__ ___J,I __.__ _ _L__I __J 

9. 

8. 

I I 

7. I I 
6. I I 
5. I I 
·L • 

3. ---, 
--·----- - 

I 

2. 

I. 

NMIA NO. 

. I 
I I 

JABATAN KET. 

I 4 5 

I 

J I 

I 
I 

I 

I 

r 
_ __._I u_Ns~_R __ 

--~ :J 

i- 
2 1 1---~----- 

Susunan Paniua r,·milihnn Pcrbckel Desa . 
KccamaLan xabupatcn Klungkung 

LAMPIRJ\N : 1-:EPUTUS/\N 8/\DAN PERMUSYAWARJ\TAN DESA NOMOR . 
T/\HUN TENTANG PEMOENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL 
DES,\ . 
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NAMAJELAS 

Gap stetnpe! 

SADAN PERMUSYAWARATANA DESA . 
KETUA, 

. , . 

Demikian Serita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagairnana 
mestinya. 

Rapat rnembahas ten tang Pcmbentukan Panitia Pcmilihan Perbekel dan dihasilkan 
beherapa hal sebagai beriku t: 

l. Mcmbcntuk Panitia Pemilihan Perbckel dcngan susunan keanggotaan yang terdiri 
dari : 
a. Sdr . 
b. Sdr . 
c. Sdr . 
d. dsr. . 

2. .. dst' ( metujesuaikari liasil musqauiarati ). 

Pnda hari ini, , tanggat nu Ian Tahun . 
bcrternpat di Dcsa Kecamatan , Kabupaten 
Klungkung tclah dilaksanakan Rapat Pcmhcntukan Paniua Pemiliha.n Perbekcl. Rapat 
dipimpin olch Kf'LUR 131'D dan dihadiri oleh para Anggota OPD, Perbekel, Perangkat Dcsa, 
Unsur Pcnaurus Lcrnhaga Kemasyamkatan, Unsur Tokoh Masyarakat clan Camat atau 
Pejnhat ~·Mg clit unjuk (sehagaimana daflar hadir tcrlampir], 

l'EMERINT/\II KABUl'ATF:N KI.UNGKUNG 

KECAMATi\N . 

BADJ\N PERMUSYAWAlu\TAN DESA .. 
,JI . ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OF.RITA J\CJ\RA 
RAPAT Pl~Ml3ENTUKAN P,\NiTIA PEMILIIIAN PERBEKEL 

Fol'm. 3 
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NAMA ,JEI.AS 

Cup stempel 

IJADAN PERMUSYAWARATANA DESA . 
Ketua, 

---- 

I 
NO. N/\M/\ .J1\BATAN/ UNSUR T/\NDA T/\NGAN 

l _!_~ 
DARI I :? 3 4 

- -- I 1. 1 l 
--- 

2 2. 

3 3. 

4 --=r- 4. 

5 5. 

I I 6 I 6. 

7 ----1 
17 ---- 

8 8. 
---, ---- 

19. ' 
I 

9 j I 
I 

I 

I 
I 

10 t~: I 
10. --· .. 

dsr 
--- 

Acara : Rapat Pcrnbentukan Panitia Pernilihan Pcrbekel Kecamatan 
................... Kabupatcn Klungkung 

Tcrnpat 

Hai i/tanggal 
Waktu 

DAFTAR HADIR RAPAT 

PP.MERINTAH K/\BUPATEN KI.UNGKUNG 
KECAMATAN . 

8/\D/\N PERMUSYJ\WAR/\TAN DESA . 
JI. . 
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Sdr. Pcrbekcl . 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 

NA!\IA ,JELAS 

Cap s1empel 

SADAN PERMUSYAWARATANA DESA . 
KETUA, 

Dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilihan Perbekel Desa . 
tahun , dcngan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pada hari , tanggal Tahun benempat di Oesa 
. . .. . .. . . .. .. . . Kccamatan . .. . . . . .. . . . telah dilaksanakan Ra pat 
Pcmbcntukan Panitia Pemiliban Perbekel dan hasil pembentukan panitia 
telah ditetapkan dcngan Keputusan BPD. , 

2. Sebagai kelcngkapan adrninistrasi kami lampirkan dokumen yaitu: 
a. Serita Acara Rapat Pernbenrukan Panitia Pemilihan Perbekel; dan 
b. Keputusan BPD tenrang Pembentukan Panitia Pcmilihaan. 

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Kepada: 
Ylh. Bupati Klungkung 

Cq. Camat . 
di- 

Pen ting 
........ ( ) bcrkas 
Laporau Pembentukan 
Panitia Pemillhan Perbekel 
Desa . 

Nomor 
Si fat 
Lampi ran 
Perihal 

................ , ·············· ············· 

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG 
KECAMATAN . 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .........•.... 

JI. ··········· ········································ 

Form.4 
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1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik fndoncsia Nornor 5495); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tcntang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 5539) scbagairnana telah diubah bcbcrapa 
kali terakhir dcngan Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 
20 l <) ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nemer 6321); 

3. Pcraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor : 112 Tahun 2014 
Len tang Pemilihan Kepala Dcsa (Bcrita · Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor2092), sebagaimana telah diubah 
bebcrapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 72 Tahun 2020 tenrang Perubahan Kedua Alas 
Peraturan Menteri Dalarn Ncgcri Nomor 112 Tahun 2014 
ientang Pernilihan Kcpala Desa (Berita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 14090; 

4. Peraturan Menreri Dc&1., Pernbangunan Dacrah Tertinggal dan 
Trnnsmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata 
Tcrtib dan Mekanisme Pengarnbilan Keputusan Musyavarah 
ncsa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
159); 

5. Peraturan Menteri Dalarn Ncgcri Nomor 82 Tahun 2015 ten tang 
Pengangkatan dan Pernberhentian Pcrbekel (Derita Negara 
Repuhlik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana tclah 
cliubah dengan Pernturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 66 
Tnhun 2017 tcntang Perubahan Atas Pcraturan Mcnteri Dalam 
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 ientang Pengangkatan dan 
Pemhcrhentian Pcrbekel (Serita Negara Republik Indonesia 
Tnhun 2017 Nomor 1222); 

Mcngingat 

a. hahwa schubu ngan dcngan Perhckcl diberhentikan 
dcngan sisa rnasa jahatan lcbi]: dari 1 (satu) tahun, dan untuk 
mclaksanakan ketentuan Pasal 52 Pcraturan Daerah Nomor 12 
Tahun 2017 tcntang Tata Carn Pemilihan, Pengangkatan dan 
Pcmberheruian Peibeke! maka dilaksanakan Pemilihan 
Pcrbckcl antnr waktu rnelalui musyawarah Desa; 

b. hnhwa bcrdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan 
l'crmusyawnratan Desa tcntang Pembentukan Panitia 
Pcmilihan Perbekcl An tar Waktu; 

Menimbang 

B,\DAN PF:RMUSYAWARATJ\N DES/\, 

PE:-.1RENTl 'KAN PJ\NITIJ\ PEMll,IIIAN l'ERBEKEL ANTAR WAKTU 

TP.NTANG 

KEPUTUSAN 
13ADAN PERMUSY/\WARAT,\N DESA . 

NOMOR: . 

1'1:M l.l~INTJ\I I KA13UPJ\TEl'I Kl UNG!-;UNG 
KECAMATJ\N . . 

BJ\lMN l'ERMUSY1\WARATAN DESA . 
,JI. . 

Form ,; 
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N/\MA ,JELAS 

Cop siempel 

Ditetapkan di . 

pad a tanggal . 

SADAN PERMUSYAWARATANA DESA . 

KETU/\, 

Dcsa Kecamatan Tahun dengan 
susunan kcanggotaan scbagaimana tcrcantum daJam Larnpiran 
yang merupakan bagtan tidak rerplsahkan dari Keputusan ini. 
Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu sebagaimana dimaksud 
dalam diktum Kesatu mcrnpunyai tugas: 
a. mengajukan biaya pcmllihan dcngan beban APBDesa kcpada 

penjabat Pcrbckel paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh] Harl terhitung sejak panitia pernilihan terbentuk; 

b, mernbuka pengumurnan pendafcaran calon dalam jangka 
waktu 15 (Lima belas) Hari; 

c. mclaksanakan pcnelitian kclcngkapan persyaratan 
administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; 

d. menetapkan calon paling sedikit 2 (duo.) orang calon dan paling 
banyak 3 (tiga) orang yang dirninta.kan pengesahan umuk 
ditctapkan scbagai calon yang berhak dipilih dalam 
musyawarah Desa; 

e. menyelenggarakan musyawarah Desa 
f. mengajukan pengesahan calon Pcrbckel yang berhak clipilih 

oleh rnusyawarah Dcsa melalui musyawarah mufakat atau 
melalui pemungutan suara: 

g. melaksanakan pemilihan eaten Perbekel melalui mekanisme 
musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang 
telab disepakati oleh musyawarab Desa; 

h. melaporkan hasil pemilihan calon kepada musyawarah Desa; 
dan 

i. mengajukan pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa. 
Masa tugas Panitia Pernilihan Peebekel Antar Waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum Kcsatu, terhitung sejak tanggaJ 
ditetapkan dan berakhir setelah pclantikan dan pcngambilan 
surnpah/ janji Perbekcl tcrpilih. 
Kepulusan ini berlaku sejak tanggal dltctapkan. 

Pcrnilihan Panltia Pcrbekcl Antar Waktu Mcmbcntuk 

MEMUTUSK/\N 

(i. Pcraturan Dacrah Nomor 12 Tahun 2017"tentang Tata Cara 
Pcmilihan, Pcngangkatan dan Pemberhentian Perbeket 
(Lcmbaran Dacrah Ka bu paten Klungkung Tahun 2017 Nomor 

12); 
7. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Badan 

Pcnnusyawaratan Dcsa (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Klungkung Tahun 2020 Nomor }; 

8. l'craturan Bupali Klungkung Nomor Tahun 
........ tentang Pcraturan Pelaksanaan Peratutan Daerah 
Kabupaten Klungkung Nomor 12 rahun 2017 tentang Tata 
Cara Pernillhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel 
(Lcmbaran Daerah Kahupaten Klungkung Tahun Nomor 
........... ); 

1-:EEMPAT 

KET I GA 

KEDU/\ 

Mcneiapkan 
KES/\TU 



Dipindai dengan CamScanner 

NAMAJELAS 

Capsrempel 

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL ANTAR 
WAKTU DES/\ . 

KETUA, 

-- - --·-- 
KEDUDUKAN DAL.AM 

NO. NAMA PANITIA PEMILIHAN KET. -~- ---- - j I 2 3 5 ·--- -·· : I ± KETUA I . 
W/\KIL KETUA I . 

3. i 
I SEKRET/\RIS I i . I - --- 

I 4. I BEND/\H/\RA 
' I 
I I 5. I 
l I SEKSl... ...... 

-- . 
I - 
I SEKSJ.. ....... . 6 . 

' --- 

I 
SEKSI.. ....... 7. . 
- -- 

I 

SEKSI... ...... I 8. 
I . i -;r SEKSL.. ...... I 

- I - ..! 
I SEKS!... ...... 

10. I I - ·-· 
! 

I 
SEKSI... ...... 

11. 
• --- -- - ' I 
I dst ; 

- - I 

Susunan Panltia Pemilihan Perbekel An tar Waktu Desa . 
Kccamatan Kabupaten Klungkung 

LAMPIRAN: KEPUTUSAN OADAN PERMUSY/\WARAT/\N DES/\ NOMOR 
........................ TENTANG PEMBENTUKAN P/\NITIA PEMILIH/\N PERBEKEL 
ANTAR WAl\.'TU 



Dipindai dengan CamScanner 

NAMA ,11::LAS 

Capstem~l 

Panitia Pernilihan Perbekel Antar Waktu 
Desa . 

Ketua, 

Derniklan Bcrita Acara ini dlbuut, untuk dapat dipergunakan sebagalrnana 
mestinya. 

2. Susunan Panitia Pcmilihan ( sebagaimana terlampir l: 

3. Usulan/Rencana Anggaran Biaya Pcmilihan Pcrbekel. [scbagaimana terlampir); 

4. Rencnna Jndwnl tahapan Pernilihan Pcrbckel; 

5. dst * ........ ( ') dan s, tcmsnyn {i,ri r.astl musyaW<iruh dan rPdaksi menyesuaikan dengr:m nasil 
musy iu-aran]. 

Dari hasil musyawarah ini discpakati hal-hal scbagai bcrikut : 

1. Sekretarinr Panitia Pcmilihan Perbckcl Antar Waktu d/a kantor Perbekel Desa 

Padn hari ini, tanggal bulan tahun .. 
bertempat di Kccarnatan Kabupatcn Klungkung telah dilaksanakan 
musyawarah Panitia Pemilihan Perbekcl Antar Waktu dipimpin oleh Kctua Panitia 
Pcmilihan, dihadiri parn anggota Panitin, OPD dan Carnot atau Pejabat yang ditunjuk 
( sebagairnana daflar hadlr terlampir]. 

OP.RITA ACM<A 
MUSYAWARAH PANITIA Pl~MILIHAN PERBEKEi.. ANTAR WAKTU 

PANITIA PEMILII IAN PERBEKEL ANTAR WAKTU DESA . 
KECAl\11\TAN .. 

KABUPATEN KLUNGKUNG 
.11 .. 

Form. 6 



Dipindai dengan CamScanner 

,NAMA JELAS 

Cap stempel 

I 

Panitia Pemilihan Perbekel An tar Waktu De~ . 
Ketua, 

l ..., 
dst 

·,-------- 
10 ___ ! _ 

9 

8 
--i--;- 

---~----~-------- 

7 

6 
.____ I 

j 

5 

3 

2 

l. 

_J 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. _J 
10. I 

4 3 
l 
I 
I 
I 

~ I TANDA TANGAN 

. JABATAN/ UNSUR 
DARI 

N.'\M/\ NO. 

I l.111/tanggal 
Wal,t u 
rt·mpat 
lk<1rn Rapat Panitia Pcmilihan Perbekcl Antar waktu Desa Kecamatan 

.................. Kabupaten Klungkung 

l>AF-vrAR 11,\DIR MUSYAWARMI 



Dipindai dengan CamScanner 

I. ···················· ( Ketua) I. 

2. ................... (\Vakil Kctua) 2. 

3. .................... [Sckretaris ) 3. 

4. ( Bendahara I 1 ···················· ., . 

5. .................... (Seksi.. ......... ) 5. 

6. ···················· (Scksi.. ........ I 6. 

7. ···················· (Seksi. ......... ) 7. 

PANlTIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA . 

YANG MENYATAKAN, 

Dernlkian surat Pernyataan ini kami huat dengan sebenarnya untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Yang bertanda tangan di bawah inl Panitia Pemilihan Perbekel 
Desa Kccamatan Kabupaten Klungkung tahun : dengan ini menyatakan 
bahwa kami dalam melaksanakan tugas akan bcrsikap netral dan tidak memihak pada 
salah satu bakal calon pcrbekel atau calon pcrbckcl. 

SURAT PERNYATAAN 
I 

. 
PANITIA PEMILIHAN PERl3EKEL DESA ..•........... ! . 

KECAMATAN •..................................... : 
KAOUPATEN KLUNGKUNG 

.11 ...................•.............•............. 

Form. 7 



Dipindai dengan CamScanner 

NAMA .JEL/\S 

Cap stempei 

Panitia Pemilihan Perbckel Desa . 
Ketua, 

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan 
scbagaimana mestinya. 

Pada hari in!, tanggat bulan tahun . 
berrernpat di Kccamatan Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan 
pelantikan dan pcngambilan surnpah/janji Panitia Pemilihan Perbekel 
Dcsa iahun . 

SERITA ACAI-M 
PELANTIKAN DAN PENGAMBILJ\N SUMPAH /JANJI PJ\NITIA PEMILIH/\N 

K/\BUPATEN KLUNGKUNG 
JI. ···················· 

PJ\NITIA PEMILIIIAN PERBEKEL . 
DESA ....•........................ KF.C/\MATJ\N 

Form.8 



Dipindai dengan CamScanner 

NAl\lA ,IF.I.AS 

Badan Perrnusyawaratan Desa .:. . 
Kctua, · 

Dcmikian Berna Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagairnana 
mestinya, 

Rapai mernbahas tentang Pemberbenrian Panitia Pemilihan Pcrbckel dan 
dihasilkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Memberhentikan saudara sebagai anggota Panitia Pemilihan Perbekel Desa 
........ tahuo karena . 

2. Menyepakati saudara sebagai pengganti panitia pemilihan perbekel yang 
dibcrhentikan sebagaimana angka I (satu). 

3. Untuk selanjutnya pernbcrhentian dan pengantian anggota Panitia Pemilihan Perbekel 
scbagairnana dimaksud angka l (satu) dan angka 2 (dua} dlterapkan dengan 
Kcputusan BPD. 

Pada hari ini, , tanggal Bulan Tahun . 
lu-rtcmpat di Desa Kecarnatan , Kabupatcn 
Klungkung telah dilaksanakan musyawarah Pembcrhentian Panitia Pemilihan Perbckel. 
~!us~ awarah dipimpin oleh Ketua DPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Pcrbekel, 
Pcrangkat Dcsa, Unsur Pengurus Lembaga Kernasvarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat 
elem Carnal aiau Pejaba; yang clitunjuk [sebagaimana dattar hadir terlampir). 

DERITA ACAAA 
PEMBERHE:'\TI/\N /\i\GGOTA PANITIA f'EMILIHAN PERBEKEL 

PEMERINTAII KAOUPJ\TEN i,;1.UNG!,;UNG 
r:r:C.\MATAN .. . . 

BADi\i\ Pl~Rf\1USYA\VJ\RAT\;'S DF:SJ\ . 
JI. . 

Fonn.9 



Dipindai dengan CamScanner 

NAMA JEl.i\S 

Capstempcl 

Panitia Pcmilihan Perbekel Desa .. 
Ketua, 

. , . 

Dernikian Serita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan scbagaimana 
mesunya. 

Rapat rnembahas Tata Tertrb Dan Pcnctapan Tcmpat Pemungutan Suara {TPS) 
dihasilkan beberapa hal scbagai bcrikut: 

I. Mcnctapkan Tata Tcrtib Pclaksanaan Pcmilihan Perbekcl Dcsa ........ tahun 
.......... sebagairnana ierlamplr. 

2. Menetapkan Terupat Pcmungutan Suam (TPSJ pemilihan Pcrbekel Dcsa ........ tahun 
............ sebagai bcrikut: 
a. TPS I dengan nlamat Banjar Dinas . 
b. TPS II dengan alamut Banjar Dinas .. 
c. dst . 

3. Untuk sclaniutnya pcnetapan Tata Tertib Dan Penetapan Ternpat Pemungutan Suara 
(TPS) sebagaimana dimaksud angka I (satu) dan angka 2 (dual ditetapkan dengan 
Kepuusan Paniua Pemilihan. 

Pada hnn ini, , tanggal Bulan Tahun . 
bcrternpat di Dr-sa Kecarnatnn , Kabupaten KJuogkung 
relah dilaksanakan musynwarnh penctapatn Tata Tertib dan Penetapan Tempat Pcmungutan 
Suara {TPS). Musyawamh dipimpin olch Kctua l'nnitia Pemilihan dan dihadiri oteh BPD, 
Pcrbekcl. Pcrangkat Dcsa, Unsur Pcngurus Lcmbaga Kcrnasyarakatan, Unsur Tokoh 
Masyarakat clan Carnat atau Pejabat yang dirunjuk (scbagaimana daftar hadir terlampir). 

SERITA ACJ\RA 
PEI\ETAPAN TATA TERTIB DAN 

PENETAPAN TE.MPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 

l'[~Ml:l{INTAII KABUPATEN :.:LUNGh'.UNG 
KECAMATAN . 

PANITIA PEMILIIIAN PERBEKEL DESA . 
JI : .. 

Form. 10 



Dipindai dengan CamScanner 

l. Undang-Uodang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lernbaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 5495); 

2. Pcraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
[Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lcmbaran Negara RepubUk Lndonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir deagan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahuo 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kcpala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
201-l Nomor 2092), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Pcraturan Merttcri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraruran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pernilihan Kepala Desa (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14090; 

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tcrtinggal dan 
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Pcdoman Tata Tertib dan 
l\lckanisme Pcngambilan K-eputusan Musyawarah Desa (Serita 
Negam ~cpubUk Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

5. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang 
Pengangkawn dan Pemberhentian Perbekel (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) scbagaimaoa telah diubah dengan 
Pcraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 82 Tahun 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan 
Bupati Klungkung Nomor Tahun tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peratutan Dacrah Kabupaten Klungkung Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Tata cam Pemilihan, Pengangkatan dan 
Pcmbcrhcntian Perbekel perlu menetapkan Keputusan Panitia 
Pemilihan Perbekel Desa tentang Tata Tertib Pemilihan 
Perbekcl Dcsa Kecarnatan Kabupaten KJungkung 
Tahun ; 

PANITIA PEMII.IHAN PERBF:J.:EL DESA .. 

DE:NGAN RAHMI\T TU HAN Y,\NG MAHA ESA 

TATA TERTIB PEMILIHAN PERBEJ.:EL DESA . 
KECM1ATAN KABUPATEN KLUNGKUNG 

TMIUN . 

TENT ANG 

KEPUTUSAN PANITIA PEMJLIH,\N PERBEKEL OESA . 
NOMOR .. 

Mcngingat 

Menimbang 

PANITIA l'EMILII-IAN PERBEKEL OESA . 
KECAMATAN .' . 

KABUPATEN KI.UNGl·,.'lJNG 
JI. .. 

CONTOII TATA 'l'ERTIB PEMILIHAN l'ERBF.J.:EJ. 

Form. 11 



Dipindai dengan CamScanner 

NAM/\ ,JEL/\S 

Cnp stempel 

KETUJ\, 

Dietapkan di .. 
pada tanggal . 

PANITIA PEMILIH/\N PERBEKEL DESA . 
• 

Mcnctnpkan Tata Tcrtib Pcmilihan Perbekel Desa Kecamatan 
.............. Kabupatcn Klungkung Tuhun sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Kcputusan ini. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

2015 rcniang Pengangkatan dan Pcmbcrhentian Perbekel (Serita 
Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1222); 

6. Pcraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 
Pemilihun, Pengangkatan clan Pemberhentian Perbekel [Lembarnn 
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12); 

7. Pcraturan Bupati Klungkung Nomor Tahun teruang 
Pcmturan Pelaksanaan Pcratutan Daerah Kabupaten Klungkung 
Nomor 12 Tahun 2017 tcntang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan 
clan Pernberhentian Per/Jekel [l.embaran Dacrah Kabupaten 
Klungkung Tahun : Nomor ); 

MEMUTUSKAN 

KEDUi\ 

:O.kn<'lapkan 
KESATU 



Dipindai dengan CamScanner 

Catatan : Kaidah dan norma dalam tata tertib tidak benentanqan dengan peraturan 
daerah, peraturaan bupati dan peraturan perundanq-undanqan yang lebib. 
tinggi. 

BAB VII : PERSELISIHAN HASIL PEMILIHJ\N 

BAB VI : PENETAPAN CA LON PERBEKEL TERPlLIH 

BAB V: PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHlTUNGAN SUARA 
5.1 Tahapan Pemungutan Suara 
5.2 Tcmpat Pemungutan Suara 
5.3 Saksi 
5.4 Pelaksanaan Pemungutan Suara 
5.5 Pelaksnnaan Penghitungan Suara 

BAB IV: KAMPANYE DAN MASA TENANG 

f3AB Ill: PEN,JARINGAN, PENYARJNGAN DAN PENETAPAN CALON 
PERDEKEL 

3. I Penjanngan Sakal Calon Perbckel 
3.2 Persyaratan Calon Perbckcl 
3.3 Penyaringan BakaJ Calon ~erbekel 
3.4 Penetapan Caton Perbekel 

BAB II : PENO/\FTARJ\N DAN PENETAPAN PEMILII-I 
2.1 Syarat - Syarat Pemilih 
2.2 Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sernentara 
2.3 Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan 
2.4 Pcnctapan Oaftar Pemilih Temp 

B.'\H I : h'.ETl::NTU1\N UMU\1 

L.'\MPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERREKEL DESA.......... NOMOR 
................. TENTANG TATA TERTIB PI::MILIHAN PERBEKEL DESA 
.................... KECAMATAN KABUPATEN KLUNGKUNG 
TAIH.:N . 

CONTOII FOf~M/\T SISTEM/\TIKA PENYUSUNAN TATA TElnlB PE~IILIIIAN PEl<UEKCI# 



Dipindai dengan CamScanner 

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

2 Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcraturan 
Pernerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tumbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 632 l ); 

3 Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pcmilihan Kcpala Desa (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nornor 72 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menter! Dalam Negeri 
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14090; 

4 Pcraturan Mcntcri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 20 L5 ten tang Pedornan Tata Tertib clan 
Mckanisme Pengambilan Kcputusan Musyawatah Oesa (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

5 Pcraturan Menteri Dalarn Ncgeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang 
Pcngangkatan dan Pembcrhentian Perbekel (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagairnana tclah diubah dengan 
Peraiuran Mentcri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang 
Pcrubahan Atas Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 82 Tahun 
2015 tentang Pengangkatan dan Pernberhentian Perbekel (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222); 

bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasat Peraturan 
Dupati Klungkung Nomor Tahun tentang Peraturan 
Pclaksanaan Peratutan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan 
Pemberhentian Per/Jekel perlu menetapkan Keputusan Panitia 
Pemilihan Perbekel Desa tentang Penetapan Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) Pernilihan Per/Jekel Desa Kecamatan 
........... Kabupaten Klung.kung Tahun ; 

l'i\NITIA PEM!LJHAN PERBEKEL l)ESA , 

OENGAN RAH MAT TU HAN Y1\NG MAIIA ESA 

PENETAP/\N TEMPAT PEMUNC.UNTAN SUARA (TPSJ 
PEMIL!HAN PERBEKEL OI·:SA . 

KECAMATAN KAfJUPATI::N KLUNGKUNG 
TAIIUN . 

TENT ANG 

KEPUTUSi\N f'AN!T!A PEM!LIHAN PERBEKE!. DESA . 
NOMOR : . 

Mcngingat 

Menimbang 

P/\N!TIA PEM!LlHAN PEROEKEL DESI\ . 
KECAMATAN . 

KJ\BUPATEN KLUNGKUNG 
JI. . 

Form. 12 



Dipindai dengan CamScanner 

Dietapkan di . 
pad a ranggal . 

Pt\NlrlA PF.i\llLllli\N l'ERLH;;KEL DESt\ . 
1':l~TUJ\. 

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditctapkan. 

~.'.r~r·;,rk,m Tcrnpat Pernungutan Suara (TPSJ Pcmihhan I'crbckc! [lr.,;;1 
........... Kccamaran Kahupatcn klungkung T,1l1un 1i.,g 1i 
>"~ku•. 

~ 't .. ierapkan Ternpat Pernungutan Suara (TI'S) Perrullh.m Fcrbekc] 
O~sa ·ahun sebaaai bcrikut: 

1 f?S I dcngan alarnat Barnar Dmnc; . 
2 7PS I! dcngan alarna: Banjar Dinas . 
3 cs: . 

6 Pcraturan Oar.rah :-.o:nor 12 Tahu n 20 Ii tcntang T:iu Carn 
Perml han, Pr.nh.1n~k.1t.m dan Pernberhenrian Parbekr! (Lcmb:irnn 
Daer. h J...1.hupatrn Klungkun~ Tahun 20 Ii Nomor 12): 

7 t'cr,ll r- , :l11p;-iti Klun ,king ',ortwr Tahun lcnlanr, 
I'crmuran Pclak"-1nnAn I'cratutan D ierah Kah11p:ttrn Klungkung 
:,omo .. I 2 Tahun 2017 t('11t.1nr, T:11.1 Cara I'ermlihan. Pengangkat.in 
dnn Pcrnbcrhenrian rr·l.K'l..rl II cmhnran 0.-lr.rnh Kahup.ucn 
Klungkung Tahun ~ irnnr l: 

. 'E. IUiUSK,\~ 
'• , '.1pk:'l ll 

... ,-L: 



Dipindai dengan CamScanner 
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Dipindai dengan CamScanner 
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7. ···················· 
7. 

(Scksi ) 6 . 

(Seksi. ) 5 . 

(Seksi.. ) 4. ···················· 

( Bcndahara ) 
3. ···················· 

(Sekretaris ) 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

( Wakil Ketua) 
2 . 

. PANITIA PEM!LlHAN PERREKEL DESA . 
( Ketua) I. J ········ 

......... , . 

Pada hari ini tanggal . , bcrtempat di Sekretariat Paniiia 
Pemilihan tclah dilakukan rapat dalam rangku Pcnetulan dan Pengesahan Daftar Pcmilih 
Tc lap. 

Pcnelitian dan Pengesahan Daftar Pcmilih dipirnpin olch Ketua Panitia Pcmilihan 
clan dihadiri olch para Anggota Panitia Pcmilihan, para Calon Per/Jekel dan atau saksi, 
13PD, Isebagaimana dafiar hadir tcrlampir] 

Bcrdasarknn hasil rapat terse but, Panitia dcngan para Calon Perbekel telah 
rnenyepakan berapa hal sebagai bcrikut : 

1. Dafrnr Pcmilih scttap Banjar Dinas 'bcnar-bcnar telah ditcliti oleh para Calon 
Perhekel dan / atau saksi sclanjutnya sepakat untuk clisahkan dan ditetapkan 
sebagai Daftar Pemilih Tetap (OPT). 

2. JumJah Daftar Pcmilih Tctap (DPT) setiap Banjar Dina'> untuk Pcmilihan Perbekel 
Desa , clcngan pcrincian scbagai berikut : 
l. Bajar Dinas .Jumlah Pcmillh : Orang 
2. Bajar Dinas .Jumlah Pemilih : Orang 
3. Bajar Dinos Jumlah Pernilih : Orang 
4. Bajar Dinos Jumlah Pemilih : Orang 
5. dst. . 
Jtunlah keseluruhan DPT : Orang I 

3. Daftar Pemilih Tetap ( JJPT) scbagairnana dimaksud angka 2, menjadi dasar dalarn 
Persiapan Pengadaan Surat suara, Kotak Suara, peralatan kei:engkapan lainnya 
dalam Pemilih Pcrbekel, , 

Dernikian Serita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama untuk 
dapat dipergu nakan sebagaimana mestinya . 

BERITA ACARA 
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP 

Form. 19 
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL . 

KECAMATAN . 
KABUPATEN KLUNGKUNG 

JI. Tulp . 
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(Scksi .', .. ) 7 . 
7. 

(Seksi ) 6 .. 

(Seksi. ) 5 . 

6. 5. 
(Bcndaharn) 4 . 

4. 3. 
[Sekretaris] 3 . 

(Waki1 Ketua) 2 .. 

2. 
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA . 

1. . . . . . .. .. .. . (Ketua) 1. 

............... , ... ············· ········ 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya . 

Pada hari ini tanggal tahun , berternpat di Sekretariat Panitia 
Pcmilihan, tclah dilaksanakan rapat Panitia Pernilihan mcmbahas Pernbukaan 
Pcnguruuman Pcndaftaran Caton Pcrbckcl Rapat dipimpin oleh Ketua 
Paniua Pcrnilihan clan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pcmilihan, dan dalam Rapat 
Panitia Pemilihan rersebut Lelah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk membcrikan kcsernpatan scluas-tuasnya kepada yang berminat 
melamar/meudnftur sebagai Calon Pcrbekcl , Pengumuman 
Pendaftaran Calon dibuka sclarna l i:t (ernpnt bclas) hari rnulai berlaku sejak hari 
........ tanggal repat pada Pukul 08.00 W!TA clan ditutup pada hari tanggaJ 
...................... tepat pada Pukul: 24.00 W!TA; 

2. Untuk dapat dikctahui oleh rnasyarakat luas, terutama yang berrninat 
melamaryrnendaftar sebagai Calon Perbekel , maka Pengumuman 
iersebut diletakkan/ditempelkan ditcmpat-tcmpat umum. 

BER!TI\ ACARA PEMBUKMN PENGUMUMAN 

PANITIA PEM!LIHAN PERIJEKEL DESA . 
l,ECAMATAN . 

KABUPI\T8N Kl.UN(iKUNG 
~JI. Telp . ·~~~~~~~~~~~~~~ 

Form. 20 
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8 

surat pernyataan 

bermeterai; .. . id iara berdasarkan puLUsan id k emah dijatuhi pr aria pcnj 
surat pernyataan u a P . k. k atan hukum terap karena melakuk?n tindak 
pengadilan yang telah mcmpu~yru e 

11~ 
aline singkat 5 (iima) tahun atau khih. 

pidana yang dinncam dcngan pidana penjara p <:> • 

7 

PENGUMUMAN 
Nomor: . 

Dalam rangka Pemilihan Perbekel Desa Kecamatan 
Tahun , dengan ini cliumumkan kcpada seluruh masyarakat bah~~·-~~-1~ 
dibuka permohomm/p<'ndaftaran uruuk menjadi Bakal Calon Perbekel dengan 
pcrsyaratan schaga! herikut : e 

1. 
2. 
3. 

warga Nrg:-ira Rcpuhlik Indonesia; 
bcrtakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
mcmcgang tcguh dan mcngamaJkan Pancasila, mclaksanakan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mcmpertahankan dan memelihara 
kcuiuhan Negara Kcsatuan Rcpublik lndoncsla dan Bhinncka Tunggal Jka; 

4. bcrpcndidikan paling rendah tamat sekolah rnenengah pertarna atau sederajat; 
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; 
6. bersedia dicalonkan mcnjadi Pcrbckel; 
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
8. tidal< pcrnah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena mclakukan tindak pidana yang diancam 
dcngan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuaJi 5 (lima) tahun 
setelah selcsai menjalani pidana penjara dan mengumumkan sccarajujur dan terbuka 
kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan scbagai pelaku 
kejahatan bcrulang-ulang; 

9. tidak sedang dicabur hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah 
mernpunyai kekuatan hukum tetap; 

10. berbadan schat; 
11. tidak pemah menjalJat sebagai Perbekcl dalam 3 tiga) kali masa jabatan, baik berturut 

turut maupun tidak berturut turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
terrnasuk masa jabatan Perbekel antarwaktu; 

12. brrscdia tinggnl rncnetupdi dcsa setemp.u: 
Pennohonan/lamaran secara tertulis diatas kertas bermatcrai cukup kepada 

Panitia Pemilihan Pcrbckel Desa dcngan melampiri persyaratan 
administratif yaitu : 
1 surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai yang 

ditujukan kepada Panitia Pemilihan; 
2 surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai; 
3 foto kopi Kartu Tancla Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk da~ 

Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di 
instansi/dinas, dengan menunjukan bukti asli; . 

4 surat pernyataan rnerncgang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, 
Undang-Undang Dasar 1945, mernpertahankan dan memelih~ keutu~an Negara 
Kcsatuan Rcpublik Indonesia dan Bhinneka TunggaJ lka yang dibuat diatas kertas 
bermeterai; . 

5 fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah di1egalis_ir oleh pejabat yang berwcnang 
di instansi/dinas, dcngan menunjukan bukti ijazah ash'. d . 

'"6 fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir ole~ pejabat yang berwcnang an 
instansi/dinas, dengan menunjukan dokumen aslinya; . . k rtas 

bersedia dicalonkan menjadi Perbekcl yang dibuat diacas e · 

Form. 21 PANITIA PEMILIHAN PERBEKEl 
DESA ·············· KECAMATAN , ·············· 

KABUPATEN KLUNGKUNG . 

JI. ······································ 
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N:una Jelas 

Cop Stempel 

PANITlA PEMILIHAN PERBEKEL ....... 
KETUA, 

................... , ········· 

kccuali 5 [lirna] tahun sctelah selesai mcnialani pidana penjara dan mcngu •-· . . " mum,.;,1n 
secara .JUJUr dan te_rbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana 
sorta bukan scbagai pelaku kcjahatan b-rulang-utang; 

9 surat keterang~n dari Kctua Pcngadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan yang 
bcrsangkutan 110ggnl/berdomisili dcngan isi kcterangan sebagai berikut: 

a. bahwa tidak pcrnah dijatubi pidana pcnjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang tclah mempunyai kckuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancarn dcngan pidana.pcnjara paling sedikit 5 (lima) tahun aiau lebih, 
kecuali yang bcrsangkutan tclah selesai rncnjalani pidana penjara sclama s 
[lirna] tahun dan mcngumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat 
bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pclaku 
kejahatan herulang-ulang; dan 

h. bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dcngan purusan pengadilan 
yang rclah mcrniliki kckuatan hukurn tctap. 

10 surat ketcrungan sehat dari Puskcsrnas atau rumah sakit Pemerintah; 
11 Surat Kcterangan Catalan Kepolisian yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada 

wilayah kabupaien/kota dimana yang bcrsangkutan berternpat tinggal; 
12 surat izin tertulis bagi Pegawai Ncgeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat 

bcrsangkutan bekcrja; 
13 ijin cuti bagi Pcrbekel aiau Perangkat Dcsa; 
14 surat iziu/persctujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri 

Sipil Tcntara Nasional Indonesia, anggoia Kcpolisian Republik Indonesia dan Pegawai 
Ncgeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang; 

15 pasfoto ierbaru berwarna ukuran 4 x 6 dcngan background Merah Putih sebanyak 4 
(empai] lcrnbar; 

16 surat pernyataan ticlak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masajabatan, baik 
bcrturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Desa yang sama maupun di Dcsa 
yang bcrbcda, dibuat diatas kertas bermeterai; 

17 surat keterar.gan tidak pemah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik 
berturut-turut maupun tidak bcrturut-turut, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia khusus bagi calon Perbekel yang sudah pernab atau sedang menjabat 
Perbekel, dari Camat dimana yang bersangkutan bertcmpat tinggal; 

18 surat pernyataan tidak akan rnengundurkan diri sebagai Calon Perbekel/Bakal Calon 
Perbekel setr-lah pcnctapan calon perbekcl: 

IC) su rat pernyataan wajib bertempat unggal di Desa setempat apabila tcrpilih menjadi 
Perbekel bagi bakal calon Perbekel yang bertempat tinggal di luar desa yang 
bersangkutan; 

20 surat pengunduran diri bagi pimpinan aiau anggora BPD; 
Setiap Penduduk Desa yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri 
mengajukan lamaran secara tertulis berrnaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia 
Pemilihan dcngan melampirkan persyaratan adrninistratif dibuat rangkap 3 (tiga) dan 
Persyaratan adrninistratif tersebut harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri 
kepada Panitia Pemilihan. 

Pengumuman dibuka selama 1-1 (ernpat belas] hari mulai berlaku sejak 
tanggal tepat pada Pukul 07.00 WlB dan ditutup tanggal tepat 
pada pukul : 24.00 WITA scsuai jam di sekrctariat panitia pemilihan. 

Berkas pcnnohonan/lamaran nakal Calon Pcrbekel segera disarnpaikan 
kepada Panitia Pcmilihan sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup. 

Kcterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia PcmHihan di Sekretariat 
Panitia Pcmilihan. 

Dcmikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada 
masyarakat. 
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<urar r.:et('ra.ngru. Ca:a:an Kcpolisfan lSh'.Cr. 

,, 

l 
f 

I 

I 

5. 
. ... 

I 

tidak pernah rnenjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali 
masa jabatan baik secara berturut-turut atau 
tidak secara bcrturut-turut dalm wilayah Negara 
Kesatuan Republik lndonesi; 

c. 

2. 
l. 

surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan I 
dari Kantor Pengadilan yang bersangkutan 
tinggaJ/bcrclo:a.:s.li dengan isi keterangaa senagai berikut: 
2. bahwa tidak perr.2h di_;a,uh.i p~d.',:1a penjara 

berdasarkan purusan Jl('ngad.ilan vang retab 
r;Je-npunyai ,.;r;:ua:an hukum tC'\ap karer.a melakukan 
andak plc!am: :ang diancam dengan pidana penjara 
pal~ ~ 5 ~ a..thun .itl!lCJ lirliili. .ft..ttttali )~ 
~~ngla:=2..-, .ti'.:cb ~~ Cff:'j2>'.t~ pil.~na ~ja."'3 
~ .5 ~ ~.mm. d.?!. Cl'iNl.~u:::mbir. ~.1j.u: _r ,l 
J>-,-, ........... J!--,. b.:!'~r.,Ila a:as:\~~,:, t::iLQ:3 .... ~;:: 
,i...,::!., avu- '°'' . • 1 

tO.!oo~".J;z:i j'.~ d~ S0""..2 lbc~, $t~ ~ 

~-u 1.tj;>J,,..;~r.an orrull.;m~-~ &..n 
b, ta...i:..a ~ ~,s c5calxn twr pic~.:ra ~;.; 

c!t:,G,'!l v:."T:!rnl ;:-,rnpt!Ja::i ~ ltT.....:t c:.c,-2..-.;. I• 1 

t.~,:11.at,Ul nr~•i.i.:·.:.··:.· C::(':.:.l..=-!...~,;_-----------~-__..;--~---:)---:!-'-;;--- 

1 

I I 

UR,\11\N / J Et-:IS NO 

Su rat pcrmohonan/lamnra:n:::------------+---.---+----,---,-----1---1 
Surat Pcrnyatann~:-----------------+---JL-~-~~-~-L---l 

a. bertaqwa kcpada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. mcmcgang tcguh dan mengamalkan Pancasila. 

mclak~nakan Undang-undang Dasar Negara 
Rcpubhk Indonesia Tahun 1945, serta 
mcmpenahankan dan mernclihara kcutuhan 
Negara Kesaiuan Republik Indonesia dan 
llhmneka TunggaJ Jka; 

c. tidak pcrnnh diJ:il uhi pidana penjara bcrdasarkan 
putusan Pengaditan yang mernpunyai kckuatan 
hukum tetap karena melakukan rindak pidana 
yang diancarn dengan piclana pcnjam paling 
singkat 5 (lima) tahun: 

d. Tidak akan mengundurkan diri scbagai calon 
perbekel; 

KEI.ENGKAPAN T :j r 
0 ~ 

I ?' r ;,: > z - c:: > ;r. a > 
-l C') '.Z 

' 
;::.;: 

r-1 > ,.., 
('; > 

;,J r: ~1 z " j KtT - en c 
;r. ,. > I I w 

I I I 

: r. wajib berternpat tinggal di Desa sctcmpat: I 
g. hersedia dicalonk_·n_n_m_c_n"-ja:...d:...i_P_e:...r..;.be..:..k_·e.:...l:.... ------!-----f----,--~--+-~-~ 

_3_. __ Foto copy h..1P d:10 KK ...;l~-+---l'--+-! __ j___!:...__--: 

Fmo copy lj:isah pendidikan ternkhir I --------' 
Foto copy Akta Kclahiran I 

Lem bar kc : l r-- -----~~-,----;-------,---- 
Form.22 

BUKTI TANDI\ TERJI\IA 
m;R!v\8 PENDAFTARAN CALON PLRBEKEl. .. 

Atas nama : Sclr . ·················· 
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PANITIA PE1'.11LIHAN PERBEKEL . PELAMAR/BAKAL CALON PERBEKEL 
............. ' ····· 

TELAII DITERIMA/DIKEMBALIKAN 
Karena 

LENGKAP/TlDAK LENGKAP 

Kcterangan kodc : 
( '1 l = !engkap 
( X l = tidak lcngkap 

I 8 . Surat ijin tcrtulis bagi PNS 
.___ 

9. Surat ijin cuti bagi Pcrbckcl dan perangkat Desa I i 
10. I surat izin/persetuju~m tcrtulis bagi anggota Tcntara I Nasional Indonesia, Pcgawai Ncgcri Sipil Tcncara Nasional 

Indonesia, anggota Kcpolisian Rcpublik Indonesia dan 
Pcgawai Ncgcri Sipil Kcpolisian Republik Indonesia dari 

___ pimpinanj instansi y:,ng bcrwenang 
: I I. Pas foto bcrwarna ukuran 4X6 scbanyak 4 lernbar -- 

12. Surat Keterangan dari Carnal bahwa tidak pernah 
mcnjadi 
Pcrbekcl sclama 3 [tign] knli rnasa jabatan 

13. Surat pernyataan mcngundurkan diri BPD 
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Dengan ini rncngajukan lamamn/permohonan untuk menjadi caJon Perbekel 
Desa, Kccarnatan pada Pemilihnn Perbckel Desa tahun 
........... _.), sebagai pcnimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administralif yang 
telah ditentukan scbagai bcrikut: 

I surat pcrnyataan: 
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. mernegang teguh dan mengamalkan Pancasila. rnelaksanakan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia fahun 19-15, serta mempenahankan dan 
memehhara kcutuhan Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 
Tka; 

c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang 
mempunyai kekuutan hukum tetap karena melakukan tindak pidanayang diancam 
dcngan pidana pcnjara paling singkat 5 {lima) tahun; 

d. Tldak akan mengundurkan diri sebagai calon perbekel; 
e. tidak pernah mcnjadi Perbekel sclama 3 (tiga) kali rnasa jabatan balk secara 

berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalm wilayah Negara Kesatuan 
Rcpublik Indonest: 

f. wajih bertcrnpar Linggal di Desa seternpat: 
g. bcrsedia dicalonkan menjadi Perbekel; 

2 foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektroruk atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu 
Keluarga yang masih berlaku serta dilcgalisir oleh pejabat yang berwenang: 

3 fotokopi ijru-.ah pendidikan terakhir yang telah dllegalisir oleh pejabat yang berwcnang; 
4 fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir olch pejabat yang berwenang: 
5 surat keterangan dari Kerua Pengadilan: 

a. bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pcngadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tctap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana pcnjara paling sedikit 5 [lirna] tahun atau lebih, kecuali yang 
bersangkutan telah sclesai menjalarn pidana penjara selarna 5 (lima) tahun dan 
mengumumkan secara jujur dan ierbuka kepada masyarakat bahwa yang 
bersnngkutan pcrnah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang: 
clan 

b. bahwa tidak scdang dicabut hak pilihnya scsuai dengan putusan pengadilan yang 
telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

6 surat kctcrangan sehat dari Puskesmas atau rurnah sakit Pemerintah; 
7 Surat Keterangan Catntan Kepolisian yang dlkeluarkan dari Kepollsian; 

. ············································· l.Nama 
2 .Tempat/Tgl. Lahir 
3 Agarna 
4. Pekerjaan 
S. Jenis Kelarnin 
6. Penchdikan 
7. Alarnat 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

l)j 

Kcp;"lda 

Sdr. Kctua Panitia Pemilihan 
Pcrbckel 

Yth Cal on Larnarnn 
Pcrbekcl 

l'crihal 

..... ( I lfangkap Lampiran 
··················• ···················· 

SURAT LAMARAN 

FoTm. 23 



Dipindai dengan CamScanner 

Nama .Jclas 

Pelarnar/ Pemohon, 
Meterai Cukup 

8 surat izin tcrtulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawafon 1r.mp~11 
bersangkutan bckcrja; 

9 lzin cuti ( bagi Perbeke! dan Pcrangkat Dcsa ); 
10 surat izin/pcrsctujunn tcrtulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawal Negeri 

Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggotn Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai 
Ncgeri Sipil Kcpolisian Rcpublik Indonesia clari pimpinan/instansi yang berwenang; 

11 pasfoto ierbaru bcrwarna ukuran 4 x 6 dengan backqround Mcrah Putih sebanyak 4 
(empat) lernbar; 

12 surat keterangan tidak pernah menjacli Pcrbckcl selarna 3 (tiga) kaJi masa jabatan, baik 
berturut-turut maupun tidak berturut-turui, dalam wilayah Negara Kcsatuan Republik 
Indonesia khusus bagi calon Perbekel yang suclah pcmah atau sedang rnenjabat Pcrbckcl, 
dari Carnal dimana yang bcrsangkutan berternpat tinggaJ; 

13 Surat pernyataan mengundurkan diri BPD 
14 Pcngalaman bekcrja di lcmbaga pernerintuhan (apabila ada]. 

Demikian surat lamaran/pcnnohonan ini saya sampaikan atas perkenannya 
disampaikan tcrima kasih. 



Dipindai dengan CamScanner 

Nama Jelas 

Meterni cukup 

Yang mcnyatakan, 

. , .. 

Oemikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenamya dan apabila 
ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketcntuan yang berlaku. 

: Banjar Dinas Desa Kecamatan 
Kabupaten .. 

Dcngnn ini mcnyataknn bahwa saya : 

a. bcrtaqwa kepada Tuhan 'fang Maha Esa; 
b. mcmegang Lcguh clan mcngamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 

N(•gara Republik Indonesia Tahun 1945, scrta mempertahankan dan memelihara kcutuhan 
Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia clan Bhinncka Tunggal lka; 

c. tirlak pernah dijatuhi pidana pcnjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai 
kckuatan hukum tctap karcna melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lirna) tahun; 

d. Tidak akan mengundurkan diri sebagai caJon perbekel; 
c. tidak pcrnah menjadi Perbekel selarna 3 (tiga) kaJi masa jabatan baik secara berturut-turut 

atau tidak secara bcrturut-turut dalm wilayah Negara Kesatuan Rcpublik Indonesi; 
f. berscdia berternpat tinggal di Desa setempat: 
g. bcrsedia dicalonkan menjacli Perbekel. 

Nam a 

2 Tt'mpnt/Tgl. l.ahrr 

3 Agama 

·1 Pckcrjaan 

5 Jenis Kelarnin 

6 Pendiclikan 

7 Alamat 

Yang bcrtanda cangan dt bawah iui : 

SURAT PERNYATAAN 



Dipindai dengan CamScanner 

Tembusan disampaikan kepada Yth.: 
1. Carnat . 
2. Ketua BPD Desa . 
3. Ketua Panilia Pcmilihan Perbekel . 

NAMA JELAS 

Perbekel , 

Dengan ini saya selaku Perbekel Desa ..... mengajukan permohonan untuk 
mcndapatkan lzin Cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali sebagai Calon Perbekel pada 
pemilihan Pcrbckel Desa Tahun . 

Demikian saya sampaikan, alas perkenannya disampaikan terima kasih. 

e. Alarnat 

: Perbekel Desa . 

c. Agarna 

d. Jabatan 

b. Tcmpar/ 1'anggal Lahir 

a. Nama 

Yang bcrtanda iangan dibawah ini 

Dcngan hormat , 

Ke pad a 
Bupati Klungkung 
di- 

Scmarapura 

Yth. 

Nomor 

Larnpiran : 

Ilal Permohonan Izin Cuti 
Pcrbcket 

·················• ··············· 20 . 

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG 
KECAMATAN' 

DESA ············· 
··························· 

,JI •......................... ·········.········· ············ .. ~~~~~~~~~~~~~ 
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Dipindai dengan CamScanner 

Tcmbusan disampaikan kepada Yth. : 
1. lnspektur Kabupatcn Klungkung 
2. Camat . 
3. Ketua BPD Dcsa . 
4. Sekreraris Desa . 
5. Ket ua Panitia Pcmilihan Desa . 

NA.MA JELAS 

Dikeluarkan di : . 
pad a tanggal . 
BUPATl KLUNGKUNG, 

Dcmikian surat izin cuu ini dibuat untuk dipergunakan scbagaimana mestinya. 

2. Kepada yang bersangkuran dibcrikan cuti tcrhuung sejak ditetapkan sebagai Calon Perbekel 
sampai dengan selesainya pelaksanaan penctapan calon Pcrbckcl terpilih oleh Panitia 
Pernilihan, dengan keientuan : 
a. dalarn hal Perbckel cuu, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban 

Perbekel; 
b. setelah selesai rnenjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Bupati KJungkung melalui 

Cam at. 

c. Alarnat 
: Perbekel Desa . 

1. i\kmpcrhmikan surat pcrmohonan izin cuti saudara yang kami ierima tanggal . 
clan bcrpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka dengan ini 
mcrnberikan izin cuti kcpada Pcrbekel Dcsa karcna mcncalonkan diri scbagai calon 
Perbekel pada pcmilihan Perbekel Desa tahun .. 
a. Nama 
b. Tcmpat/ Tanggal Lahir : 
c. Agama 
d. Jabatan 

SURAT IZIN CUTI PERBEKEL 
Nomcr : . 

BUPATI KLUNGKUNG 

Form. 26 



Dipindai dengan CamScanner 

Temhusan disampaikan kepada Yth. : 
l. !Jn pak Carnat . 
2. Kctua BPD . 
3. Kerua Panitia Pcmilihan Dcsa . 

NAMA JELAS 

Hormat Saya, 

Dcngan ini saya sclaku pcrangkat Desa mengajukan permohonan 

untuk mendapatkan lzin Cuti dalarn rangka mencaJonkan diri sebagai 

calon Perbckcl pad a pernilihan Pcrbckel Desa Tahun .. 

Dernikian untuk mcnjadi muklurn, atas perkcnannya 

disampaikan terima kasih. 

e. Alamat 

d. -Jabatan 

b. iempat/ Tanggal Lahir 

c. Agama 

a. Narna 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Dcngan hormat: 

Ke pad a 

Pcrbekel Dcsa .. 

di- 

Yth. 

Nomor 

Lampiran : 

Hal Perrnohonan lzin Cuti 

Pcrangkat Desa 

PEMERINTA!i lv\BUPATEN KLUNGKUNC 
1,1.::C/\M/\T /\N . 

OF.SA . 
JL . 
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Dipindai dengan CamScanner 

Tcmbusan kepada yth. 
J. Camat . 
2. Ketua BPD Desa . 
3. Ketua Panitia Pemilihan Dcsa ....... 

N/\MAJELAS 

Dikeluarkan di : . 
pada tanggal . 
PEROEh:EL DESA . 

Yangbcrtanda t~ng.111 dihawnh ini Prrbekcl IJrs;i Kccarnatan . 
Kabu rm en Kl ungku ng. 

I. Mcmpcrhatlkan surat pcrmohonan izin cuti saudara yang karni terirna tanggal . 
dan berpedornan pada ketcntuan Pcraturan Pcrundang undangan, maka dengan ini 
mcrnbcrikan izin cuti kcpada Pcrangknt Desa ......... karcna mcncalonkan diri dalam pemilihan 
Pcrbckcl Desa tahun . 

a. Nama 
b. Ternpat/ Tanggal Lahir 
c. Agama 
d. Jabatan 
e. Alarnat 

2. Kepada yang bersangkutan diberikan izin culi terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar 
sebagai Bakal Calon Pcrbekcl sampai dengan selesainya pelaksanaan pcnetapan calon terpilih 
oleh Panitia Pemilihan, dengan kctcntuan : 
a. sebelum rnenjalankan cutl, wajib serah terima pekerjaan dengan Perangkat Desa lainnya; 
b. setelah selesai mcnjalankan cuti wajib rnclaporkan Kepada Perbekel dengan tembusan 

Cam at. 
Dernikian surat izin cuti ini dlberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Nornor 
SUR/\T !ZIN CUTI PER/\NGMT DESA 

PEMERINTAH K,\f3UPATEN KI.UNGKUNG 
KECi\r..1/\TAN . 
DESI\ . 

JI. . 

Form. 28 



Dipindai dengan CamScanner 

1. ( Ketua) l. 
···················· 

2. ( Wakil Ketua) 2. 
···················· 

3. (Sekretaris ) 3. 
···················· 

4. ( Bendahara) 4. 
···················· 

5. (Seksi .......... ) 5. 
···················· 

6. (Seksi .......... ) 6. 
···················· 

7. (Seksi.. ........ ) 7. 
···················· 

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA . 

···············> ············· . 

a . 
b. ···················· 
c.' . 
d. ···················· 
e. dst 

3. =diisi sesuaijumlah yung melengkapi persuaratati pendaftaran 
Dcmikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenamya untuk dapatnya 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Rapat dipimpin olch Ketua Panitia Pcmilihan dan dihadiri oleh para Anggota 
Panitia Pcrnilihan, clan dalarn Rapat P;tnitia Pcmilihan terscbut telah diperoleh 
kcscpakatan, antara lain schagai bcrikut : 

1. Pcngumuman Pcndanaran Calon Perbckel Desa duutup pada hari 
........ , tanggal tahun , pukul : 24.00 WlTA. 

2. Sampai dcngan pcnutupan Pengumurnan tcrsebut diatas, Bakal Calon Perbekel 
Desa yang telah mendaftarkan cliri scbanyak orang yaitu alas 
nama: 

Pada har! ini Tanggal rahun , bertempal di Sekretariat Panitia 
Pcmilihan, Lelah diadakan Rnpat Panitia Pernilihan, mcmbahas Penutupan Pengumuman 
Pendaftaran Calon Pcrhckcl Desa . 

13ERITJ\ /\CARA PENUTUPAN PENGUMUMAN 

P/\NITIA PEMILlllAN PEROEKEL DESA : 
KECAMATAN . 

KABUPATEN KLUNGl{UNG 
.JI. Tc-Ip . . 
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Dipindai dengan CamScanner 

N/\MA JELJ\S 

CapStempd 

Sadan Pcrrnusyawaratan Desa . 
Kc Lua, 

................. , ······················· 

Demikian Serita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya . 

Musyawarah mernbahas pemberhentian dan usu Ian pengganti an tar waktu anggota BPD 
dan dihasilkan bcbcrapa hal sebagai berikut: 
I. Memberhentikan dengan hormat saudara sebagai anggota Sadan Permusyawaratan 

Desa karcna akan mencalonkan diri schagai caJon perbekel. 
2. Menyetujui saudara sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti Antar 

Waktu Dcsa Kecamatan Kabuparen Klungkung. 

Pada hari ini, , ranggal Bulan Tahun . 
bcrtcmpat di Desa Kccarnatan , Kabupaten Klungkung Lelah 
dilaksanakan mu syawarah usulan pernbcrhcntian dan usulan pengganti antar waktu anggota 
BPO. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihacliri olch para Anggota BP.O, Perbekel, Perangkat 
Desa, Unsur Pengurus Lcmbaga Kernasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan Carnal atau 
Pejabat yang ditunjuk (sebagaimana daftar hadir terlampir]. 

llERJT,\ /\C.\R,\ 
~aJSYr\\\ :\1~1\H USULt\N PE~IRERHENTl1\i'I DAN USULAN PENGGANTI 

,\i':TAR Wt\KTU ANC.GOT/\ BPO 

-- - ------------------ 

PEMERINTMI KJ\OUP/\TEN KLUNGKUNC 

KECAMATAN · . 

F3t\DAN PER~lUSY,\\VARATAN DES1\ .. 
JI. . 
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Dipindai dengan CamScanner 

1. .................... ( Ketua ] 1. 

2. ··················· (Wakil Kctua l 2. 

3. (Sekretaris J 3. ···················· 

4. ( 13cndahara ) 4. ···················· 

5. (Seksi ........ .'.) 5. ···················· 
6. (ScksL ......... ) 6. 

···················· 

7. (Seksi.. ........ l 7. 
···················· 

l'ANITIA PEMILIH/\N PElmEKEL DESA . 
..................... , . 

Pada hari ini, , tanggal, Bui.in, Tahun, , bertcmpat 
di , Kee Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan rapat perpanjangan 
pendaftaran bakal calon Pcrbekcl. 
Rapat dipimpin olch Kctua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panilia pemilihan dan BPD 
Perbekcl, dst ( scbagaimana daftnr hadir tcrlarnpir]. 
Rapat menyepakati melakukan pcrpanjangan Pendaftaran bakal calon pcrbekel paling lama 20 
(dua puluh hari] mulai tanggal sarnpai dengan tanggal . 

Demikian Serita Acara ini dibuat untuk dapnt dipergunakan sebagalmana rnestinya . 

PANITIA PEMILIHAN PhRl3EKEL . 
KECAMJ\TAN . 

KAOUl'ATEN KLUNGKUNG 
JI. Telp . ~~~~~~~~~~~~~~~~- 

13 ER IT A ACAIU\ 
rrmPAN.JANJ\GAN PENDArTARMI 01\lv\L CALON PERBEKEL 
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Dipindai dengan CamScanner 

NAMA Jl;LAS 

Cap Stempel 

PANIT!A PEMILIHAN PERBEKEL OESJ\ .... 
KETUA, 

Demiklan untuk menjadi maklum. 

Bcrdasarkan hasil rapnt panitia pcmilihan dalam proses Penyaringan 
Bakal Calon dcngan penelitian kelcngkapan pcrsyaratan administrasi clan 
klarifikasi ucrkas pcrmohonan Sakal Calon Perbekel pada hari tanggal 

....................• dibcritahukan kepada saudara bahwa berkas pendaftaran saudara 
selaku pendafttar bakal calon Perbekel dikcmbaJikan karcna tidak 
rnerncnuhi syarai administrasi. 

: Pcng<'mhalia11 Bcrkas 

Kcpacla 
Yth. Sdr . 

Sclaku Pendaftar/Bakal 
Caton Pcrbekel 

di 
Tern pat! 

: Pcruing 

: ... ( ..... ) berkns 

............... , . 

Perihal 

Nomor 
Si fat 

Lampiran 

f'ANITIA PEMJLll 11\N PEHOI· KEL OF.SA . 
. KF.CAMI\Ti\N .. .' . 

t,;ABUPATEN KLUNGKUNG 
,JI. Tdp . 
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Dipindai dengan CamScanner 

NA~IA ,JELAS 

Cap Srempel 

PANITlt\ PEMILIHAN PERBEKEL 

KETU.'\, 

Dernikian untuk menjadi maklum 

c. dst , 

5. Schagai bahan pendukung sebagaimana berkas terlarnpir. 

b. ·············• 
c. dst 

3. Berkas yang dinyatakan tidak mcmenuhi syarat administratif sebagaimana 
angka 2, Lelah dikernbalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat 
terlampir). 

4. Sebanyak ( ) berkas telah dinyarakan memenuhi persyaratan 
administratif dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan 
Keputusan Panitia pemilihan yaitu atas nama : 

a . 
b . 

a.·············· 

Bersama ini karni sampaikan dcngan hormat Japoran hasil penyaringan 
bakal calon Pcrhckcl. sehagai bcrikut : 

1. Telnh dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi clan 
klarifikasi tcrhadap ( ) berkas bakal calon Perbekel. 

2. Sebanyak ( ) bcrkas Lelah dinyatakan tidak memenuhi 
persyaratan administratif yanu atas nama : 

Kc pad a 
Ylh. Kctua BPD Desa . 

di- 

: /P1\N I / . 
: Penting 
: ( ) bcrkas 
: Laporan I lasi! Pcnyartngan 

Raknl Caton PerbckC'I 

................... , . 

Nomor 
Si fat 
L.,'1 mp i ran 
Pcrihal 

P'\NITI,\ PEMILIHJ\N PEROEKEL DESA : 
KECAMATJ\N .. 
KABUPATEN KLUNGKUNG 

JI . 
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Dipindai dengan CamScanner 

1. ···················· ( Ketua) 1. 

2. ··················· ( \Vakil Ketua l 2. 

3. ···················· (Sekretaris ) 3. 

Pt'\NITIA PEMILfHAN PE~BEKEL DESA . 
. , ··············----·--- 

Dcmikian Berita Acara ini dibuat uruuk dapat dipergunakan scbagaimana 
mesunya. 

P I h ... ac a an rm, , tanggal, Bulan, Tahun, 
bcnc1_npa1 di , Kee Kabupatcn Klungkung tclah dilaksanakan 
peru-liuan kclengknpan persvaratan adrninistrasi dan klarifikasi permohonan 
Bakal Calon Perhekel scbanyak Berkas yang icrdiri Calon. 

Rapat dipirnpin olch Ketua Panitia Pemilhan dan dihadiri para anggota panitia 
pernilihan dan BPO scbagai pengawas pemilihan Pcrbckcl, dst ( 
scbagaimana daftar hadir tcrlampir ). 

Berdasarkan pcnelitian kelengkapan pcrsyaratan administrasi dan klarifikasi 
berkas permohonan Baka! Calon Perbckcl dihasilkan : ~ 
a. Sebanyak bcrkas ( sebagaimana terlampir J atas nama : 

I. . 

2. ····················· 
3. dst . 

Lelah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 berikut peraturan 
pelaksanaannya: 

b. Sc ban yak bcrkas ( sebagaimana u-rlampir J atas nama : 
1. . 
2 . 
3. dst . 
dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 
Tahun 2017 berikut petunjuk pelaksanaannya. 

c. Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas 
permohonan Sakal Calon : ( •agar dipilih. sesuai dengnn kondisi di desa) 

1. karena yrmg memenuhi persyaratan kurang dari 2 ( dua ) orang maka Tahapan 
pcncalonan. tidak dapat diianjutkaa --·---- *} 

2. karena yang mcmenuhi persyaratan seborujak: orang ( anrara paling sedikit 2 
s/ d paling ba11yak 5 orang), maka kepada masing-masing Baka/ Calon Perbekel 
dinyntakat1 memenu/1 syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel Yang Berhak 
Dipilih dalam Pemilihan Perbekel yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia 
Pemitinan Pcrbekel. -- •J 

3. 'karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang ( iebih dari 5 orang }, 
maka kepada masing-masing Baka! Galon Perbekel mengikuti seleksi tambahan 
yang ditaksanakan oleti Panitia Pemihhan. Kabupa1e1L -- *) 

PANITIA PEMILIHAN PERBEKF.L . 
KECAMATAN . 
KABUPATEN KLUNGKUNG 

,JI. Tclp . 
BERITA AC!A~A -------------- 

H/\SIL PENF.l.lTI/\N KELENGKJ\PAN PERSYARATAN AD~HNISTRASJ DAN 
h'.LARIFIKASI BERKAS Pf.RMOHONAN SAKAL CALON PERBEKEL 



Dipindai dengan CamScanner 

4. ................... ( Bendahara ) 4 . 

5. .................... (Scksi .......... 1 5 . 

6. .................... [Seksi. ......... I 6 . 

7. ···················· (Seksi.. ........ ) 7. 



Dipindai dengan CamScanner 

7 . 

6 . 

5 . 

4 . 

3 . 

2 . 

1. ······················· l. .................... ( Ketua] 

2 . ................... ( \Vakil Kctua ] 

3 . ..................... {Sckretaris) 

4. ···················· { Bcndahara ) 

5 . ...................... (Seksi.. ........ ) 

6. ···················· (Scksi. ........ : l 

7. ···················· (Scksi .......... ) 

PANITIJ\ PEMILIHAN PERBEKEL DESA . 
........................ , ······················ 

Demikian Serita Acara ini dibuat untuk dapat dipcrgunakan sebagaimana mestinya . 

Pada hari ini, , ianggnl, Bui in ...............•........ Tahun, , bcrtempat 
l. . .•....•.•.•... , Kee. .. Kabupatcn Klur-ukung tclah dilaksanakan rapat pernbahasan 
rn.isukan masyarakat auis hasil pcnclitian pcrsyar.uan Adrninistrasi Baka! Calon Perbekel. Rapat 
dipimpin oleh Ketu a Panitia Pemilihan dan diharliri para anggota panitia pemilihan dan BPD 
Perbekcl, dst ( sebagairnana rlaft.ir hadir tcrlnrnpirl. 
Rapat rnenycpakati bcberapa hal sebagai berikut: 
1. Masukan masyarakat atas narna terhudap Bakal Calon Perbekel alas nama . 
2. ds, ..... •. (*disesumkru1 <le11gw1 masukon mosyamknt) 

BF.RITA J\CAl~A 
PE~IBJ\HASAN MJ\SUKAN M,\SYARAKJ\T ATAS.HASIL PENELITIAN PERSYARATAN 

ADMINISTRASI BAKAL CAI.ON PEl<BEKEL 

PAI\ITIA PEMILIHAN P .RBEKEL . 
KECAMATAN . 

KABUPATEN KI.IJNGKUNG 
JI. ··················· . ~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Form. 35 
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7 . 

6 . 

5 . 

4 . 

3 . 

2 . 

1 . l. .................... ( Ketua) 

2. .................... (Wakil Ketua) 

3. ··················· [Sekretaris ) 

4. ···················· ( Bendahara ) 

5. ···················· (Seksi.. ........ ) 

6. ···················· (Seksi.. ........ l 
7. •••••••••••••••••e•• 

[Seksi .......... ) 

PANITIA PEMll,IHAN PERBEKEL DESA . 
..................... , . 

Demikian Beriat Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagairnana mestinya . 

.. ····························· ----------------'-- [_

6 
. 
. 

2. 
3. 
-1. 

I 5. 

II 
II[ 
IV 
v 
VT 
vu 
Vlll 

NO NI\MA 1::31\!0\L C/\LON -----~- r. 
PERI NG KAT 

Pada hari ini, , tanggal •....... Bulan, Tahun, , bcrtcmpat 
di ....................• Kee Kabupatcn KJungkung telah dilaksanakan seleksi tambahan bagi 
Bnkal Calon Perbekcl Dcsa yang bcrjurnlah ( 1 orang dcngan hasil scbaga.i 
bcrikui: 

SERITA AOARA , 
HI\SII, SELEl,SI T/\MBAHAN SAKAL CALON PERBEKEL '. 

PI\NITIJ\ PEMILII IAN P2RBEKEL . 
KECt\MATJ\N . 

10\BUPATEN KI.UNGKUNG 
JI. Telp . ~---------------- 

Form. 36 
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6321); 
3. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 112 Tnhun 2014 ten tang 

Pernilihan Kepala Desa (£3erita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 

Nomor 2092) sebagaimana telah diubah bebcrpa kali terkahir dcngan 

Peraturan Menteri Dalnm Ncgcri Nomor 72 Tahun 2020 rentang 
· · N JP rerubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam Negen omor - 

a. hahwn dcngan sclcsamya tahapan pendaftaran dan pcnclitian 

kctvngkapan pcrsyarut.m adrninistrasi dan klarifikasi bakal calon 

pcrbekcl clan untuk rnctaksanakan kctentuan Pasal Peraturan 
Bupati Klungkung Nomor tahun tentang Pcraturan 
Pclaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata 

earn Pemilihan, Pen~angkatan Dan Pemberhentian Perbekel, perlu 

menctapkan calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Perbekel; 

b. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan 

Caton Pcrbekel Dcsa Kecarnatan Pada Pemilihan 

Pcrbekel Desa Tahun ; 

l. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5495); 

2. Perruuran Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

[Lernbamn Negara Repuhltk Indonesia rahun 20 l4 Nomor 123, Tambahan 

Lernbaran Negam Repuhlik Indonesia Nomor 5558) sebagairnana telah 

diubah beberapa kali ternkhir dengan Peraruran Pernerinrah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Pcrubahan Kalua Atas Peraturan Pcmerintnh Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Dcsa [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

201 g Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL, 

Mengingat 

~l~nimbang 

PENETAPA~ CALO:-: PERBEKEL DESA KEC,\MATAN PAD/\ 
PEMILIHAN PERBF.KEL 01'.:SJ\ TJ\IIUN . 

KEPUTUSAN 
PANITIJ\ PEMILll 11\N PERBEKEL 
NO~IOR: /PAN/ / 20 . 

TENTANG 

PANITIA PEMII.IIIAN PERBEKEL DESI\ . 
KECAMATJ\N . 

KABUPATEN KLUNGKUNG 
,JI. Tclp . 

Form. '',7 
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NAMA JEI.AS 

Cap stempel 

PERBEKEL 

Ditetapkan di .. ; .. 

pada tanggal ... : .. 

PANITIA PEMILIHAN 

DESA . 
IIBTUA, 

2. Dst . 

Calon Perbekel sebagaimana dirnaksud pada Diktum Kesatu berhak 
mengikuti Pernilihan Perbekel Dcsa .. Kecamatan .. 
Tahun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkffi}. 

Agarna 
Alamat 

Tempat,tanggal lahir: 

Jenis Kelarnin 

Menelapkan Calon Perbekel Desa Kccamatan Pada 

Pemilihan Perbekel Dcsa ........ Tahun sebagai berikut: 
1. Narna 

MEMUTUSKAN: 

icruang Tata Cura Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhcntian 

Pcrbekel (Lernbaran Daerah Kahupaten KJungkung Tahun 2017 

Nornor 12); 

G. Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahun tentang 

Peraturan Pclaksanaan Peraturan Dacrah Kabupaten Nomor 12 

Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pemilihan, Pcngangkatan Dan 

Pcmhcrhenlian Perbekel (Serita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 

.......... Nornor ....... ); 

-t. 

Tahun 2014 tcntanr, Pcrnilihan Kepala Dcsa (Serita Ncgarn r..,,.p11t,ltk 
Indonesia Tahun 2017 Nornor 1221); 

Pcm tu ran Mcntcri Dalarn Negeri Nornor 82 Tahun 2015 tentang 
Pcngangkatan Dan Pcrnberhenuan Kepala Dcsa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 lG Nomor 4); 

;J. Pernruran Daerah Kahupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 

KETIGA 

KE DUA 

Menetapkan 

KESATU 
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NAMA JELAS 

Cap stempel 

DESA . 
KETUA, 

PERBEKEL PEMILIHAN PANITIA 

. , . 

dipergunakan sebagaimana mcstinya. 

NO. NAM/\ CALON NO.URUT TANDA TANGAN 
; - - --~- 

1. 

~ 

I 

l 

2. I 2 I 
t 

I 3. 3 
- --- 

4. I 4 I 

I 
---------1 ·--- - 

5 . 5 
.._ 

-Serita dapatnya Demikian Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk 

Pada h ·· · · · · ' < a11 int tanggal tahun , heriempat di Kecamatan 

............ Kabupatcn Klungkung, tclah dilaksanakan Pcngundian Nomor Urut Calon Perbekel 

dalam rangka Pclnksanaan Pcmilihan Perbekel Dcsa Tnhun yang dipimpin olch 
Kctua Pan itla Pernilihan. 

Hasil pelaksanaan Pcngundian nornor urut dari masing-rnasing Calon adalah sebagai berikut: 

Pi\NITII\ PEMILIIIAN PERBEKEL DESA . 
KECAMATI\N . 

KIIBUPATEN KLUNGKUNC 
,JI. Tdp . ·------~~--~~~~~~ 

SERITA /\CARA 
PENGUN1111\N NOMOR URUT CALON PERIJEKEL 

Form.38 
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bahwa untuk melaksanakan kctcntuan Pasal Peraturan Bupati 
Klungkung Nomor tahun tentang Peraturan Pelaksanaan 
Pcraturan Daerah Nornor 12 Tahun 2017 ten tang Tata cara Pcmilihan, 
Pengangkatan Dan Pcmbcrhentian Perbekcl, perlu menetapkan 
Keputusan Panitia Pernilihan Perbekel Desa Kecamatan . 
ten tang Penctapan Nomor Urut Calon Perbekel Desa Kecamaran 

........ Pada Pemilihan Pcrbekel Dcsa Tahun ; 
I. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

2. Peraturan Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali temkhir dengan Peraruran Pemerintah Nornor 11 
Tahun 2019 tentang Peruhahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 ten tang Peraruran Pelaksanaan Undang-Uodang Nomor 6 
Tahun 2014 teruang Desa (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 
2019 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 

Pcmilihan Kepala Desa [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberpa kaJi tcrkahir dengan 
Pcraruran Menteri DaJam Negcri Nomor 72 Tahun 2020 tentang 
Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 112 
Tahun 2014 icntang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 
4. Pcraturan Menteri Da.lam Ncgeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Dess (Serita Negam 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4): 

PJ\NITIA PEMILIHAN l'ERBEKEL, 

Mengingat 

'.\lenimbang 

PENET,\Pt\;'\ NOMOR URUT CALON PERBEKEL DESA KECAMATAN . 
P,\O!\ PEMILIHAN PERBEKEL l>ESA TJ\HUN . 

TENTJ\NG 

KEPUTUSAN 
P,\NITIA PEMILJHAN PERBEKEL 

NOMOR : /PAN/ / 20 . 

PA;-;ITIA PEMILIHAI\ PERBEKEL DESA . 
KECAMAT,\N . 

KAF3UPATEN KLUNCKUNG 
,JI. Tc () ........•............. 

Form. 39 
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NAMAJELAS 

Cop siempel 

PERBEKEL 

Ditetapkan di . 

pada tanggal .. 

PANITIA PEMILIHAN 

DES.I\ . 
KETUA, 

Keputusan Panitia ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan. 

NO NAM/\ CALON NOMOR URUT 

1. 

2. 

3. 

4. . 
I 

5. . 

Menerapkan Nomor Urut Caton Pcrbekel Calon Pcrbekel Desa . 

Kccamatan Pada Pemilihan Pcrbekel Dcsa Tahun . 

scbagai bcrikut: 

MEMUTUSKI\N : 

5. Pcraturan Daerah Kabupatcn Klungkung Nomor 12 Tahun :1017 

tcntang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pernbcrhcntian 

Pcrbckel (Lcmbaran Daerah Kabupatcn Klungkung Tahun 20 17 

Nomor 12); 

6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahun teruang 

Pcraturan Pclaksanaan Peraturan Dacrah Kabupaten Nomor 12 

Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pcmilihan, Pengangkatan Dan 

Pcmbcrhentian Perbekel (Serita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 

.......... Nomor ....... l: 

KE DUA 

Mcnetapkan 

KESATU 
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3. Dst... . 

1 .. 
2 .. 

3 . 

1. . 
2. 

PANITIA PEMILIHAN PEl~BEKEL . 

3 ..... : .... ., 
.:> . 

2 .. 2 . 

CALON PERBEKEL : 
1. . 1. . 

Demikian Serita Acara ini dibuat dan ditanda tanga.ni bersama untuk dapat 
dipergunakan sebagaimanamestinya. 

4. Setelah masa kampanyc sclcsai akan dilakukan pcmbersihan bahan dan atribut 
kampanye lainya oleh masing-masing calon atau peiaksana kampa.nye masing 
masing calon. 

NO CA LON NO MOR TEMPl',T WAKTU KETERANGAN 
PJ<:RREKEL URUT KAMPANYE 

1. 
2. 
3. - Dst. 

Pada hari ini tanggal , bertempat di Sekretariat Panitia 
Pernilihan tclah dilakukan rapat dalam rangkn pcncnruan waktu, tata cara dan tempat 
pclaksanaan kampanye yang dipimpin oleh 1,ctua Panitia Pcmilihan dan dihadiri oleh 
para Anggota Panitia Pemilihan, para Calon Pcrbekel, Pj Perbekel/ Pit. Perbekel dan 
BPD, (sebagaimana daftar nadir terlampir] 

Berdasarkan hasil rapat tcrscbut, Panitia dcngan para Calon Perbekel telah 
rncnycpakati bcbcrapa hal scbagai berikut : 

1. Kampanye calon perbckcl akan dilaksanakan dari tanggal. sampai dengan 
tanggal . 

2. Kampanyc calon Perbckel Dcsa dilaksanakan mclalui perternuan terbatas, tatap 
muka dan dialog, penyebaran bahan kampanyc kcpada umum, pernasangan alat 
peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia 
Pemilihan, dan dst . 

3. Khusus untuk pelaksanaan kampanyc pcrtcrnuan terbatas, tatap muka dan dialog 
diatur dcngan jadwal waktu dan tern pat sebagai berikut: 

SERITA ACARA 
RAPAT PENENTUAN WAKTV, TATA CARA DAN 

TEMPAT PF:LAl{SANAAN KAMPANYE 

PANITIA PEMILII !AN PEIWEKEL .. 
KECAMATAN . 
KAOUPATE:N Kl.VNGKUNG 

,JI. Telp . 

Form. •'HJ 
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5. [narna] .' ttd 

4. (nama) ~ ttd 

3. (nama) ttd 

2. {nama) ttd 

C/\LON PERBEKEL : 
1. (nama) ttd 

4. Kami para ca Ion Perbekel siap menerirna hasiJ pemilihan perbekel berdasarkan 
keputusan Pnniiia Pcmilihan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan: 

5. Kami para caJon Perbekcl tidak akan melakukan pelanggaran hukum pada scluruh 
tahapan pelaksanaan pemilihan Perbekel; 

6. Siap menerima sanksi dan diproscs scsuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
apabila melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan bersama deklarasi damai ini. 

Demikian Pernyataan Bersama Deklarasi Damai ini dibuat tanpa paksaan dari 
pihak rnanapun, untuk dapat dipergunakan sebagalmana mestinya. 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
l. Nama: . 

Kcdudukan/Status: Caton Perbekcl nomor urut . 
Selanjurnya bcrtindak untuk diri scndiri chm atas nama para Pendukung saya; 

2. Nam a: . 
KcdLHluk<1ll/Status: Caton Perbckcl nornor urut . 
Sclanjutnya bcrtlndnk u ntuk cliri scndin rlnn atas narna para Pendukung saya; 

3. N :-1 111 a : n ••••• 

Keduduka n r Stnt u s : Calon Pcrbckel nomor urut . 
Selanjutnya bertindak u ntuk diri sendiri clan atas nama para Pcndukung saya; 

4. Nan, a: . 
Kedudu kan z Stntus : Caton Pcrbekel nomor urut . 

Selanjutnya bcrundak untuk diri scndiri clan atas nama para Pendukung saya: 
5. Nam a: . 

Kcdudukan/Status : Calon Pcrbekel nomor urut . 
Sclanjut.nya bert indak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya; 

P.ida hari ini .. tanggal, tahun....... bertempat di , 
rlisaksikan oleh Panitia Pernilihan, BPD, Carnar dan Anggota Forkompinca , 
bersarna-sama menyatakan bahwa : 
1. Kami para calon Perhekel Desa sepakat akan mernatuhi dan melaksanakan setiap 

tahapan pelaksanaan pemilihan Pcrbckcl secara damai, sopan, bermartabat dan penuh 
rasa tanggung jawab demi terselenggaranya pemilihan perbekel desa ..... ... secara 
dernokratis, langsung, urnurn, bebas, rahasia, jujur, adil, santun dan bermartabat. 

2. Kami para caJon Perbekel siap mematuhi dan melaksanakan segala peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, serta mengendepankan etika dan moralitas selama 
pclaksanaan pemilihan perbekel desa tahun ; 

3. Kami para calon Pcrbekel slap bckcrjasama dcngan Polri dan TNI untuk menciptakan 
situasi yang kondusif dan aman selama pelaksanaan pemilihan Perbekcl Desa ..... tahun 

SURAT PERNYATAAN BERSJ\MJ\ OF.:KL/\RASI DAMA! 
PEMIL!IIAN PERBEKEL DESJ\ ...... KECAMATAN .... '. 

KABUP/\TIO:N KLUNGKUNG TAHUN 2021 

For-i:c. 41 
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FORU;\1 KOORDINASI PIMPlt,;/\N KECAM1\TAN . 
CAMAT KAPOLSEK . DANRJ\l\llL 

( : ) 

~IEtJG1:TAIIUI 
ll\l),\~ PERr-.lliSYJ\W,\R1\T1\N DES/\ . 

KI::n ·\ 

( ) ( ) 

I\ETU1\ P.\ "ITl1\, SEKRET:\RIS, 

P:\NITl1\ Pf:. 111.ll!t\X PERB .. :1-:F.I. DES:\ KF.C,\MATAN . 
"-ABUP,\ TF.t'< KI.UNGJ,,:U:-JG 
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l . 
2 . 

3 . 

J. . .. ········· .. 
1 . 
3. dsi. . 

3 . 

PANITIA PEl\llLIHAN PEREJEKEL . 

3 . 
2 . 2 . 

CALON PERBEKEL 
l. . 1. . 

Pada hari ini rnngg:-il tahun .........• bcrternpat di Kecamatan . 

Kabupaien Klungkung, tclnh dilaksanakan rnusy. warah pcnyclcsaian pelanggaran pelaksanaan 

knmpanye Pcmilihan Pc, bckcl Dcsa tahun yang dipimpin oleh xetua Panitia 

Pcmilihan dan dihadiri oleh para AnAAOta Panitia Pr-milihan, para Calon Perbekel, Pj Perbekel/Plt. 

Perbeko! dan 13PD. dan para pihnk (scbagaimana daftar hadir tcrlampir). 

Musyawarah. rncnycpakaii hcbcrapa hal scbagai bcrikut : 
I. . . 

2. ·································· 
3. Dsr • t•<J,i<:1 ~t'""m Irma/ 11111.,yr,,,.omhJ 

Dernikian Bcrirn Ac,tra ini dihuat dcngan schenarnva untuk dapat dilaksanakan dan 

dipcdoman i s<•bn~aiman,1 nu-st inya. 

SERITA ACARA 
MUSVAWARAH PENYELESAIAN PELANGGARAN 

PANITIA PEMILIHAN PERBEKLL DESA . 
KECAMATAN . 

KABUPATEN KLUNGKUNG 

JI. ······································· 

Form. 42 
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3 . dst . 

2 . 
I . I 

2 
3 

3 . 

PANITIA PEMILIHAN PE~BEKEL . 

2 . 2 . 

3 .. 

CALON PERBEKEL : 
l. . 1. . 

......... , . 

Dernikian Betita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mcstinya . 

NO TPS Alam at 
1. TPS I Banjar Dinas ........................... 

2. TPS lJ Ban jar Dinas ............ 
3. dst . ..................... 

Pada hari ini tanggal , bcrternpat di Sekretariat Panitia 
Pernilihan telah dilakukan musyawarah dalam rangka pcnctapan waktu, tempat 
pemungutan dan penghh ungan suarn yong dipimpin oleh Kctua Panitia Pemilihan dan 
,lihadiri oleh para Anggota Panitia Pcmilihan, para Calon Perbekel, Pj Perbekel/Plt. 
Perbekel clan OPD, (scbagaimana daftar hadir tcrlampirJ. 

Berdasarkan hasil rapat tcrsebut, menycpakati beberapa hal sebagai berikut : 
1. Berdasarknn pada Keputusnn Bupati Klungkung Nomor tcntang llo.ri 

Pcmunguinn Suara Pcmilihan Pcrbckel Secara Serentak Di Kabupaten Klungkung 
Tahun maka pcmungutan suara pemilihan Perbckcl Dcsa Tahua 
.............. dilaksanakan pada hari , tanggal yang dimulai pada 
pukul Wn a sampal dcngan pukul Wlta 

2. Pernungumn suara pcmilihan Pcrbckcl Desa Tahun dilaksanakan 
di ( ) TPS yaitu: 

BER!TA ACAi</\ 
PP.NBTAPAN WAKTU, TGMPAT PEMUNGUTAN DAN l'ENGHITUNGAN SUARA 

P;\NITIJ\ PEMILIHJ\N PERBEh'.EL . 
KECJ\MATAN · . 
KAOUPATEN KLUNGKUNG 

,II. Tclp . 

Form. 43 
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1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pcraruran 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenta.ng Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tcntang Pcraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 20 l4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 
3. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang 

Pemilihan Kepala Desa [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberpa kali terkahir dengan 

Pcraturan Menteri ualurn Negeri Nomor 72 Tahun 2020 renrang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 112 

Tahun 2014 tcntang Pemilihan Kepala Desa ~crita Negara Republi.k 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal. Peraturan 
Bupali Klungkung Nomor .......... Tahun tentang 
Pcraturan Pclaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
2017 ten tang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan Dan 
Pemberhentian Perbckel, dan bcrpcdoman pada Kepu tu san 
Bu pati Klungkung Nomor tentang Hari Pcmungutan 
Suara Pemilihan Pcrbekel Se car a Serentak Di Kabupaten 
Klu ngkurig Tahun 2021 perlu menetapkan Keputusan Panitia 
Pemilihan Pcrbekel Desa ........ Kecamatan ......... te nt ang 
Hari Pemungutan Suara Pemilihan Perbekel Desa 
........ Tahun ........ ; 

PANITIA PEMILIHAN PCRBEKEL, 

PENETAPAN HARi PEl\.llJNGUT/\N SUAR/\ 

PEMILIHAN PERBEKEL DESA ......... 

TAHUN .. 

TENTANG 

KEPUTUS/\1, 
PANITIA PEMILIH,AN PERBEKEL 
NOMOR: /PAN/ / .. 

Mengingat 

:.lenimbang 

PANITl1\ PEMILIHAN PERBEKEL DESA 
KECAMATAN . 

KAF3UPATEN ~u·r::'ai<·~Na 
,II. Tclp . ····················· 

Form. 111 
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NAMA ,IELAS 

Cop Stempel 

PANITII\ PEMILII--IAN PERBEKEL DESA . 

K£TUA, 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

pcmungutan suara pernilihan Perbckel Desa , tahun yang 

dirnulai pada pukul wita sarnpai dengan pukul \Vita. 

Kepuiusan Panitia ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan. 

tanggal hari pclaksanaan sebagai Menctapkan hari 

\IEMUTUSKAN : 

4. Pcrruuran Mcntcri Datarn Ncgcn Nomor 82 Tahun 2015 tcntang 
Penganakatan Dan Pl'mbcrhcntian Kc-pala Dcsa (Oerila Negara 
Rcpuhlik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 

:1. Pc-r:11 urnn Dacrah Kahupaicn Klungku ng Norn or 12 Tahu n 2017 
1,·ntan~ Tntn Cara !>cr.1iliha11, Prngangkatan Dan Pcmbcrhcntia.n 

Prrlll'kc•I [l.ernbnrnn Dncrah Kuhupatcn Klungkung Tahun 2017 
Nornor 12); 

6. Pcraturan Bupati Klunakung Nomor Tahun tentang 

Pcraturan Pclaksanaan Prraturan Daerah Kabupatcn Nomor 12 
Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pcrnilihan, Pcngangkatan Dan 
Pembcrhcntlan Perbekel (Serita Dacrah Kabupaten Klungkung Tahun 
.......... Nomor ); 

: tenet 'lpkan 

i..'.CS.\TU 
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1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ientang Pembenrukan 

Dacrah-daerah Tingkat II Dalam \Vilayah Daerah-daerah Tingkat 

I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nemer !.', Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran 

Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

3. Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Pcraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 2014 Nomor 123) 

sebagairnana telah diubah bcbernpn kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintnh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kcdua Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 

'fcnt~ng Pcraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Dcsa (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor41); 
4. Peraturon Mcntcri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentong 

l'cmilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nornor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Perarurart 

Mengingat 

a. bahwa untuk mclaksanakan ketcntuan Pasal Peraturan 

Bupati Klungkung No1J1or .......... Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Dacrah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pcmilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbckel 

pcrlu memhentuk Kelompok Penyclenggara Pemungutan Suara 

(!..'.PPS) Pcmilihan Perbekel Dcsa ......... Tahun ......... ; 

b. bahw.i berdasarka.n pcrumbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu mcnetapkan Kcputusan Panitia Pemilihan Desa 

. ten tang Pcmbentukan Kelornpok Penyelenggara 

Pemungutan Suara (K~PS) Pemilihan Pcrbekel Desa ......... Tahun 
\ 

Mcnimbang 

NOMOR : ...... /PAN/ ...... / ....... 

TENT ANG 

PF.MBENTUKAN KELOMPOK l'ENYELENGG/\RA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) 

PEMILIHAN PERBEKEL DES/\ ......... TAIIUN . 

PANITIA PF.MILII 11\N PI::RBEKEL DESA , 

KEPUTUSJ\N 
PANITIJ\ PEMILIHJ\N PERBEKEL DESA . ···························· 

f>J\NITIJ\ PEMILIHJ\N PERBEKEL .. 
KEC/\M/\T/\N .. 

··············· ·········· 
lv\BUPATEN KI.UNGKUNG 

JI. Telp .. 

Form. 45 
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Membentuk Kelompok Peoyelenggara Pernungutan Suara (KPPS) 

Pemilihan Perbekel Desa Tahun sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

keputusan ini. 

Kelornpck Penyelenggara Pernunguran Suara (KPPS) sebagaimana 

dimaksud dalam diktum Kesatu rnempunyai tugas melaksanakan 

pernunguntan suara dan penghitungan suara pada TPS yang telah 

ditentukan. 

Kclompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana 
dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan upah kerja sesuai dengao 

kctentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Segala biayayang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan ~lanja Daerah 

Kabupatcn Klungkung Tahun Anggaran · dan Anggaran 

Pcndapatan Dao Belanja Oesa Tahun Anggaran (apabila . 
mengambil tambahnn anggamn dari APBDesa). 

MEMUTUSKAN: 

Mcntt:ri Dalam Negcri Nomor 65 Tahun 2017 teruang Pcrubahun 

Alas Peraturan Memeri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nnmor 122 l); 

5. Pcraturan Mcnteri Dalarn Ncgeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang 

Pcngangkatan dan Pcmlierhcnuan Kepala Desa (Serita Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) scbagaimana telah 

diubah dengan Pcraturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor 66 Tahun 

2017 teruang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri 

Nomor 82 Tahun 2015 ten tang Pcngangkatan dan Pembcrhenlian 

Kepala Deso [Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1222): 

G. Pcraturan Dacrah Kabupucn Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 

tcntang Tata Cara Pcmilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Pcrhekel (Lembaran Daerah Kabupaten Kluogkung Tahun 2017 

Nomor 12); 

7. Pera tu ran Bupati Klungkung Nomor Tahun tentang 

Pcraturan Pelaksanaan Pcraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 

Tahun 2017 rentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan 

Pemberhcntian Perbekel (Serita Daerah Kabupaten Klungkung 

Tahun Nomor ); 

KGEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 

Menetapkan 

KESATU 



Dipindai dengan CamScanner 

KC'putusan ini di s::impaikan kepada Yth: 
1. Bupati Klungkung di Semarapura. 
2. Kctua Panitia Pcmilihan Kabupaten di Sernarapura. 
3. Camat . 
4. Perbckcl/Pj.Perbekel Desa . 
5. Ketua BPD . 
G. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 

NAM/\ .Jf.1.AS 

Cop stempe! 

Ditcrapkan di . 

pada t;rnggnl . 

PJ\NITIA PEMILIIIAN PERBEKF.I. DESA . 
KETU/\, 

Kcputusan ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan. KI::EMPJ\T 
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Cap stcmpel 

NAMA JELAS 

PANIT!A PEMILII-I/\N PERBEKEL DESA ..... 
KETUJ\ 

10. 
·--- ---!..---------; 

Anggota J_ 
9. 

-i--. Anggota I 
--i------An_gg_o_t_a 

I 

8. 
_L __ - 

l 

. Ar.ggota 7. 

• Anggota 6. 

Anggota 5. 

Anggota 4. 
-- ------1--.-------; 

Anggota 3. 
--------- 

Sek re 

Ket 1. . -+-- ·- - 
2. 

---- l 
ATAN KETERANGAN I 

t - 
j 4 - - . - 

ua 

etaris 
- 

3 1 2 
JAB 

- T 
i 
I 1_ 

NAM/\ NO. 

TPS I alarnat Banjar Dinas * tdilnuu uniuk: masing-masing TPSJ 

Daftar Nama Kclompok Penyelcnggara Pemungutan Suara (KPPS) 
Pcmilihan Perbckel Desa Tahun . 

LAMf>IIV\N . KEPUTUSAN PANITIA PEM!LIHAN PERBEKEL DESA NOMOR 
................... TENT ANG PEMBENTUKAN KELOMPOK 
PENYSLENGG/\RA PEMUNGUTAN SU/\RA (KPPS) PEMILIHAN 
PERBEKEL DES/\ TAHUN . 
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······························ 

P<'nerima, 
. , ················· 

TANDA TERIMA 
SURAT UNDANGAN PEMILIH PEMILIHAN PERBEKEL ·········:············· 

OM'TJ\R PEMIL!ll NOMOR . 
WILAYAH . 

------------------------------------------------Potong disini--------- 

PERHATIAN: 
Untuk pernbcrian suara, surat 
pcmberitahuan ini harus dibawa olch 
Permlih sendiri yang namanya iercanrum 
diaras dan diserahknn kcpnda Panitia 
Pernilihan dan tidak bolch diwakilkan. 

········································· 

P/\NITIA PEMILIHAN PERBEKEL 
01!:SA KECAMATAN . 
KABUPATEN I\LUNGKUNC 
Ketua, 

................ , ····························· 

: Pukul snmpai dengan . Waktu 

.Ieuis Kclamin . ······································································ Umur . 
Alamat . 
Untuk mernbcrikan suara padn pcmilihan Pcrbekel Dcsa tahun . 
Yang dilaksanakan padn: 
Harl : tgl, di TPS Banjar Dinas 

. ······································································ 

K1•p,Hl:l 
Numa pernilih 
NIK 

l>IYJ' Nornor 

UNDANGAN 

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL 
DES/\ ············, KEC/\M/\TAN KABUPATEN KLUNGKUNG 

JI. ······ . 

Form. 4', 
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Form. 47 

'------' 

NAMA 
C/\LON 

,....__ _ 
NAM,A 

CJ\LON 

FOTO 
CA LON 

FOTO 
CA LON 

l 2 3 
I 

FOTO: 
CA LON: 

; 

NAMA 
CA LON 

. . - - ---- - .. - - -- -~ - ·-- ··-· --- . ---- -- -· ---- -- ---- .. -- - ---- . . . : . 

GAMBAR SURAT SUARA TA.l\1PAK BELA.KANG 

. . . . . . . --- - ·--- - - -- ~ - ----- ----- ---~- - - - -· -- - 

Desa .. : Keeamatan . 
Kabuoaten r.lun&kung 

Tahun ...... 

I' tntha Pe:nilihan 
f.;etua,; 

Pcrmlrhan Pcrbekel 

'suRAT SUARA 
TP$ NO 
Banjar Dmas: 

LAMOANG 
DESA 

GAMBAR SURAT SUARA TAMPAK DEPAN 
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Temhusan disamp;:iikan kcpada Yth: 
Perbekel Dcsa . 

NAMA JELAS 

Panitia Pcrnilihan Perbekel Desa . 

Ketua, 
Cap stempel 

jawab. 
Dernikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan pcnuh tanggung 

. , , . 

Uruuk mclaksanakan tugas Pengamanan di TPS pada Pclaksanaan Pem!lihan Perbekel Desa 

......... Tahun selama 3 (liga) hari yaitu I (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, 

pada hari pemungutan Suara, dan 1 (satu) hari setelah hari pemungutan suara. 

I 
14 

! 
__J, __ 
dst ' 

3 

j - 

2 
_____ ! _ 

I 
I 

~ 
I 

TEMPAT PENUGASAN NAMA NO 
Al.AMA-; -~I 

(8a11jar Dinas) 

Yang bertanda rangan dibawah ini KeLUa Panitia Pernilihan Perbekel Desa 
............ Kccamatan Kabupatcn Klungkung. · 

Dengan ini menugaskan Kcpada: 

SURAT TUGAS SF.F3AGAI PETUGAS PENGJ\MANAN PELAKSANAAN 
PEMILIHAN PCRBEKEL DESI\ . 

l{ECAMATAN . 
KABUPATEN KLUNGKUNG 

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL 
DESA , KECJ\MJ\TJ\N KJ\BUPJ\TEN KLUNCKUNG 

,JI. . 

Form. 48 
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··························· 

I ........................ , . 
Pernberi rnandat, Penerima Mandat 

Dcmikian surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Untuk menjadi saksi pada perneriksaan surat suara, pcrnungutan dan pcnghitungan suara dalam 
Pcmilihan Perbekel Desa tahun .. 

Nam a 
Ternpat, tanggal lahir 
Jcnis kclarnln 
xo. KTP 
Alarriar 

Adalah sebagai calon Pcrbckcl Desa dengan nomor urut.. , pada pemilihan Perbckel 
Dcsa tahun , mcmberikan mandar kepada: 

······················· Alumat 

Yang bertanda tangan dibawah ini 
Na1na . 
Ternpat. tanggnl lahir . 
Jen is kc lam in .. 
No. l..::TP . 

SURAT MANDAT 

Form. 49 
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3 .. ····················· 
2 . 

1. . 1 
2 
3 

3 . 

PANITIA PEMlLIHAN PERBEKEL . 

3 . 

2 . 2 . 

1. . 1 .. 

CALON l'ERBEKEL/SAKSI CALON PERBEKEL 

. .. .. . . . . , . 

Pada hari ini tanggal , berternpat di Sekretariat Panitia Pcmilihan 
ictah dilakukan musyawarah dalarn rangka pemeriksaan surat suara yang dipimpin olch 
Kctua Paniiia Pernilihan dnn dihadiri olch para Anggota PaniLia Pernilihan, para Calon 
Pcrbekel / saksi calon Perbekel, Pj Per#Jckel/Plt. Perbekel dan BPD, [sebagaimana 
daftar hadir terlarnpir]. 

Berdasarkan hasil perneriksaan suarat suara, menyepakati beberapa haJ scbagai 
berikut : 

1. Disain, bcniuk danjumlah surat suara untuk masing-masingTPS sudah scsua.i dengan 
keteruuan dan kebuiuhan dalam rangka pelaksanaan pcmungutan suara. 

2. Untuk selanjutynya surai suara yang telah diperiksa dimasukan dalarn amplop, dalam 
kondisi disegel dan selanjutnya dimasukan dalam kotak suara dan dikunci. 

Dernikian Berna Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersarna untuk dapat 
dipcrgunakan sebagaimana mestinya . 

BERi rA /\CARA 
PEMERIKSAAN SURAT SUARA 

PANITIA PEl\llLIIIAN PEHBEKEL . 
"ECAM/\TAN .. . 
K,\BUPATEN KLUNC1,UNCi 

JI. .. 

Form.SO 
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•} Corel yang tidok perlu 
tid k J,·gunakan agar diber! tondo (X} rrntutun kolon« va11g kosonq atau I a u, 

S k · Nama Saksi . Narna a s1. _ .. _:_ I 
L--------- 

2. 1. 
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON 

. 
' No. Nama Jabatan Tanda Tangan 

1 Ketua 1 ................ 

2 Anggota 2 .................. I 
3 Anggota 3 ................. 

4 Anggota 4 ..................... 

5 Anggota 5 .. - ............... I 
6 Anggota 6 ······•············· I 

I 

I I 7 Anggota 7 ................... 

NArlA DAtl TANDA TAIJCAI~ KEl.OMPOK PENYELENGGARA PEJAUNGUTAN SUARA 

(diwfis dengan huruf) 

10.JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA l I I 
TIDAKSAH(B+C) 1--------...L.---'----L------i 

(dirulis dengan huruf) 

I I I C.JUMLAH SUARA TIDAK SAH 

(d.'tufis dengan huruf) 

ls.JUMLAH SELURUH SUARA SAH 

A PEROLEHAN SUARA CALON PERBEKEL DESA ............................................... 

I NOMOR URUT DAt, NAl\1A CALot, SUARA SAH 

1 I I 
I (diwlis dengan huruf) 
i 

I I I 
2 

I (ditulls dengan huruf) 

:BALI Provinsi 

DesafKelurahan ') • . 

Klungkung 

Dsn f BanJar '} · .. 

Kabupalen 

TPS : Nomor . 

Kecamatan 

HASIL PB~GHllUNGAfl PEROLEHAN SUARA DI TEMPATPEMUllCUTAN SUARA 
Pa,11LIHAU PERBEKEL D:SA 

FORM 52 
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5. Saksi Caton Perbekel 5 .. 
' 

<I. Saks! Calon Pcrbckcl 4 . 

3. Saksi Caton Pcrbekel 3 .. 

2. Saksi Caton Perbekel 2 .. 

I. Saksi Caton Pcrbckel 1.. .. 

SJ\KSI-SAKSI 

MENGETJ\HUI: 

........... ,, . 

Kctua, 

Disahkan Dalam Ra pat Pie no KPPS Tgl, . 
TPS Banjar . 

Adapun .Ialannya Pernungutan suara adalah sebagai berikut : 
I. Pernungutan suara dirnulai dari jam s/d WITA 
2. .Jurnlah Calon Pcrbeke) yang bcrhak mcngikuti Pernilihan : .. 
3 .• Jumlah Yang Mempunyai flak Pilih: . 
4. Jumlah Yang Menggunakan I lak Pilih : .. 
5. Jumlah Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih : . 

Dcmikian Derita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipcrgunakan 
seperlunya. 

Pernungutan suara telah berjalan dengan aman, tertih dan lancar sesuai dengan kctcntuan 
pcrundang-undangan yang berlaku. 

BERITJ\ J\C.'\RA 
,JALJ\NNYJ\ PEMUN01JTI\N SUARJ\ 

Nomor: . 
Pada- hari in, tanggal.. bulan tahun , kami 

KPPS Pernilihnn Pcrbckel , Kecarnatan , Kabupaten Klungkung 
telah mcngadakan pcmungutan suarn Pernilihan Pcrhekcl yang dihadiri oleh 
seluruh KPPS. Saksi dan disaksikan oleh masyarakat bertempat di TPS Banjar , 
Desa Kccamatan Kabupaten Klungkung. 

P/\NITI/\ PEMILIHJ\N PEIWEKEL 
DESA , KF.CJ\MATJ\N KA11UPJ\TEN KLUNGKUNG 

JI. . 

Form. 53 
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5. Saksi Cal on Perbckel 5 . 

4. Saksi Calon Perbckel ·L . 

3. Saksi CaJon Perbekel 3 . 

2. Saksi Calon Perbekcl 2 .. 

MENGETJ\HUI : 

SAKSI-SAKSI 
1. Saksi CaJon Pcrbel:el I.. . 

( ) ( ) 

SEKRETARIS, KETUA KPPS 

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPPS Tgl, . 
TPS Banjar . 

Dernikian Serita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan dasar dalam Rekapitulasi Hasil 
Pemilihan Perbekcl Desa Tahun . 

: Suara b. Tidak sah 

;:) . 

: Suara 
: Suara 
: Suara 
: Suara 
: Suara 

1 
"'T. ••••••••••••••••••••• 

III.. Perolehan Suara 
a. Suara sah masing-rnasing calon 

]. . 
2 . 
3. ····················· 

: lembar 
: lembar 
: lcmbar 
: .lembar 

II.. Surat Suara 
a. Jumlah surru suara 
b. .Jurnlah surat suara yang rusak atau keliru clicoblos 
c. Jumlah surat suara yang tidak tcrpakai 
d. .Jumlah surat suara yang terpakai 

: Orang 
: Orang 
: Orang 

a. .Jumlah Pemilih 
b. Hadir 
c Tidak Haclir 

Pad a hari ini LanggaJ bulan tahun , kami KPPS 
Pcmilihan Perbekel , Kecamatan Kabupaten Klungkung Lelah 
rnclaksanakan Penghitungan Pcrolchan Suara Pemilihan Perbekel Desa yang 
dihadiri olch scluruh anggoia KPPS, Saksi dan disaksikan olch masyarakat berternpat di TPS 
....... Banjar Dinas : 
Dari hasil Pcnghitungan suara yang tclah dilaksanakan dipcroleh hasil sebagai berikut : 
I.. Pemilih 

BERITA J\CJ\RA 
PENGHITUNGAN SUARA 

Nomor . 

PANITll\ PEMILIHAN PERBEKEL 
DESA , 

KECAMATAN . 
KJ\BUPATEN KLUNGKUNG 

,JI. . 

Form. 54 
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S/\KSI-SAKSI 
1. Saksi/ caion Perbt'kd 1.. . 

2. Saksi /Calon Perbekel 2 . 

3. Saksi /Calon Pe'rbekcl 3 .. 

4. Saksi /Calon Perbekel 4 . 

5. Saksi /Calon Perbrkel 5 . 

MJ.;NGETAHUI : 

( ) 
( ) 

SEl{RETARIS, 
KETUA PANTTIA 

PANITI/\ PEMILIH/\N PERBEKEL 
DESJ\ , KEC/\M/\TI\N , KAI3UPATEN KLUNGKUNG 

. , ·························· 

Demikian Bcrita An1rn ini dibuat dengan &·benarnya dan dapat dipcrgunakan 

seperlunya. 

Bcrdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas, rnaka Sdr ............•............. dengan 
nornor urut tclah mcmperoleh suara sah terbanyak. sehingga telah rnemenuhi 
svarat untuk diajukan kepada Badan Pennusyawaratan Dcsa , Kecamatan 
.. Kabupaten Klungkung untuk ditetapkan scbagai Calon Perbekel Tcrpilih. 

: Suara b. Tidak sah 

: Suara 
: Suara 
: Suara 
: Suara 
: Sunra 

Ill.. Perolchan Suara 
a. Suara sah mastng-rnasing calon 

l. ······· 
2 . 
3. ····················· 
4. ····················· 
5. ···················· 

: Lembar 
: lcmbar 
: lembar 
: .lembar 

II.. Surat suara 
n. Jumln.h surat suara 
b. .Jurnlah surat suara yang rusak atau kellru dicoblos 
c. Jumlah surat suara yang tidak tcrpakai 
d. Jumlah surat suara yang terpakai 

: Orang 
: Orang 
: Orang 

Da1:i hasil Rckapitulasi Pcnghuungan Suara yang relah ditaksanakan diperolch hasil scbagai 
bcrikut : 

1 

I.. Pcrnilih 
a. Jumlah Pcmilih 
h. Hadir 
c Tidak Hadir 

Pada hari int tanggal bu Ian tahun ka · Panitia Pemilihan Pcrb k \ · ·· .. :·····.. ' ············ · ·············· • m, e c , Kecamatan , Kabupaten Klungkung 
bcrdasurkan laporan clan Orrita Acara Hasil Penghitungan Suara pada masing-rnasing KPPS' 
tclah meng~clakan Rckapitulasi Pcnghitungan Suara pada Pcmi\ihan Perbekel, Des; 
............... Kecamatan , Kabuprucn l{lungkung. 

AERITJ\ ACARA 
Rr:K/\PI fUL/\SI IIASIL PENCiHITUNC.AN SUI\RA 

Nomor: . 

Pi\N!Tl/\ PEMILII IAN PERBF:KEI. 
DESJ\ ,KECAMAT/\N 

KAourATEN KLuNc.Ku.Na················ 
JI 

Tr.Ip .. _'_'_._'_'_'."K,~·tj;. j;~~·.-.·.·.- . 



Dipindai dengan CamScanner 

,1. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir 
dcngan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 112 Tahun 2014 teruang Pemilihan Kepala Desa (Berna 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 

7. Peraturan Daerah Kabupatcn Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pernilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian 
Perbekel [Lernbaran Daerah Kabupatcn Klungkung Tahun 2017 
Nomor 12); 

8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahun tentang 
Peraturan Pelaksanaan Pcraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 
Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan 
Pcmbcrhentian Perbekel (13erila Daerah Kabupaten "1ungkunp. 
Tahun Nomor ); 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Dacrah-daerah Tingkat I 
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Lndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norr.or 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54<;?5); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 · tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun '2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
[l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41. 
Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...... Peraturan Bupati 
Klungkung Nomor Tahun tcntang Peraturan Pelaksanaan 
Pcraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 
tcruang Pemilihan, Pcngangkatan dan Pemberhentian Perbekel, dan 
bcrdasarkan Serita A'eara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan 
Penghitungan suara, perlu menctapkan Kepurusan Panitia 
Pemilihan Perbekel Desa tentang Penetapan Calon Perbekel 
Tcrpilih Dcsa Keeamatan Kabupaten Klungkung; 

Menimbang 

PANITl1\ PEM!l,IHAN PERBEKEL , 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL 
DESA , KECAMATAN KABUPATEN KLUNGKUNG 

NOMOR: . 

TENT ANG 

PENETAPAN CALON PERBEKEL TERPILIII DESA . 
KECAMATAN KABUPATEN KLUNGKUNG 

PJ\NITIJ\ PEMILIHJ\N PERBEKEL DESA , 
KECAMJ\TAN . 

KAOUPATEN KLUNGKUNG 
,JI. .. 

Form , SG 



Dipindai dengan CamScanner 

Temhusan disampaikan kepada Ylh: 
1. Panitia Pemilihan Kabupaten Klungkung di Semarapura. 
2. Ca111at ; 
3. Perhekel Desa .. 
4. Ketua BPD ..... 
5. Arsip. 

NAMAJELAS 

Cap stempel 

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL 
DESA KECJ\MATAN .. 
KABtJPATEN KLUNGKUNG 
l{ETUJ\, 

Duetapkan di . 
pada tanggal . 

Keputusan ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan. h'.ETIGA 

sebagai Cal on Perbckcl Tcrpilih Desa 
Kecamatan Kabupatcn Klungkung, pada Pemilihna Perbckel 
Oesa Tahun .. 

d. NIK 

r-. Pendidikan 
f. Agarnn 

g. Alamat 

IJ. Tcrnpat / Tanggal Lahir 
c. .Jcnis Kclarnin 

Menctapkan Saudara : 
a. Narna 

Mcnctapkan 

KESATU 

MEMUTUSKAN : 



Dipindai dengan CamScanner 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2092), sebagaimanu telah diubah beberapa kali terakhi.r 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 
tentanz Perubahan Kcdua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomo/, 112 Tahuo 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 

7. Peraturan Dacrah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2~17 
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan PemberhentJan 
Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 
Nomor 12); 

8 Pcraturan Bupati Klungkung Nomor Tahun tentang 
· Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 

Tahun 2017 ten tang Tnta Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan 
Pembcrhentian Pcrbekel (Belita Daerah Kabupaten Klun~kun~ 
Tnhun ············ Nomor ); 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Dacrah-dacrah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 
Dali, Nusa Tcnggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Unrlang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lcmba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Pcraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tcntang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6321); 

bahwa untuk melaksanasan ketcntuan Pasal Peraturan Bupati 
Klungkung Nomor Tahun tcntang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 
tcntang Pcmilihan, Pcngangkatan dan Pemberhentian Perbekcl, dan 
berdasarkan Kepuiusan Paniria Pcmilihan Perbekel Desa dan 
Serita Acara Pcmungutan Suara clan Penghitungan Sua.ra, perlu 
mcnctapkan Kcputusan Sadan Permusyawaratan Desa 
......... teruang Pcnetapan Calon Pcrbekel Terpilih Desa 
......... Kccarnatan ..... Kabupaten KJungkung; 

KEP~TUSAN SADAN PERMUSYA,VJARATAN DESA , 
KECAMATAN KABUPJ\TEN KLUNGKUNG 

NOMOR . 

TENTANti 

PEXETl\l'i\N CALON PERBEKEL TirnPILIH DESA . 
KECAMATAN KABIJPATEN KI.UNGKUNG 

Bt\DJ\N PERMUSYAWARATAN DESA , 

Mengingar 

Mcnimbang 

BJ\DAN PERMUSYAWARATAN OESA , 
1 

KECA~IATAN . 
KABUPATEN Kl,UNGKUNG 

JI. ·························· 

Form. 57 



Dipindai dengan CamScanner 

T<'mbusan disampaik;:in kepadn Yth: 
1. Panitia Pemilihan Perbekcl Kabupatcn Klungkung di Semarapura. 
2. Camat ; 
3. Perbekel Ocsa . 
-l Arsip. 

NANA JELAS 

Cap stempel 

B.'\DAN PERMUSYAWARATAN DESA . 
KECAMATAN. . 
KJ\BUPATEN KLUNGKUNO 
KETUA, 

Drtetapkan di ................•.. 
pada tanggal :, 

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KCTIGA 

sebagai Caton Pcrbckel Terpilih Desa 
Kecamatan Kabupaten Klungkung, pada Pemilihan Perbekcl 
Dcsa Tahun . 

c. Pendiclikan 
f. Agarna 

g Alarnai 

u. Ternpat / Tanggal Lahir 
c. Jcnis Kclamin 
cl. NIK 

~tcncrnpkan Saudara : 
a. Narna 

Mcnctapkan 

KESA TU 

MEMUTUSf..:AN: 



Dipindai dengan CamScanner 

NAMAJELAS 

. , . 
CANlAT . 

Dcmikian Serita Acara ini dibuat dengan sebcnarnya dan dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

dst*(diisi sesuai hasit ueripikasi kelengkapan do/rumen) 
* 
* 

Pada hari ini tanggal bulan tahun , telah 
dilakuknn Verifikasi Kclcngkapan Dokumcn Pcrmohonan Pcnetapan Calon Perbekel terpilih 
Desa mcnjadi Perbekcl Dcsa Masa Bakti Tahun dengan hasil sebagai 
bcriku L: 
I. 
2. 
3. 

BERITA t\CARA 
VERIF110\SI KELENGK/\PAN DOKUMEN 

Nomor: . 

l'EMF:RINTAII KM3UPATl·:N KLUNGKUNG 
KECAM/\T/\N .. 

JI. . 

Form. 58 



Dipindai dengan CamScanner 

o. 5 .. 

4 4 .. 
I 

2 2 .. 

J 3 .. 

............................ } .. 1. 

Pfl lAK YANG DTPANGGIL 
PANIT[/1 PEMILIHAN PERBEKEL DESA : 

I ; 1 . 

2 2 .. 

3 3 . 

4. . 4 . 

5 5 .. 

ANGGOTA: 

( ) 
( ) 

KETUA PANITlA SEKRETARIS 

SADAN PERMUSYAWARATAN DES/\ . 
KECAMATAN , KABUPATEN KLUNGKUNG 

Dernikian Serita Acarn ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan 
sebagairnana mestinya, 

Pada hari ini tanggal bulan tahun , telah 
dilakukan pcmanggilan kcpada Panltia Pcmilihan Pcrbckcl Desa , Kecamatan 
................... , Kabupatcn Klungkung untuk rneminta penjelasan atas tidak dilaporkannya hasil 
pcnetapan Calon Perbekcl Terpilih Ocsa Krc:n.mnton Kabupaten Klungkung, 
pada pemilihan Perbekel Dcsa tahun dcngan hasil sebagai berikut: 

. I. . * 
2. . * 
3. dst~(rliisi sesuru hosi! rnpat) 

Nomor: . 

PEMANGGILJ\N PARA PIHJ\K 

SERITA 1\CI\RA 

SADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 
KECAMATAN KABUPJ\TEN KLUNOKUNG 

JI. .. 

Form. 59 



Dipindai dengan CamScanner 

NAMA JELAS 

Cap Stempel 

CAMAT .. 
. , . 

Dernikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan dapat dipergunakan 
sebagairnana mestinya. 

Dst" [diisi sesuni hasi! rapat] 

Pada hari ini tanggal............. bulan tahun , tclah 
dilakukan pemanggilan kepada Badan Permusyawaratan Dcsa , Kecamatan 
................... , Kabupaten Klungkung untuk meminla penielasan atas udak dilaporkannya 
Calon Perbekel Terpilih Desa Kecarnatan Kabupaten K.lungkung kepada 
Bupati melalui Camat, pada pemilihan Pcrbekel Desa tahun yang dihadiri 
olch ketua dan anggota BPO dengan hasil sebagai berikut: 

J. .. * 
2. 
3. 

Nomor: . 

. 
OERITA ACARA 

PEMANGGILAN PAR/\ PIHAK 

PEMERINTt\11 KABUPt\TEN KLUNGKUNG 
KECAM/\T/\N . 

JI. . 

Form.60 



Dipindai dengan CamScanner 

NAMAJELAS 

Sernarapura, : . 
PANITIA PEM[LIAHAN KABUPATEN 
KETUA, 

I 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan scbcnamya dan untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. · 

dsr' (diisi sesuai hosi/ rapat} 
+ 

Pada hari ini tanggal.. bulan tahun , telah 
dilakukan Pemeriksaan kcpada Sadan Permusyawaratan Desa , Kecamatan 
................... , Kabupatcn Klungkung untuk melakukan pemeriksaan dan meminta penjelasan 
atas tidak dilaporkannya Calon Perbekel Terpilih Dcsa Kecamatan Kabupaten 
Klungkung kepada Bupati melalui Camat, pada pemilihan Perbekel Desa tahun 
............. yang dihadiri oleh ketua clan anggota BPD Desa dengan hasil sebagai 
bcrikut: 

I. 
2. 
3. 

Nomor . 

PEMERIKSAAN PARA ?11 IAK 

SERITA ACARJ\ 

PEMERINTAH KABUPJ\TEN KLUNGKUNG 
PANITIA PEMILII lAN KABUPATEN 

JI. .. 

Form.61 



Dipindai dengan CamScanner 

( xeuia ] \. 
1. ···················· 

( Wakil Ketua ] ?.. 
2. ··················· 

(Sckretaris l 3. 
3. ···········-········ 

( 13cndahnm l -1. 
4. ···················· 

(Seksi ........... ) 5. 
5. ···················· 

(Scksi .......... l 6. 
6. ···················· 

(Scksi .......... l 7. 
7. ········-··········· 

PANITIJ\ PEMII.IH/\N PERBEKEL DESA . 

.................................. 5 . 5 

~ 4 . 

................................... 1 . 

2 2 . 

3 3 . 

ANOGOTA: 

( ) 
( ) 

KETUA SEKRETJ\RIS 

SADAN PERMUSYAWARJ\TAN DESA . 
Kf.Ct\MATAN , KABUPATEN KLUNGKUNG 

························ ··················· 
Demikian Bcrita Acara ini dibuat dengan scbenarnya dan uruuk dapat dlpergunakan 

scbagaimana mestinya. 

dst ~(rliisi scsunf llasi/ rapat] 
l. 
3. 

Pad a hari ini tanggal............. bu Ian............ tahun , tclah 
dilnkukan rnusyawarah pcnyclcsaian perschsihan hasil pcrnilihan Pcrbekcl Oesa yang 
dihadii i olch kctua dan anggoia OPD , ketua dnn anggota Panliia Pemilihan Perbckel Desa 
......... , clan para Calon Perbckel. Musyawarah ini dilakukan dalarn rangka menyclcsaikan 
pvrselisihan hasil pcmilihan l'erhekcl Desa tnhun dcngan hasil scbagai berikut: 

1. . .. 

Nomor: . 

OEH!Tr\ I\C1\l{I\ 
PENYEI.E~r\lAN l'ERSl~LISII IAN IIA HL PEMILIH/\N l'ERBEK.EL 

-- - - -------------- 

Bt\D1\I\ PERMUSY/\W/\R,\T/\N OE$/\ . 
h:EC,\~.L\l/\N KA iUP,\TE~ KLL,NGKUNG 

'11. . 

Form. 62 



Dipindai dengan CamScanner 

3 3 .. 

2 2 . 
I 

I 1 . 

ANGGOT,\: 

( ~ ) 
( ) 

KETUA SEKRETARIS 

13ADAN PERMUSYAWARATAN D8SA .. 
KECAMATAN , KABUPATEN KL,UNGKUNG 

5 5 . 

4. . , 4 . 

3 3. ··················· 

2 2 . 

l. 1. . 

ANGGOTA: 

( ) 
( ) 

KETUA SEKRETAl~IS 

PANITIA PEMILIHAN 10\BUPATEN 

Sernarapura, .. 

Dernikian Berita Acara ini dibuat dcngan scbcnarnya dan untuk dapat dipergunakan 
sebagr irnana mestinya. 

Dst" (cliisi scsuai hasil rapat] 
2. 
3. 

Pada harl ini tanggal bu Ian............ tahun , tcla.h 
dilakukan musyawarah penyclesaian hasil pcrsclisihan pemilihan Perbekel yang dihadiri oleh 
Kciua dan Anggota Paniiia Pcmilihan Kabupaten, kctua dun anggota BPD , ketua dun 
anggota Panitia Pcrnilihan Pcrbckel Desa , para Calon l'crbekel dan pihak terkait Iainnya 
scbagrurnana daftar hadir terlarnpir. Musyawarah mi dilakuknn dalarn rangka mcnyelesaikan 
pcrschsihan hasil pemilihnn Pcrbckcl Dcsa tahun clcngan hasil sebagai bcrikut: 

I. .. • 

Nornor . 

SERITA ACARA 
MUSYAWt\RAH J>GNYELESAIAN PERSELISIIIAN I IASIL PEMILIHAN PERBEKEL 

PEMERINTAII KABUP~Tl·:N KLUNGKUNG 
PANITIA PEMILIHAN l<ABUPATEN 

JI. ··..;.;'"..;.;.'";.;.;"'";..;.;" _ 

Form.G3 



Dipindai dengan CamScanner 

5 .. 5 . 

1 . 

) . . . , 
2 . 

I . 

1'111,\K I El'lv\lT I .\INNY1\· 

., . ·' 

... . ...... ... I, 

.. ... .... ..... ... I . 

I ........................... -· . 
I l . 

Ct\LON PEREJl'KF.l.: 

.1 ··············· 

.~ ... :;, 

I''' \ ' ''li.UI\N IF Wf. ,Fl. Ht:\ 

ra:n I 

}. \l.',\h:11 ;.;c:u., l 

J. ~":...rt•t:rn<:. l J. 

Bcndahar.i l L 

5 $('~~: ........... ) ~. 
() $rr:<;i .......... l t \. 

I • .. . .... 1Seksi.. ........ ) i. 



Dipindai dengan CamScanner 

... 
.; UUPATI KLUNGKUNG, 

'U2 1(~-~~\) 
~ ., \ • I 

, 1, , I NYOMAN SUWlRTAJt 

5 5 . 

4 4 . 

·.2. .. 2 . 

3 3 . 

1. 1 . 

ANOOOTA: 

( ) 
( ) 

KETUA'. SEKRETARIS 

OADAN PERMUSYAWARJ\TAN DESA . 
KF.CAMATAN , KABUPATEN 1-:LUNGKUNG 

····--··········--- .. , ··················· 

Demikian Berita Acarn ini dibuat dcngan scbcnamya dan uruuk dapat dipergunakan 
sebagaimana rncstinya. 

Pada hari ini tanggal.. bulan tahun , tclah 
dilakuknn musyawnran mernhahas pcrmohonan pcngunduran diri Pcrbckel yang dihadiri oleh 
kctua clan anggota BPD Perbckel dan tokoh :igama dnn masyarakat sesuai daftar hadir 
tcrlnmptr. Musvnwarnh ini dilnkuknn untuk 'mrmbnhas perrnohonan pcngunduran diri 
perbekel dengan hasil scbagal hcrikut: 
I. . • 
2. . • 
3. Dst" (diisi sesuai hasil musymuamil) 

Nomor . 

BERIT/\ /\CARA 
MUSYAWAfu\11 PEl{MQIIONI\N PENC.:UNDURJ\N DIR! PERBEKEL 

BAD!\N PERMUSAYWAR\TAN DESA . 
Kl::C AMAT i\N K. '\UUJIA TEN KLUNGKUNG 

JI. . 

Form. 64 


